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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

merupakan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi secara transparan dan 

bertanggung jawab. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 disesuaikan dengan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revie atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP).  

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP ini 

masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran kritik dari instansi 

terkait sangat kami harapkan untuk perbaikan penyusunan LAKIP 

berikutnya.  
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EKSEKUTIF SUMMARY 

 
 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar dalam menetapkan visinya harus merujuk kepada visi 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun visi Bupati 

dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yakni 

“KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN 

TIMUR INDONESIA”. 

Dengan memperhatikan visi tersebut serta dengan 

memperhatikan perubahan paradigma pemeritah seperti diamanattkan 

dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang pemerintah daerah, maka visi 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA 

APARATUR YANG AMANAH, PROFESIONAL DAN SEJAHTERA”. 

 
Agar visi tersebut dapat diwujudkan dalam peningkatan kinerja 

SDM Aparatur maka dirumuskan pula misi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar 

sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan karir Pegawai 

Negeri Sipil sesuai kompetensinya; 

2. Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, inovatif, dan 

kreatif; 

3. Peningkatan kesejahteraan dan menerapkan reward and punishment; 



 

 

vii 

4. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang mempunyai nilai spiritual 

dalam pelaksanaan tugas-tugas. 

Dalam misi tersebut mengandung makna tugas dan sasaran 

yang ingin dicapai, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dijabarkan kedalam 

tujuan sebagai berikut : 

1. Meningkatnya pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 

bidang yang dikuasainya/kompetensinya; 

2. Meningkatnya kapasitas manajemen sumber daya manusia yang 

berkualitas, inovatif, dan kreatif; 

3. Meningkatnya kesejahteraan dan penerapan Reward and Punishment 

terhadap Aparatur Sipil Negara; 

4. Meningkatnya kesadaran, iman, dan takwa sumber daya manusia 

dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih. 

 
Untuk mencapai tujuan maka ditetapkan pula sasaran sebagai 

arah dan tolak ukur yang harus dicapai sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kualitas profesionalisme dalam perencanaan 

kepegawaian; 

2. Tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang siap pakai; 

3. Meningkatnya kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil; 

4. Meningkatnya perilaku peduli terhadap tata pemerintahan yang baik; 

5. Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Manusia; 

6. Meningkatnya penyebarluasan dan aksesibilitas masyarakat terhadap 

informasi; 



 

 

viii 

7. Terpenuhinya penempatan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai 

keahliannya; 

8. Terwujudnya peningkatan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil; 

9. Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan 

penegakan hokum bidang disiplin; 

10. Terwujudnya penghargaan dan kesejahteraan pegawai. 

 
Mengacu pada visi dan misi, maka tujuan dan sasaran Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 

pencapaiannya dihadapkan oleh berbagai kendala yang bisa menghambat 

tercapainya  tujuan  yang diharapkan. Kendala-kendalanya sebagai berikut 

: 

1. Terbatasnya kemampuan SDM Aparatur; 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung; 

3. Belum tersedianya data base. 

 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, merupakan faktor yang 

dapat menghambat pencapaian kinerja instansi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, 

maka langkah yang harus ditempuh adalah mengatasi kendala tersebut 

dengan cara sebagai    berikut :   

1. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil  sampai penempatannya harus 

disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dimiliki; 

2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai; 

3. Melakukan pelatihan-pelatihan teknis dan fungsional untuk peningkatan 

kompetensi aparatur. 
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

 

A. LATAR BELAKANG 
 

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik ( Good 

Governance) maka perlu dilakukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat 

para penyelenggaranya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan 

tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Perwujudan akan nilai-nilai ideal tersebut tentu akan 

berkorelasi positif terhadap pencapaian visi misi dan tujuan organisasi, 

serta secara umum mampu berkontribusi dalam pembangunan 

bangsa dan negara dalan konsep nawacita yang menjadi arah dan 

kebijakan pembangunan nasional. 

Pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya terbagi atas 

2 (dua) aspek yaitu meliputi Pembangunan fisik dan pembangunan 

non fisik. Pembangunan Fisik yaitu pembangunan pada aspek 

berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, sedang 

pembangunan non fisik yaitu pembangunan pada aspek berkaitan 
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dengan sumber daya manusia, ekonomi, sosial, budaya dan 

sebagainya. 

 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia  adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung 

pemerintah daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan 

sumber daya manusia. Oleh sebab itu, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar melaporkan hasil kinerjanya sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah di 

bidang kepegawaian selama tahun anggaran 2023. 

Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun 

laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP 

merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap 

berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaan 

kinerja akan menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau 

memperbaiki kinerjanya yang telah dilaksanakan. Karena itu, 

penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 

kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran 

dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang 

dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan 

LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah 

yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan 
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sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri 

serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat 

penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.  

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 ini 

berdasarkan pada: 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II dI Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4022) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4022); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Pearturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

11. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Peran  Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3866); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4633); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817) ; 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar 

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4889); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 



 

9 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

26. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
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Daerah Kabupaten Kepulauan selayar Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2010 Nomor 3); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 

Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021. 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 

2023 Nomor 125, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Provinsi Sulawesi Selatan: B.HK. 05.065.23); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 

2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 

Nomor 101); 

33. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat 

Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 

2017 Nomor 215); 

34. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 692); 

35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 26 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Tahun  Anggaran  2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 774); 

36. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 635); 

37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Kepulauan Tahun 2021-2026. 
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B. MAKSUD DAN TUJUAN  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang 

dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan 

kegiatan yang berjalan selama 1 (satu) tahun. Dalam pembuatan 

LAKIP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar harus dapat menentukan 

besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam 

satuan jumlah atau persentase.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan maksud : 

1. Mengarahkan seluruh dimensi dan potensi Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kepulauan Selayar, dengan cara mengintegrasikan antara 

keahlian Sumber Daya Manusia Aparatur dengan Sumber Daya 

lainnya, agar mampu memenuhi keinginan Stakeholder dan 

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik baik 

nasional maupun global; 

2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan 

kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja organisasi 

perangkat daerah (renja OPD). 
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Sedangkan tujuannya adalah : 

1. Mengantisipasi dan beradaptasi dengan berbagai perubahan yang 

terjadi bagi terselenggaranya kepemerintahan yang baik; 

2. Sinkronisasi antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar; 

3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menerapkan 

prinsip koordinasi dan sinkronisasi. 

C. GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

 
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti 

dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 141 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Susunan organisasi serta tugas dan fugsi Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan adalah sebagai 

berikut : 
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1. Kepala Badan 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada Pemerintah Daerah dan fungsi Kepala Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:  

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan 

bidang kepegawaian dan pengembanagn sumber daya 

manusia; 

d. Pelaksanaan administrasi Badan; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas 

dan fungsinya.  

2. Sekretaris 

Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia adalah membantu Kepala Badan dalam 

mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan 

administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan 
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Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 

fungsi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia adalah : 

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan; 

b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum; 

c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; 

d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; 

e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. 

❖ Kepala Subbagian Program 

Tugas Kepala Subbagian Program adalah membantu 

Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan 

anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja. 

❖ Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan 

persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, 

asset serta pengelolaan kepegawaian dan Perundang-

undangan. 

❖ Kepala Subbagian Keuangan 

Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah membantu 

Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, 
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penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan 

pembukuan. 

3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian 

Tugas Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian adalah membantu Kepala Badan dalam 

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi 

kepegawaian dan fungsi Kepala Bidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian 

dan informasi kepegawaian; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengadaan, 

pemberhentian dan informasi kepegawaian; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, 

pemberhentian dan informasi kepegawaian; 

d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengadaan, pemberhentian 

dan informasi kepegawaian; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya. 

4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan 

Penghargaan 

Tugas Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan 

Penghargaan adalah membantu Kepala Badan dalam 
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mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan 

penghargaan dan fungsi Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian 

Kinerja dan Penghargaan adalah : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian 

kinerja dan penghargaan; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian 

kinerja dan penghargaan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, promosi, 

penilaian kinerja dan penghargaan; 

d. Pelaksanaan administrasi di bidang mutasi, promosi, penilaian 

kinerja dan penghargan; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Aparatur 

Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Aparatur adalah membantu Kepala Badan dalam 

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis di bidang pengambangan sumber daya manusia aparatur 

dan fungsi Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Aparatur adalah : 
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a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi 

aparatur; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan 

kompetensi aparatur; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan 

kompetensi aparatur; 

d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan kompetensi 

aparatur; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. STRUKTUR ORGANISASI 

 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia kabupaten kepulauan selayar adalah salah satu satuan 

kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan 

pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar yang dituangkan dalam  Peraturan 
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Bupati Kepulauan Selayar  Nomor 141 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Susunan 

Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari : 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Program; 

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi 

Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional : 

d. Bidang Mutasi Promosi Penilaian Kinerja dan Penghargaan, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

f.  Kelompok Jabatan Fungsional 

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar berikut : 
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Gambar 2.1 
STRUKTUR ORGANISASI 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR   
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D. ISU – ISU STRATEGIS 

Isu strategis adalah pernyataan mengenai suatu kondisi atau 

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas 

(daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan 

permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun.  

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan 

daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan 

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat 

dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar 

Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan 

lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari 

masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan 

dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.  

Dengan memperhatikan berbagai regulasi atau perangkat 

aturan serta adanya perkembangan dan terjadinya perubahan 

lingkungan strategis selama dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir, maka di dalam 

Rencana  Pembangunan  Jangka   Menengah  Daerah (RPJMD) 
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2021-2026, ada beberapa permasalahan dan isu-isu  yang sangat 

mendasar untuk dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk 

mendukung agenda utama pembangunan di bidang kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia dalam kurun waktu lima tahun 

yang akan datang yaitu: 

a. Masih rendahnya kinerja ASN; 

b. Kebutuhan diklat teknis dan fungsional setiap tahun dari OPD 

belum dapat dipenuhi; 

c. Program “Diklat Satu Pintu” belum dilaksankan; 

d. Kebutuhan diklat penjenjangan setiap tahun dari OPD belum dapat 

dipenuhi; 

e. Standar kompetensi jabatan manajerial dan fungsional belum 

diterapkan. 

Tabel 2.1 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan 
Program Bupati Kepulauan Selayar 

Visi: “ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur  
           Indonesia “ 

No 

Misi dan  
Program  
KDH dan 

Wakil KDH 
terpilih 

Permasalahan 
Pelayanan OPD 

BKPSDM 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Misi 1 : 

Mengembang-

kan  tata kelola 

pemerintahan 

yang 

1. Integritas 

PNS masih 

rendah 

 

 

1. Pemahaman/ 

    penghayatan 

    terhadap 

tupoksi masih 

rendah.  

1. Adanya arahan 

KPK tentang 

Conflict of Interest 

(Permenpan-RB 

Nomor 37 Tahun  
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akuntabel dan 

transparan 

 

 

   2. Adanya 

benturan 

kepentingan. 

 

     2012 tentang 

Pedoman Umum 

Penanganan 

Benturan 

Kepentingan). 

2. Peraturan Bupati 

Kabupaten Selayar 

Nomor 10 Tahun 

2021 tentang 

tersedianya 

pengawas internal 

(Inspektorat) dan 

eksternal (BPKP 

dan BPK). 

  2. Kompetensi 

PNS belum 

sesuai 

dengan 

Standar 

Kompetensi 

Jabatan  

1. Penempatan 

PNS belum 

mengacu 

pada system 

Merit; 

2. Rendahnya 

kesadaran 

PNS terhadap 

pengemba-

ngan 

kompetensi 

1. Adanya kebijakan 

terkait Standar 

Kompetensi 

Jabatan 

(Permenpan-RB 

Nomor 38 Tahun 

2017 tentang 

standar 

kompetensi 

jabatan Aparatur 

Sipil Negara; 

 

2. Tersedianya  

Lembaga 

penyelenggara 

diklat. 
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  3. Kinerja 

rendah dan 

belum 

terukur 

1. pemahaman/ 

    penghayatan 

terhadap 

tupoksi masih 

rendah; 

2. Konsistensi 

pelaksanaan 

perencanaan 

sasaran kerja 

masih rendah; 

3. Belum ada 

system/ 

aplikasi 

pengukuran 

kinerja secara 

transparan 

dan objektif 

 

1. Peraturan 

Pemerintah Nomor 

30 Tahun 2019 

tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil 

2. Peraturan 

Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2020 

tentang Perubahan 

atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2017 

tentang 

Manajemen 

Pegawai Negeri 

Sipil 

3. Peraturan Bupati 

Nomor Tahun 

2021 tentang 

Manajemen 

Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil. 

 

  4. Program 

“Diklat Satu 

Pintu” belum 

dilaksanakan 

1. Masih 

kurangnya 

dukungan 

OPD. 

2. Belum adanya 

kebijakan 

internal 

tentang 

pengemba-

ngan SDM 

melalui 

Program 

Diklat Satu 

Pintu 

(Peraturan 

Bupati) 

1. Tersedianya HCDP 

(Human Capital 

Development 

Program) 

BKPSDM 

2. Tersedianya 

peraturan 

Lembaga 

Administrasi 

Negara Nomor 

10Tahun 2018 

tentang 

Pengembangan 

Kompetensi 

Pegawai Negeri 

Sipil. 

 

 



 

25 

BAB II 

P E R E N C A N A A N   DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan 

penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah kabupaten 

kepulauan Selayar, sehingga rencana-rencana yang disusun dalam 

Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar sejalan dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Daerah 

Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah : 

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan 

Timur Indonesia”  

Dalam rumusan visi ini terdapat 2 (dua) bagian pokok visi yakni 

“Bandar Maritim” dan “Kawasan Timur Indonesia”. “Bandar Maritim” 

adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan 

yang memiliki Kawasan khusus untuk melayani penumpang dan 

bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri. 

“Kawasan Timur Indonesia” menunjukkan arti bahwa berada pada 

Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan 

barang/jasa, industry dan distribusi logistic yang mencakup 

Kabupaten/Kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara. 

Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara. 
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Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 

2021-2026 adalah:  

1. Mewujudkan Reformasi Borokrasi Daerah; 

2. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan; 

3. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal, 

4. Meningkatkan fasilitas Pembangunan sumber daya manusia; 

5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman; 

6. Meningkatkan aktualisasi nilai budaya; 

7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan; 

8. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup. 

Merujuk pada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan 

dalam lima tahun ke depan (2021 – 2026), maka tujuan, sasaran, 

strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kepulauan Selayar sesuai dengan tujuan dan sasaran Pembangunan 

daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026, dapat dilihat pada 

tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

VISI         : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur 
                  Indonesia 

MISI 1     : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel 
                 dan Transparan 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
1. Meningkat-  
    kan    
    akuntabilitas 
    kinerja  
    pemerintah  

1.1. Meningkat-
nya kualitas 
pelayanan 
kepada 
Masyarakat 

1. Meningkat-     
kan 
kapasitas 
dan 
keunggulan  

1. Peningkatan  
    disiplin dan 
    kapasitas sumber 
    daya aparatur. 
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     daerah 
     
 

1.2. Meningkat-
nya Nilai 
SAKIP 

1.3. Meningkat-
nya Tertib 
administra-si 
pengelo-laan 
keuangan 
dan asset 
daerah 

    SDM 
Aparatur 
yang 
ditunjang 
perangkat 
teknologi 
informasi 
yang baik. 

2. Meningkat-
kan kualitas 
perenca-
naan yang 
berorientasi 
hasil. 

3. Meningkat-
kan 
pengelolaan 
keuangan 
dan asset 
daerah 
berdasar-kan 
peraturan 
perundang-
undangan 
yang 
berlaku. 

2. Peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur. 

 

2. Meningkatkan 

kualifikasi 

Pendidikan 

dan keahlian 

aparatur 

1. Rasio   
    pegawai   
    Pendidikan  
    tinggi dan  
    menengah/ 
    dasar (%)  
    (tidak  
    termasuk  
    guru dan  
    tenaga  
    Kesehatan) 
2. Rasio  

pegawai 
fungsional (%) 
(tidak 
termasuk guru 
dan tenaga 
Kesehatan) 

1. meningkat-
kan kualitas 
dan 
kapabilitas 
aparatur. 

1. Penguatan kerja 
    sama  
    pengembangan  
    SDM dengan  
    perguruan tinggi,  
    Lembaga  
    penyelenggara  
    pengembangan  
    SDM dan instansi  
    Pembina. 
2. Peningkatan dan 

pengembangan 

SDM Aparatur 

Terintegrasi 

(Cooperate 

University) 

 

 

Dengan memperhatikan Visi Daerah serta dengan 

memperhatikan perubahan Paradigma Pemerintahan seperti 
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diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan daerah, maka Visi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar 

adalah gambaran kondisi objektif yang ingin dicapai dimasa kini dan 

masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan lingkungan 

strategik dengan indikator yang jelas dan mempunyai tolak ukur 

(Benchmark) serta tugas yang fleksibel (Moving Target). Berdasarkan 

pengertian ini maka Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :  

”TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR YANG AMANAH, 

PROFESIONAL DAN SEJAHTERA”. 

Dan untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi-misi 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan karir pegawai 

negeri sipil sesuai kompetensinya; 

2. Menciptakan sumber daya aparatur yang berkualitas, inovatif, dan 

kreatif; 

3. Peningkatan kesejahteraan dan menerapkan reward and 

punishment; 

4. Tersedianya sumber daya aparatur yang mempunyai nilai spiritual 

dalam pelaksanaan tugas-tugas. 
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator 

kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran 

tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan 

indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas 

utama. 

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi 

pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, 

indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk 

ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Tabel. 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

SASARAN IKU RUMUSAN 
TARGE

T 
REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

PENJELASA
N 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Mening
-katnya 
kualitas 
pelaya-
nan 
kepada 
masya-
rakat 

 

Persentase 
pemenuhan 
ASN di 
lingkungan 
Pemerintah 
Daerah 

 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 
 
Kegiatan: 
Pengadaan, 
Pemberhentian 
dan Informasi 
Kepegawaian 
ASN 
 
Sub. Kegiatan: 
1. Evaluasi 

Pengadaan 
ASN Dan 
Pengadaan 
ASN 

 

90,40 
% 

82,16 % 82,16 % Persentase 
pemenuhan 
ASN di 
lingkungan 
Pemerintah 
Daerah 
tahun 2023 
dengan 
target 90,40 
% dan 
terealisasi 
82,16 %. 
Persentase 
pemenuhan 
ASN 2023 
tidak 
mencapai 
target larena 
dari 314 
formasi 
PPPK yang 
tersedia 
hanya dapat 
terealisasi 
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sebanyak 
258, yakni 
diantaranya 
adalah 
tenaga guru 
sebanyak 
153 formasi, 
tenaga teknis 
sebanyak 35 
formasi dan 
tenaga 
Kesehatan 
sebanyak 70 
formasi. 
 

 Persentase 
pegawai 
berkinerja 
baik 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 
 
Kegiatan : 
Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja 
Aparatur 
 
Sub. Kegiatan : 
1. Pengelolaan 

Pemberian 
Penghargaan 
bagi Pegawai 

2. Pembinaan 
Disiplin ASN 

3. Evaluasi 
Pelaksanaan 
Pemberian 
Pengharga-an 
dan Tanda 
Jasa Aparatur 
 

 

100 % 
 

99,78 % 
 

99,78 % 
 

Persentase 
pegawai 
berkinerja 
baik pada 
tahun 2023 
dengan 
target 100 % 
dapat 
terealisasi 
sebanyak 
99,78 %. 
Persentase 
pegawai 
berkinerja 
baik pada 
tahun 2023 
tidak 
mencapai 
target karena 
jumlah 
pegawia 
yang 
mendapat-
kan 
pembinaan 
disiplin baik 
ringan, 
sedang dan 
berat 
berjumlah 9 
orang. 

 Cakupan 
ASN yang 
lulus diklat 
kepemimpi
nan/manaje
rial, diklat 
fungsional, 
dan diklat 
teknis 

Program 
Pengemba-ngan 
Sumber 
Daya Manusia 
 
Kegiatan : 
Sertifikasi, 
Kelembagaan, 
Pengembangan,P

81 % 74,16 % 74,16 % Cakupan 
ASN yang 
lulus diklat 
kepemimpina
n/manajerial, 
fungsional 
dan teknis 
tahun 2023 
dengan 
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engembangan  
Kompetensi 
Manajerial dan 
Fungsional 
 
Sub. Kegiatan : 
Penyelengga-
raan 
Pengembangan 
Kompetensi bagi 
Pimpinan Daerah, 
Jabatan Pimpinan 
Tinggi, Jabatan 
Fungsional, 
Kepemimpinan, 
dan Prajabatan 
 
1. Pelatihan 

Kepemim-
pinan  
Pengawas 
(PKP); 
 

2. Pelatihan 
Kepemim-
pinan  
Nasional 
(PKN); 
 

3. Pelatihan 
Kepemim-
pinan  
administrator 
(PKA); 

 
4. Pelatihan 

Dasar CPNS 

target 81 % 
dapat 
terealisasi 
sebesar 
74,16 %. 
Cakupan 
ASN yang 
lulus diklat 
tidak 
memenuhi 
atau 
mencapai 
target karena 
kurangnya 
usulan dari 
OPD untuk 
mengikuti 
pelatihan 
bagi jabatan 
fungsional 
dan biaya 
kontribusi 
pelatihan 
pada tiap 
Lembaga 
penyeleng-
gara 
pelatihan 
tidak sama 
sehingga 
tidak sesuai 
dengan 
indeks yang 
ada pada 
DPA 
(Dokumen 
Perencanaan 
Anggaran) 

1.2. Mening-

katnya 

Nilai 

SAKIP 

Nilai SAKIP 
OPD 

1. Perencanaan 

Kinerja 

2. Pengukuran 

Kinerja 

3. Pelaporan 

Kinerja 

4. Evaluasi 

Internal 

5. Capaian 

Kinerja 

B - - Belum 
direvie Itkab 

1.3. Mening-

katnya 

Tertib 

adminis

Laporan 
Keuangan 
OPD 
sesuai 
Standar 

Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Sesuai  Sesuai sesuai  
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tra-si 

penge-

lolaan 

keuang-

an dan 

asset 

daerah 

Akuntansi 
Pemerintah 
(SAP) 

Kabupaten/ 
Kota 
 
Kegiatan: 
Administrasi 
keuangan 
perangkat daerah 
Sub Kegiatan: 
Koordinasi dan 
enyusunan 
laporan keuangan 
akhir tahun SKPD 

2.1. Rasio 

pega-

wai 

pendidi

-kan 

tinggi 

dan 

menen

gah 

dasar 

(%) 

(tidak 

terma-

suk 

guru 

dan 

tenaga 

kese- 

hatan); 

Jumlah 
yang telah 
mengikuti 
pengemba-
ngan SDM 
melalui 
peningka-
tan 
Pendidikan 
lanjutan 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

 
Kegiatan : 
Pengembangan 
Kompetensi ASN 
 
Sub. Kegiatan: 
Pengelolaan 
Penidikan 
Lanjutan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66,7 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dari 15 
orang yang 
telah 
ditargetkan 
untuk 
mendapat-
kan bantuan 
tugas belajar, 
hanya dapat 
terealisasi 
sebesar 10 
orang yang 
menerima 
bantuan 
tugas belajar 
dan 
meninggal-
kan tempat. 
 

2.2. Rasio 

pega-

wai 

fungsi-

onal 

(%) 

(tidak 

terma-

suk 

guru 

dan 

tenaga 

keseha

-tan) 

Jumlah 
pegawai 
yang telah 
mengikuti 
Uji 
kompetensi 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 
 
Kegiatan :  
Pengembangan 
kompetensi ASN 
 
Sub. Kegiatan : 
Koordinasi dan 
Kerjasama 
palaksanaan 
Diklat Fungsional 
 

15 17 113 % Target 
tercapai 
dengan baik. 
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C. RENCANA KERJA TAHUNAN  

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis, maka 

disusun rencana kerja yang merupakan penjabaran target kinerja yang 

harus dicapai dalam satu tahun. Pelaksanaan target kinerja ini 

menunjukan nilai kualitatif yang dilihat pada setiap kinerja, yang juga 

merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan 

organisasi yang dilakukan disetiap akhir periode pelaksanaan. 

Rencana kerja Tahun 2023 merupakan komitmen seluruh 

anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan 

sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan 

demikian, seluruh proses pelayanan administrasi Badan Kepegawaian 

dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah rencana kerja 

tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar 

 
 

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Program
Keluaran Sub 

Kegiatan

Hasil 

Kegiatan
Tolok Ukur Target

5 6.068.502.925 6.275.265.000

5 03 5.265.867.925 5.704.194.000

5 03 01 4.170.304.125 4.343.525.200

5 03 01 2.01 24.673.100 25.653.100

5 03 01 2.01 01

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

a.  Jumlah 

Dokumen                  

Renja yang 

tersusun;                     

b.  Jumlah 

Dokumen Renstra 

yang tersusun;                                        

c. Jumlah Dokumen 

SOP yang tersusun  

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen

1 Dokumen 

1 Dokumen            

1 Dokumen

12.372.000

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
13.352.000

5 03 01 2.01 02

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen RKA-

SKPD

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Jumlah dokumen 

RKA yang 

tersusun

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 1 Dokumen 2.458.000

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
2.458.000

5 03 01 2.01 03

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Jumlah dokumen 

RKA  Perubahan 

yang tersusun

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 1 Dokumen 1.542.000

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
1.542.000

5 03 01 2.01 04

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen DPA-

SKPD

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Jumlah dokumen 

DPA yang tersusun

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 1 Dokumen 2.134.100

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
2.134.100

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KEPEGAWAIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

 Rencana Tahun 2023 Setelah Perubahan

Capaian Program
Keluaran Sub 

Kegiatan

Hasil 

Kegiatan

Lokasi 

Output 

Kegiatan

Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif 

(Rp.)/Sebelum 

Perubahan

Sumber 

Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif 

(Rp.) Setellah 

Perubahan

Kode

Urusan/ Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Dan 

Program/ 

Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Sebelum Perubahan

Catatan 

Penting
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5 03 01 2.01 05

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen DPA 

Perubahan-SKPD

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Jumlah dokumen 

DPA Perubahan 

yang tersusun

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 1 Dokumen 2.814.000

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
2.814.000

5 03 01 2.01 07
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Jumlah Laporan 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

(LAKIP) yang 

tersusun

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 1 Dokumen 3.353.000

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
3.353.000

5 03 01 2.02 3.602.855.925 3.401.430.000

5 03 01 2.02 01
Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Jumlah ASN yang 

menerima gaji, 

tunjangan PNS, dan 

Tambahan 

Pengahsilan 

Pegawai (TPP)

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 43 Orang 3.530.883.925

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
3.323.000.000

5 03 01 2.02 02

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Persentase 

pengelolaanadmini

trasi perkantoran 

yang terselenggara

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 100% 47.099.000

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
49.818.000

03 01 2.02 04

Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Terlaksananya 

pelaporan 

keuangan/akuntan

si SKPD

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 12 Laporan 11.008.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
14.747.000             

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
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5 03 01 2.02 05

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun yang 

tersusun

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 1 Laporan 2.765.000                 

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
2.765.000               

5 03 01 2.02 08

Penyusunan 

Pelaporan dan 

Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Jumlah laporan 

Realisasi Fisik 

Kegiatan (RFK) 

Bulanan yang 

tersusun

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 12 Laporan 11.100.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
11.100.000             

5 03 01 2.03 11.109.000 11.109.000

5 03 01 2.03 06

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada SKPD

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Jumlah laporan 

hasil pengelolaan 

dan penataan 

barang milik 

daerah pada SKPD 

yang tersusun

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 1 Laporan 11.109.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
11.109.000             

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
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5 03 01 2.06 05

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Tersedianya bahan 

cetak dan 

penggandaan

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 12 bulan 17.119.700               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
17.119.700             

5 03 01 2.06 06

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang- 

undangan

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Jumlah bahan 

bacaan dan 

Peraturan 

Peundang-

Undangan yang 

disediakan

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 4 media cetak 13.870.000

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
14.570.000

5 03 01 2.06 07
Penyediaan 

bahan/material

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Jumlah 

bahan/material 

yang tersedia

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 12 bulan 9.527.000

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
14.069.000

5 03 01 2.06 09

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Terselenggaranya 

perjalanan dinas

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 12 Bulan 189.339.000            

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
470.803.000
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5 03 01 2.08 02

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Terpenuhinya 

penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 12 bulan 82.776.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
86.088.000             

5 03 01 2.09 100.511.000 142.781.000

5 03 01 2.09 02

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang terpelihara 

dan terbayar 

pajaknya

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 26 Unit 50.560.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
92.830.000             

5 03 01 2.09 09

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

Jumlah gedung 

perkantorn dalam 

kondisi baik yang 

terpelihara

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 1 Bangunan 49.951.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Capaian Kinerja;                  

'- Persentase 

Capaian Kinerja 

Keuangan

100 

Persen
49.951.000             

5 03 02 1.095.563.800 1.360.668.800

5 03 02 2.01 200.539.300 375.643.300

5 03 02 2.01 02

Penyusunan 

Rencana 

Kebutuhan, Jenis 

dan Jumlah Jabatan 

untuk Pelaksanaan 

Pengadaan ASN

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah formasi 

pengadaan ASN 

yang tersusun

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 225 formasi 47.870.300

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
44.041.300

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
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5 03 02 2.01 03

Koordinasi dan 

Fasilitasi 

Pengadaan PNS dan 

PPPK

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah Pengurusan 

dan Penerbitan 

KARIS-KARSU 

bagi PNS;

Jumlah Pengurusan 

dan Penerbitan 

Kartu Pegawai bagi 

PNS;              Jumlah 

Pengurusan dan 

Penerbitan Kartu 

Peserta Taspen 

(KPT)                   

Jumlah Pengurusan 

dan Penerbitan SK 

PNS;

Jumlah Pengurusan 

dan Penertiban SK 

CPNS

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen

250  kartu

250 kartu

200 kartu

679 SK

91 SK

35.060.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
35.060.000             

5 03 02 2.01 04

Evaluasi 

Pengadaan ASN 

dan Pengadaan 

ASN

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah ASN yang 

terpenuhi;                                                                    

Jumlah Laporan 

Hasil Evaluasi 

Pengadaan ASN 

yang  tersusun

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen
1 Laporan

5200 orang
22.503.000

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
147.607.000

5 03 02 2.01 06

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Administrasi 

Pemberhentian

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah PNS yang 

memasuki masa 

pensiun

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 120 orang 13.246.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
16.552.100             
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5 03 02 2.01 08
Fasilitasi Lembaga 

Profesi ASN

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Terlaksananya 

Pelaksanaan HUT 

KORPRI

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 1 kali 19.965.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
73.794.000             

5 03 02 2.01 11
Pengelolaan Data 

Kepegawaian

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Persentase data 

pegawai dalam 

aplikasi SIMPEG 

yang terpeihara

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 100% 49.742.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
46.435.900             

5 03 02 2.01 12

Evaluasi Data, 

Informasi dan 

Sistem Informasi 

Kepegawaian

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah Laporan 

Evaluasi Data, 

Informasi dan 

Sistem Informasi 

Kepegawaian yang 

tersusun

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 1 Laporan 12.153.000

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
12.153.000

5 03 02 2.02 422.905.800 502.565.800

5 03 02 2.02 01
Pengelolaan Mutasi 

ASN

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah ASN yang 

dimutasi, rotasi 

dan promosi

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 652 orang 43.279.400               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
66.643.200             

Mutasi dan Promosi ASN



 41 

 
 
 

5 03 02 2.02 02

Pengelolaan 

Kenaikan Pangkat 

ASN

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Terselenggaranya 

ASN yang 

mendapatkan 

kenaikan pangkat

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 700 orang 140.325.200            

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
140.325.200          

5 03 02 2.02 03
Pengelolaan 

Promosi ASN

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah  Seleksi 

Terbuka Pejabat 

Pimpinan Tinggi 

Pratama yang 

terselenggara;  

Jumlah Ujian Dinas 

dan Penyesuaian 

Ijazah ASN yang 

terselenggara

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen
1 kali

239.301.200            

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
295.597.400          

5 03 02 2.03 386.084.000 389.485.000

5 03 02 2.03 01

Peningkatan 

Kapasitas Kinerja 

ASN

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah ASN yang 

mendapatkan 

Kenaikan Gaji 

Berkala (KGB)

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 600 SK 9.388.000                 

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
12.788.000             

Pengembangan Kompetensi ASN
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5 03 02 2.03 04

Pengelolaan 

Pendidikan 

Lanjutan ASN

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Persentase SK 

Tugas Belaja, Surat 

Izin Belajar dan 

Surat Keterangan 

Peningkatan 

Pendidikan yang 

diterbitkan;               

Jumlah ASN yang 

menerima bantuan 

Tugas Belajar dan 

Penyelesaian 

Pendidikan

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 10 orang 271.196.000            

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
273.197.000          

5 03 02 2.03 05

Koordinasi dan 

Kerjasama 

Pelaksanaan Diklat

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Terselenggaranya 

pelatihan/sosialisa

si/bimbingan 

teknis/workshop 

PNS

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 2 kali 95.500.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
95.500.000             

5 03 02 2.03 09

Koordinasi dan 

Kerjasama 

Pelaksanaan Diklat 

Jabatan Fungsional

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah ASN yang 

mengikuti 

pengembangan 

kompetensi 

teknis/fungsional 

dan bimtek khusus 

ASN;           Jumalah 

ASN yang 

mengikuti Uji 

Kompetensi 

Jabatan Fungsional

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen
30 orang                   

10 orang
10.000.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
8.000.000               

5 03 02 2.04 86.034.700 92.974.700

5 03 02 2.04 02

Pelaksanaan 

Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja 

Aparatur

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah Laporan 

Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja 

Aparatur yang 

tersusun

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 3766 orang 8.006.100                 

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
7.146.100               

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
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5 03 02 2.04 04

Pengelolaan 

Pemberian 

Penghargaan Bagi 

Pegawai

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah ASN 

berprestasi yang 

diberi 

penghargaan 

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 8 orang 34.316.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
33.116.000             

5 03 02 2.04 05

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Pemberian 

Penghargaan dan 

Tanda Jasa 

Aparatur

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah ASN yang 

menerima 

penghargaan Satya 

Lencana Karya 

Satya

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 200 orang 18.402.000               

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
18.402.000             

5 03 02 2.04 07
Pembinaan 

Disiplin ASN

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah ASN yang 

mendapatkan 

pembinaan 

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 35 orang 12.734.600

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
21.734.600

5 03 02 2.04 08

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Pelanggaran 

Disiplin ASN

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai Berkinerja 

Baik

Jumlah pelanggaran 

disiplin yang 

dikelola/ditindakla

njuti

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 35 orang 12.576.000

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

- Persentase     

Pemenuhan ASN;                  

'- Persentase 

Pegawai 

Berkinerja Baik

100 

Persen
12.576.000

5 04 802.635.000 571.071.000

5 04 02 802.635.000 571.071.000

5 04 02 2.01 436.752.000 234.792.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pengembangan Kompetensi Teknis
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5 04 02 2.01 03

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi 

Teknis Umum, Inti, 

dan Pilihan bagi 

Jabatan 

Administrasi 

Penyelenggara 

Urusan 

Pemerintah 

Konkuren, 

Perangkat Daerah 

Penunjang dan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum

Persentase cakupan 

ASN yang lulus 

Diklat 

Kepemimpinan, 

Diklat Fungsional, 

Diklat 

Sosiokultural, dan 

Diklat Teknis

Jumlah ASN yang 

mengikuti Diklat 

Teknis Fungsional 

dan Bimtek 

Khusus

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

100 Persen 105 orang 436.752.000            

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

Persentase 

Peningkatan 

Kualitas SDM 

Aparatur

100 

Persen
234.792.000          

5 04 02 2.02 365.883.000 336.279.000

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi bagi 

Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan 

Tinggi, Jabatan 

Fungsional, 

Kepemimpinan, 

dan Prajabatan

5 04 02 2.02 07

Persentase cakupan 

ASN yang lulus 

Diklat 

Kepemimpinan, 

Diklat Fungsional, 

Diklat 

Sosiokultural, dan 

Diklat Teknis

Kab. 

Kepulauan 

Selayar, Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kelurahan

Dana 

Transfer 

Umum - 

Dana 

Alokasi 

Umum

Persentase 

Peningkatan 

Kualitas SDM 

Aparatur

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

365.883.000            100 Persen 336.279.000          

Jumlah Pesrta yang 

mengikuti 

Pelatihan 

Kepemimpinan 

Administrator 

(PKA)

100 Persen 9 orang
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D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar berisikan 

penugasan  untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai 

dengan indikator  dan target kinerja.  Melalui perjanjian kinerja, 

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara 

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. 

Penyusunan perjanjian kinerja memiiki beberapa tujuan, yaitu: 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi 

amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, 

transparansi, dan kinerja Aparatur; 

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar  evaluasi kinerja 

Aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian 

penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan 

monitoring, evaluasi dan supervisi atas 

perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 
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Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 

ini telah selaras dengan rencana kerja tahun 2023 yang merupakan 

penjabaran dari rencana strategis  Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Secara 

keseluruhan isi Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2023 sebagai berikut,   

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Meningkatnya kualitas 
pelayanan kepegawaian 

1. Indeks kepuasaan 
layanan 

2. Persentase pemenuhan 
ASN di Lingkungan 
Pemerintah Daerah 

3. Nilai SAKIP OPD 
4. Pelaksanaan administrasi 

perkantoran 
5. Penyusunan dokumen 

perencanaan perangkat 
daerah 

6. Penyusunan laporan 
akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintahan. 

7. Penyusunan dokumen 
penganggaran perangkat 
daerah. 

8. Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja 
perangkat daerah. 

9. Jumlah fasilitasi 
organisasi profesi ASN 

10. Laporan data 
kepegawaian yang        
up todate dan terintegrasi 

11. Persentase penetapan 
SK pensiun tepat waktu 

12. Jumlah SK kenaikan 

88 % 
 

90,40 % 
 
 

B (65) 
12 Dokumen 

 
3 Dokumen 

 
 

1 Dokumen 
 
 

4 Dokumen 
 
 

2 Dokumen 
 
 

1 Organisasi 
 
 

Sesuai  
 
 

100 % 
 

550 SK 
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pangkat 
13. Jumlah SK jabatan 

fungsional 
14. Jumlah ASN yang 

dimutasi, rotasi dan 
promosi. 

15. Jumlah pejabat 
administrator yang 
dipromosi ke jabatan JFT 
Pratama 

16. Pengelolaan data kinerja 
ASN 

17. Jumlah ASN yang 
mendapatkan Kenaikan 
Gaji Berkala (KGB) 

18. Jumlah penilaian dan 
evaluasi kinerja Aparatur 

19. Jumlah ASN yang 
mendapatkan 
penghargaan Satya 
Lencana Karya Satya 

20. Pemberian penghargaan 
bagi ASN berprestasi 

21. Jumlah pengelolaan 
pelanggaran disiplin ASN 

22. Jumlah ASN yang 
diberikan pembinaan 
kedisiplinan 

 
200 SK 

 
300 Orang 

 
 

5 Orang 
 
 
 

13 Laporan 
 

600 SK 
 
 

1 Laporan 
 

50 orang 
 
 
 

8 orang 
 

35 orang 
 

35 orang 
 

2.  Meningkatnya nilai SAKIP 1. Perencanaan Kinerja 
2. Pengukuran Kinerja 
3. Pelaporan Kinerja 
4. Evaluasi Internal 
5. Capaian Kinerja 

22 
10 
12 
8 
13 

3. Meningkatnya tertib 
administrasi pengelolaan 
keuangan dan set daerah 

1. Laporan keuangan OPD 
sesuai SAP 

2. Penyediaan gaji dan 
tunjangan ASN 

3. Penyediaan administrasi 
pelaksanaan tugas ASN 

4. Jumlah verifikasi 
keuangan SKPD 

5. Jumlah penyusunan 
dokumen laporan 
keuangan pertriwulan 

6. Pengelolaan dan 
penyiapan bahan 
tanggapan pemeriksaan 

7. Jumlah pelaporan dan 
analisis prognosis 

Sesuai 
 

43 orang 
 

12 bulan 
 

12000 lembar 
 

4 laporan 
 
 

3 dokumen 
 
 

12 laporan 
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realisasi anggaran 

4. Rasio pegawai pendidikan 
tinggi dan 
menengah/dasar 

1. Jumlah pegawai yang 
mengikuti 
pengembangan SDM 
melalui peningkatan 
pendidikan lanjutan 

2. Persentase cakupan ASN 
yang lulus diklat 
kepemimpinan, diklat 
fungsional, diklat sosio-
kultural dan diklat teknis 

3. Jumlah Pejabat JPT dan 
Pejabat Administrasi 
yang mengikuti diklat 
kepemimpinan yang 
sesuai kualifikasi 

10 orang 
 
 
 
 

81 % 
 
 
 
 

50 orang 
 

5. Rasio Pegawai Fungsional 1. Jumlah pegawai yang 
telah mengikuti uji 
kompetensi 

2. Jumlah pejabat 
fungsional yang 
mengikuti uji kompetensi 

10 orang 
 
 

150 orang 
 

   

Secara lebih rinci maka Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2023 sesuai dengan tingkat jabatan dan 

tanggungjawab dijabarkan sebagai berikut : 

           

       

       

 

 

     

  

 

    

 















PEMERINTAH IGBUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl- Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Eenten& 92812, Sulawesi Selatan

Telepon (0414) 21118, Faximile (O414) 21118

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Se la njutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabata n

ANDI TRIYANTI MUSDAUFAH, SE, M.M
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Kepulauan Selaya r

PATTA AMIR, S.P

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar

ANDI TRIY M DALIFAH M.M
NtP. 19780520 200604 2 036

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
diteta pka n dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut meniadi tanggung jawab pihak
pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Piha k Pertama,

P S.P

NI 4LL21 194111. 1003

PER'ANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Benteng, 4 Januar 2023



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA.2023

NO. INDIKATOR AKTIVITAS ANGGARAN OUTPUT

1
Penyusunan Dokumen Perencanaan

PeranBkat Daerah

Dokumen Perencanaan a. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RENJA

Pokok
b. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RENJA

Perubahan
c. Fasilitasi Penyusunan Dokumen

Stan'dar Operasional Prosedur ( SOP )

Dokumen

Dokumen

Dokumen

2
Koordinasi dan Penyusu nan Dokumen

RKA . SKPD

Dokumen RKA Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA
Rp 2.458.000 Dokumen

3
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA SKPD

Dokumen Perubahan RKA Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perubahan

RKA
Rp 1.s42.000 Dokumen

4
Koordinasi dan Penyusunan DPA

SKPD

Dokumen DPA Fasilitasi Penyusunan Dokumen DPA
2.134.100 Dokumen

5
Koordinasi dan Penyusunan

Peru bahan DPA SKPD

Dokumen Perubahan DPA Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perubahan

DPA
Rp 2.814.000 Dokumen

6 Evaluasi Kiner.ja Perangkat Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah ( LAKIP )

Fasllitasi Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kiner.ia lnstansi Pemerintah (

LAKIP )

Rp 3.353.000 Dokumen

7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
Fasilitasi Pembayaran Gaji dan Tambahan

Penghasilan Pegawai
Rp 3.530.883.925

Laporan /
Dokumen

8
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan

Tugas ASN

Proses Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN

Fasilitasi Pengelolaan Administrasi

Keuangan
Rp 47.099.000

9
Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD
Laporan Keuangan / Akuntansi SKPD

Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan /
Akuntansi SKPD

Rp 11.008.000 Laporan

t0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD
Laporan Keuangan Akhir Tahun

Fasilitasi Penyusu nan Laporan Keuangan

Akhir Tahun
Rp 2.765.000 Laporan

11
Penyusunan Pelaporan dan Analisis

Prognosis Realisasi Anggaran

Lapotan Realisasi fisik Kegiatan (RFK )

Bulanan

Fasilitasi Penyusunan Laporan Realisasi fisik

Kegiatan ( RFK ) Bulanan
11.100.000

SUB KEGIATAN

Rp L2.372.0OO

Rp

Laporan

Rp Laporan



t2 Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD

Penyediaan Laporan Hasil Pengelolaan

dan Penataan Barang Milik Daerah

pada SKPD

Fasilitasi Penyusunan Laporan Hasil

Pengelolaaan dan Penataan Barang Milik

Daerah pada SKPD yang tersususn

Rp 11.1.09.000 Lapora n

13 Pendataan dan Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian

Penyusunan Dokumen Daftar Urut

Kepangkatan (DUK) PNSD

Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab)

dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Fasilitasi Penyusunan Dokumen Daftar

Urut Kepangkatan (DUK) PNSD

Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan

(Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Rp l-3.736,000

t4 Penyediaan Komponen lnstalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Fasilitasi Pengadaan Komponen lnstalasi

Listrik

Rp 7.845.000 Unit

15 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Fasilitasi Penyelenggaraan Bahan Cetak

dan Penggandaan

Rp 17 .L19.700 12 bu lan

1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Peru nd a ng-u nd a nga n

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Peru n d a ng-u ndanga n

Fasilitasi Pembayaran Koran

Fasilitasi PembaVaran Penggandaan

Peraturan Perundang-undangan

Rp 13.870.000 Laporan

17 Penyediaan Bahan Material Penyediaan Bahan Material Fasilitasi Penyediaan Bahan Material Rp 9.527.000 12 tsulan

18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Fasilitasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas 12 Bulan

19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Fasilitasi Administrasi Surat Menyurat Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Surat

Menyurat

1l 6Utan

20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air, dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air, dan Listrik

Fasilitasi Pembayaran Jasa Komu nikasi

Fasilitasi Pembayaran Sumber Daya Air

Fasilitasi Pembayaran Listrik

Rp 82.716.O00 12 Bulan

2t Pengadaan Mebel Fasilitasi Pengadaan Mebel Rp 15.140.500 Laporan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan,

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan,

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Fasilitasi Pemeliharaa n Kendaraan Dinas

Fasilitasi Pembayaran Pajak Kendaraan

Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas

Rp 50.560.000 Unit

Dokumen

Rp 189.339.000

Rp 26.936.000

Pengadaan Mebel

22



23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lain nya

Pemeliharaan gedung kantor dan

bangunan lainnYa

Fasilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor Rp 49.951.000 Bangunan

TOTAL Rp 4.7L5.439.225

Kepala Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

NI rL27 19A7LL L OO3

Benteng, 4 Jan uari 2023

Sekretaris Badan Kepegawaian

dan Pengemb mber Daya Manusia,

N rP. 19780520 200604 2 036



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA. 2023

NO SUB KEGIATAN AKTIVITAS ANGGARAN

1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Dokumen Perencanaan a. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RENJA Pokok

b. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RENJA Perubahan

c. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Stan'dar

Operasional Prosedur (SOP )

Rp L2.372.000

2 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA - SKPD

Dokumen RKA
Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA Rp

3 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA SKPD

Dokumen Peru bahan RKA
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Rp 1.542.000

4 Dokumen DPA
Fasilitasi Penyusunan Dokumen DPA Rp 2.134.100

Koordinasi dan Penyusunan

Peru bahan DPA SKPD

Dokumen Peru bahan DPA
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perubahar Rp 2.814.000

6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ( LAKIP )

Fasilitasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah ( LAKIP )
Rp 3.353.000

7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN
Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN

Fasilitasi Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan

Pegawai
Rp 3.530.883.925

8 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Proses Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN

Failitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Pelaksanaan

Tugas ASN
Rp 47.099.000

9 Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD
Laporan Keuangan / Akuntansi SKPD Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan / Akuntansi SKPD Rp 11.008.000

Rp 2.765.000
10 Koordinasiaan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD

Laporan Keuangan Akhir Tahun Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

INDIKATOR

2.458.000

Koordinasi dan Penyusunan DPA

SKPD

5



11.100.000Fasilitasi Penyusunan Laporan Realisasi fisik Kegiatan (RFK

)Bulanan
Lapotan Realisasi fisik Kegiatan ( RFK )

Bulanan

Penyusunan Pelaporan dan

Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran
11.109.000RpFasilitasi Penyusunan Laporan Hasi

Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersususn
I Pengelolaaan dan

Penyediaan Laporan Hasil Pengelolaan

dan Penataan Barang Milik Daerah

pada SKPD

Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

13.735.000RpFasilitasi Penyusunan Dokumen Da

Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis

Beban Kerja (ABK)

ftar Urut Kepangkatan

(DUK) PNSD
Penyusunan Dokumen Daftar Urut

Kepangkatan (DUK) PNSD

Penyusunan Analisis Jabatan (Aniab)

dan Analisis Beban Kerja (ABK)

13 Pendataan dan Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian

7.845.000RpFasilitasi Penyngadaan Komponen lnsta lasi ListrikPenyediaan Komponen lnstalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

17.119.700RpFasilitasi Penyelenggaraan Bahan Cetak dan PenggandaanPenyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan
13.870.000Rp

Fasilitasi Pembayaran Penggandaan Peraturan Perundang

Fsilitasi Pembayaran KoranPenyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

9.527.000RpFasilitasi Penyediaan Bahan MateriaPenyediaan Bahan MaterialPenyediaan Bahan Material

189.339.000RpPelaksanaan Perjalanan DinasPelaksanaan Perjalanan DinasPenyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD
26.936.000RpFasiltasi Pelaksanaan Administrasi Surat MenyuratFasilitasi Administrasi Surat MenyuratPenyediaan lasa Surat Menyurat

RpFasilitasi Pembayaran Jasa Komunikasi

Fasilitasi Pembayaran Sumber Daya Air

Fasilitasi PembaYaran Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air, dan Listrik
20 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air, dan Listrik

15.140.500RpFasilitasi Pengadaan MebelPengadaan Mebel21

t
T

T
n
I
E
E
E

Rp

Penyediaan Komponen lnstalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

82.776.000

Pengadaan Mebel



22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan, Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan,

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Fasilitasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Fasilitasi Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas

Fasilitasi Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas operasional

Rp 50.560.000

23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan gedung kantor dan

bangunan lainnya

Fasilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor Rp 49.951.000

TOTAL Rp 4.115.439.225

Kepala Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

s.P

NI 1127 198711 1 003

Benteng, 4 Januari 2023

Sekretaris Badan Kepegawaian

dan Pengemba n Sumber Daya Manusia,

ANDI TRIY U MM

NrP. 19780520 2 2 036



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA.2023

WAKTU PELAKSANAAN

J UNI ]ULI ,GUS SEPI OKT NO! DES

ANGGARAN

JAN FEB MAF \PR I MEI
AKTIVITASIN DIKATORNO SUB KEGIATAN

Rp 12.372.000
Fasilitasi Penyusunan

Dokumen RENIA Pokok

b. Fasilitasi Penyusunan

Dokumen RENJA
c. FasilitasiPenyusunan

Dokumen Stnadar

Operasional Prosedur (

SOP )

aDokumen Perencanaan1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah

Rp 2.458.000
Fasilitasi Penyusunan

Dokumen RKA

Dokumen RKAKoordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA - SKPD

Rp 1.542.000
Dokumen Perubahan RKA3 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA

SKP D

Fasilitasi Penyusunan

Dokumen DPA
Rp 2.134.100

Dokumen DPA4 Koordinasi dan Penyusunan

DPA SKPD

Rp 2.814.000
Dokumen Perubahan DPA5 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA SKPD

Fasilitasi Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah (LAKIP )

Rp 3.353,000
Laporan Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah
( LAK|P )

6 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Rp 3.530.883.925
Pembayaran Gaji dan

Tunjangan ASN

Fasilitasi Pembayaran Gaji

dan Tambahan Penghasilan

Pegawai

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Rp 47,099.000
Fasilitasi Pengelolaan

Administrasi Keuangan

Proses Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

8 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Fasilitasi Penyusunan

Laporan Keuangan /
Akuntansi SKPD

Rp 11.008.000
Laporan Keuangan /
Akuntansi SKPD

9 Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD

Iril
ITililIlIIII

tIIIlItlllIIIIIrtIlrliltlilIIlllIlIillllIlIItllll

2

Fasilitasi Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA

Fasilitasi Penyusunan

Dokumen Perubahan DPA

7



Rp 2.765.000
Fasilitasi Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Laporan Keuangan Akhir

Tahu n

10 Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKP0

Rp 11.100.000

Keg iatan(RFK)Bulanan

Fasilitasi Penyusunan

Laporan Realisasi fisik
Laporan Realisasi fisik

Kegiatan ( RFK ) Bulanan
Penyusunan Pelaporan dan

Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran

11

Rp 11.109.000Fasilitasi Penyusunan

Laporan Hasil Pengelolaaan

dan Penataan Barang Milik

Daerah pada SKPD Yang

Penyusunan Laporan Hasil

Pengelolaan dan Penataan

Barang Milik Daerah pada

SKPO

t2 Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

Rp 13.736.000Fasiltasi PenVusunan

Dokumen Daftar Urut

Kepangkatan (DUK) PNSD

Fasilitasi Penyusunan Analisis

Jabatan {Anjab) dan Analisis

Beban Kerja (ABK)

Penyusunan Dokumen

Daftar Urut Kepangkatan

(DUK) PNSD

Penyusunan Analisis

Jabatan (Anjab) dan Analisis

Beban Kerja (ABK)

13 Pendataan dan Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian

Rp 7,846.000Fasilitasi Pengadaan

Komponen lnstalasi Listrik
Penyediaan Komponen

lnstalasi Listrik/Penerangan
Rp L7.L19.70oFasilitasi Pe Bahan Cetak dan

Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

15 Penyediaan Barang cetakan

dan Penggandaan

n -unPe n

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

16 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

u ndangan

Rp 9.527.000Fasilitasi Penyediaan Bahan

Material
Penyediaan Bahan MaterialL7 Penyediaan Bahan Material

Rp 189,339.000Fasilitasi Pelaksanaan

Perjalanan Dinas
Pelaksanaan Perjalanan

Dinas

18 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Fasilitasi Pelaksanaan

Administrasi Surat Menyurat
Fasilitasi Administrasi Surat

Menyurat
19 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat
Rp 82.776.000Fasilitasi Pembayaran Jasa

Komunikasi

Fasilitasi Pembayaran

Sumber Daya Air

Fasilitasi Pembayaran Listrik

Penyediaana Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air, dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air, dan Listrik
20

II
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1,4 Penyediaan Komponen

I nstalasi Listrik/Penerangan

Fasilitasi Pembayaran Koran

Fasilitasi Pembayaran

Penggandaan Peraturan

Rp 13.870.000

Rp 26.936.000



27 Pengadaan Mebel Pengadaan Mabel Pengadaan Mabel Rp 15.140.500

22 Penyediaan lasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan, Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Pembayaran Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan, Kendaraan Dinas

operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas

Pembayaran Pajak

Kendaraan Dinas

Pembayaran Pajak

Kendaraan Dinas

Rp 50.560.000

23 Pemelih araan/ Reh abilitasi

Gedung Kantor dan

Pemeliharaan gedung

kantor dan bangunan

Pemeliharaan Gedung Kantor Rp 49.951.000

TOTAL Rp 4.115.439.225

Kepala Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

NI 198711 1 003

Benteng, 4.Januari 2023

Sekretaris Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

DI

NtP. 19780520 200604 2 036

M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

pihak pertama.

pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 4 Januari2O23

Nama
Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama
Jabatan

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan KePegawaian,
Dan Pengembangan Sumber DaYa
Manusia,

ANDI TRIYANTIMUS DALIFAH. . M.M

Pangkat : Penata Tk.l
NrP. 19780520 200604 2 036

: NUR WAHIDA, S. Sos
: Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum BKPSDM

ANDI TRIYANTIMUSDALIFAH, SE, M.M
Sekretaris Kepegawaian Dm Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum,
Kepegawaian dan Hukum
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber DaYa
Manusia,

N RW s
Pangkat : Penata Tk. I
NrP. 19761231 200701 2 040

tr

PEMERINTAH KABUPAIEN KEPUI.AUAN'EI.AYAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

'UHBER 
DAYA MANU$A

ll. fend. Ahmod Yonl Nomor t Benteng, 9rlarL fulcrrcsl tcloton
TclGpon (o4t4) 2rrr& Fdlmlle (o4[) 2lfl8



PROGRAM PEN UN]ANG URUSAN PEM ERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO. SUB KEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS ANGGARAN

1 Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

Penyusunan Laporan Hasil

Pengelolaa n dan Penataan Barang

Milik Daerah pada SKPD

Penyusunan Laporan Hasil

Pengelolaaan dan Penataan Barang

Milik Daerah pada SKPD yang tersusun

Rp 11,109,000

2 Pendataan dan Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian

Penyusunan Dokumen Daftar Urut

Kepangkatan (DUK) PNsD

Rp 13,736,000

Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab)

dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab)

dan Analisis Beban Kerja (ABK)

3 Penyediaan Komponen

lnstalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pengadaan Komponen lnstalasi Listrik Rp 7,846,000

4 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Penyelenggaraan Bahan Cetak dan

Penggandaan

Rp i ,119,700

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran Koran Rp 13,870,000

Pembayaran Penggandaan Peraturan

Perundang-undangan

5 Penyediaan Bahan Material Penyediaan Bahan Material Bahan Material yang disediakan Rp 9,527 ,OOO

7 PenyelenBgaraan RaPat

Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pelaksanaan Perialanan Dinas Rp 189,339,000

8 Penyediaan lasa Surat

Menyurat

Fasilitasi Administrasi Surat Menyurat Pelaksanaan Ad ministrasi Surat

Menyurat

Rp 26,936,000

Penyusunan Dokumen Daftar Urut

Kepangkatan (DUK) PNsD

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan



9 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air, dan Listrik

Penyediaan .lasa Komunikasi, Sumber

Daya Air, dan Listrik

Pembayaran Jasa Komunikasi Rp 82,776,OOO

Pembayaran Jasa Air

Pembayaran Jasa Listrik

10 Pengadaan Mebel Pengadaan Mabel Pengadaan Mabel Rp 15,140,500

t! Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan, Kendaraan Dinas

Operasional atau LaPangan

Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemelrharaan, Pajak dan Perizinan,

Kendaraan Dinas operasional atau

Lapangan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp 50,560,000

Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas

Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

1,2 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Pemeliharaan gedung kantor dan

bangunan lainnya

Pemeliharaan Gedung Kantor Rp 49,951,000

TOTAL Rp 4A7 ,9LO,200

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEN4BANGAN SUMBER

DAYA MAN

Benten8,4 Januari 2023

KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN OAN HUKUM

NUR WAHIDA, S.SOS

NtP. 19761231 20070t 2 040
ANOI

NtP. 19780520 200604 2036

E M

ffi



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

WAfiU PETAKSANAAN

SE PT OKT NOV DESMEI IUNI AGUST]AN MAR APRIL
AKTIVITASSUB KEGIATAN

Rp 11,109,000

Penyusunan [aporan Ha5il

Pengelolaaan dan Penataan

Barang Milik oaerah Pada

SKPD yang tersusun

Penyusunan Laporan

Hasil Pengelolaan dan

Penataan Barang Milik

Daerah pada SKPD

1 Penatausahaan Barang

Milik Daerah pada SKPD

ienyusunan Dokumen Daftar

Urut Kepangkatan (DUK) PNSD
Penyusunan Dok!rnen

Daftar Urui KePangkatan

(DUK) PNsD

Rp 13,736,000
Penyusunan Analisis Jabatan

(Anjab) dan Analisis Beban

Kerja (ABK)

Penyu5unan Analisis

labatan (Aniab) dan Ahalisis

Beban Kerja (ABK)

Pendataan dan

Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian

2

Rp 7 ,a45,oOO

PenBadaan KomPonen lnstalasl

Listrik
Penyediaan KomPonen

lnstalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

3 Penyediaan KomPonen

ln sta lasi

Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Rp r7,r$,7o1

Penyelenggaraan Eahan Cetak

dan PenSgandaan
Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

it Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Pembayaran KoranPenyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

5

llllIrllIltllll
I IIIIIIIIrIlllIIlPembayaran PenSEandaan

Peraturan PerundanE_

undangan

NO, IN DIKATOR ANGGARAN
FE8 ]ULI

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Peru ndang-u nda ngan Rp 13,870,000



Rp 9,527,OOO

Bahan MaterialyenS
disediakan

6 Penyediaan Bahan

lvlater ia I

Rp 189,339,000

Pelaksanaan Perialanan DinasPelaksanaan

Perjalanan Dinas

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

7

Rp 26,936,000

Pelaksanaan Administrasi Surat

Menyurat
Fasilitasi Administrasi

Surat Menyurat
Penyediaan Jasa surat
Menyurat

8

Pembayaran lasa Komunika5i

Pembayaran Sumber Daya Air Rp 82,776,000

Pembavaran Listrik

Penyediaana Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Alr, dan Listrik

9 Penyediaan Jasa

Komu nikasi, Sumber

Daya Air, dan Listrik

Rp 1s,140,500

Pengadaah MabelPengadaan Mabel10 Pengadaan Mebel

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pembayaran Pajak Kendaraan

Dinas Rp s0,550,000

Pembayaran Paja k (endaraan

Dinas Operasional

Pembayaran Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak

dan Perizinan,

Kendaraan Dinas

operasional atau

Lapangan

lilrfllmillrilttIIIIIIIIIIIIIIilIIIIIIIITTIIilIIIIIIItilllllrIlIrrIIIlil]IlllrilillrIIIIlIrllilrrilt

lil
Penyediaan Bahan

Material

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pa.jak dan

Perizinan, Kendaraan

Dinas Operasional atau

LapanSa n

11



12 Pemeliharaan/Rehabilita

si Gedung Kantor dan

Bangunan LainnYa
Rp 49,951,000

Rp 4A7,9IO,2OOTOTAL

Pemellharaan Gedung Kantor

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

NrP. 19780520 200604 2036

Benten8,4 Januari 2023

KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

NUR WAHIDA, S.SOS

N tP. 19761231 20070L 2 040

Pemeliharaan gedung

kantor dan bangunan

lainnya

Nt,



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERjA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO. SUB KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN OUTPUT

1 Penatausahaan BaranB Milik

Daerah pada sKPD

Penyediaan Laporan Hasil Pengelolaan

dan Penataan Barang Milik Daerah

pada SKPD

Penyusunan Laporan Hasil

Pengelolaaan dan Penataan

Barang Milik Daerah pada SKPD

Rp 11,109,000 Laporan

2 Pendataan dan Pengelolaan

Administrasi KePegawaian

Penyusunan Dokumen Daftar Urut

KepanBkatan (DUK) PNsD

Penyusunan Dokumen Daftar

Urut Kepangkatan (DUK) PNSD

Rp 13,736,000 Dokumen

P€nyusunan Analisis Jabatan (Anjab )

dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Penyusunan Analisis Jabatan

(Anjab) dan Analisis Beban Kerja

(ABK)

Penyediaan KomPonen

lnstalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyngadaan KomPonen

lnstalasi Listrik

Rp 7,846,000 Unit

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyelenggaraan Bahan cetak

dan Penggandaan

Rp t7 ,719,100 12 Bulan

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran Koran Rp 13,870,000 Laporan

Pembayaran PenSSandaan Peraturan

Perundang-undanEan

6 Penyediaan Bahan Material Penyediaan Bahan Material Bahan Material Yang disediakan Rp 9,521 ,OO0 12 Bulan

1 Penyelenggaraan RaPat

Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pelaksanaan Perjalanan Dinas Rp 189,339,000 12 Bulan

AKTIVITAS

3

4



8 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat
Fasilitasi Administrasi Surat Menyurat Pelaksanaan Administrasi Surat

Menyurat

Rp 26,936,000 12 Bulan

9 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air, dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air, dan Listrik

Pembayaran lasa Komunikasi Rp 82,776,OOO 12 Bulan

Pembayaran Sumber Daya Air

Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Rp 15,140,500 Laporan

11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan, Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan,

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp 50,560,000 Unit

Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas

Pembayaran Pajak Kendara.n Dina9

Operasional

12 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Pemeliharaan gedu ng kantor dan

bangunan lainnya

Pemeliharaan Gedung Kantor Rp 49,951,000 Bangunan

TOTAL Rp 487,910,200

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MAN

IFAH

Benteng,4 Januari 2023

KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

NUR WAHIDA, S.Sos

NtP. 19780520 200604 2036
SE

N rP. 19761231 20070L 2 040

Pembayaran Lastrik

10

ffi(,



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO SUBKEGIATAN ND KATOR AKT]VITAS RENCANA AKS ANGGARAN
FEB ME] I ]UL] OKT DES

Pe.ataen B.r.ngM lik

1 P€n.tausahaer &r..9
MillkDe.rah pada SKPD

P.nyusun.n L.poran H.sil
Pent.lolaa6n dan Penaraan Barang
Mrlil Oaer.h p.d.S(PDy.n8 Menyur!n rcncana keSlat6n keburuh.n

balanBmilikd.erah S(PD

2 [4el.lukan kon5utrasi r.ncan. kebut!h.n
b.rrng mlllk d..r.h

3 M.nyusun Encana kebut!nan b..anSmitik

M.n6.lor. bar.n8 mitik d..rrh

Menyurun i.po.sn pet.ksansan kegtat.n

11,109,000

Rp 11,109,000

SEKRETARI

NtP. 19780520 200604

KEPEGAWA AN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

BentenS,4Januari2O23

XASUBAG UMUM,
DAN PE

NtP . L916r231 2@707 2 0q

KEPEGAWAIAN DAN HU(UM EADAN KEPEGAWAIAN
6AN sUMBER DAYA MANUSIA



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA XERJA ANGGARAN sEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

WAKTU PELAKSANAAN

NOVEnn [utl
'GUS

FEB
ANGGARANRENCANA AKSIAKTIVITASIN D IKATO RSUBKE6IATAN m EMm m

Rp 13,735,000

Membuat Konsep Surat Permlntaan

DUK untukoPD dan s€kol.h

2 Memeriksa dan mehgoreksi DU( dari

OPD dan Sekolah YanS matuk

3 Menyusun dan memverifikasi (Paraf)

DUX

1 Melakukan konsLrltasl terkait Perbup

Anjab ABK

2 Melakukan Rapat hternalte ait

pemb68lan tuSes

I
1 Penyusunan Dokumen Daftar Urul

(epanSkatan (DUK)PNSO

2 P.nyusunan Analisis Jabat.n (Aniab)

dan Anallsk Beban krje (ABK)

Penyusunan Dokumen

Daftar Urul
K€pangkatan (DU()

PNSO

labatan (Anjab)d.n

Analiris Beban (erja

1

Rp 13,736,000 IIIrII

I

llIllr

@@@@ @@

SEKRETARIS BADAN KEP€GAWAIAN DAN PENGEIVBANGAN SUMBER

DAYA M

NrP. 19780520 2036

BentenS, 4 Januari 2023

KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUXUM BADAN XEPEGAWAIAN

DAN PENGEMSANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NtP. 19761231200701 2 040

DE5NO.



PROGRAM PENUNjANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJAANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUsIA

Benteng, 4lanuari 2023

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUMgER DAYA MANUSIASUMBE srA,

NrP. 19780520 200504 2036 NtP. 19751231200701 2 040

WAKTU PELAKSANAAN

FEB MEI JUNI JULI \GU5 S€ PT o(T NOV oE5
INDIKATOR AKTIVITAS RFNCANA A(SI ANGGARANNO SUEKEGIATAN

PenSadaan Komponen lnstalari

Listrik

1 Mengoordinir dan memfasllitasi
pembelian komponen lnsralasl llstrlk

Menyusun laporan Penanggunt

Jawaban komponen instalasl llsrlk
{(onsep Nota Pesanan, B€r{ta Ac.ra

Serah Terima Barang, dan (witansl)

3 Pembayaran oleh bendahara
pengeluaran

Rp 7,846,m0

t Penyediaen (omponen

lnstalasl

Listrik/P€neran8an

S.ngunan Xanior Bangun.n Xantor

Rp 7,846,0m IIIrrlilllrr

III

lll



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJAANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Benteng, 4 ianuari 2023

SEXRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMEANGAN KAsUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM BADAN KEPEGAWAIAN

SI]MBER DAYA AN IA, DAN PE G BANGAN SUMBER DAYA MANU5IA

L

AN E M
NrP. 19780520 NrP. 19761231 200701 2 0402

WAKTU PELAKSANAAN

\GUS
ANGGARAN

fEB ME ]UNI IULI SEP'] orr NOV DES
SUBKEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS RENCANA AKSI

Penyelenl8araan Bahan Cetakan

Rp 17,119,7m

1

PengSandean

1 MengoordlnirPem€sanao
Spanduk/8.liho/(arangan Bunsa

2 MensoordlnlrPelaksanaan
PenSgandaan

3 M€nyusun lapomn Pertanggung

lawaban 86ran8 Cetakan dan

Pent8andaan (rcnsep Nota

P€sanan, Berita y'tara Selah Te ma

8eran8, dan Xwltahd)

4 Pemb.yaran oleh bendahara
penlelusreh

Rp 17,119,70O

HTTIHTTTlIlIlIltIIII

NO,



NO SUBKEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS RENCANA AKSI ANGGARAN
WAfiU PEIAKsANAAN

]AN FtB ME] ]UNI ]ULI \GUS SEP] OKT NOV DES

bacaan &
p€rundan8-

undangan

bacaan & perundang-

undanSan

Pembayaran Peng8andaan

Peratulan P€rundang-undangan

Mengoordinksurat matuk

1 p€rmintaan IangSanan bahan

2 Menerima tanSihan langganan

Meayu5un Laporan Pertang8ung

iawaban langganan bahan bacaan

4 P.mbay.ran oleh b.ndahara
p€ngeluaran

5 Memfasilltaii Penyugunan dan

penetapan pemturan perundang-

undangan bldang kepeSawalan dan

penSembanSan sumber daya

6 MelakienakanpenSarsipan
dokumen peraturan perundsng-

undangan

Rp 13,870,000

Rp 13,470,000

Eenteng,4lanuari 2023

KASU846 UMUM, (EPEGAWAIAN OAN HUKUIV BADAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAN6AN SUMBER

DAYA MANU KEPEGAWA N DAN PENGEMBANGAN SUMEER OAYA MANUSIA

s

2NrP. 19780520 NrP. 19761231 2007012 040

I



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJAANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO. SUBKEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS RENCANA AKSI ANGGARAN
WAXTU PELAKSANAAN

JAN FEB MEI ]UN ]ULI \GU5 s!PI OKT NOV DES

1

Mat€rl€l Materlal

Bahan Matenal Yang Olsediak.n Memfasilitasi p€mbelian bahan

materlal
1

2 Meny!sun Laporan PenanSS!ng

Jewaban penyedlaan Bahan M.teri.l
lKons€p Nota P€sanan, B€rlt. Acara

serah Te ma &ran8, dan xwllansi)

3 Pembayaran oleh 8€ndehare barang

Rp 9,527,000

Rp 9,527,mO

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMEER

ANDI

NtP. 19780520 200604 2036

Benteng, 4 Januari 2023

KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN IIUKUM BADAN

(EPEGAWAIAN DAN PENGEMSANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NrP. 19751231 200701 2 040



NO SUBKEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS RENCANA AKSI ANGGARAN
WAKTU PELAK'\NAAN

]AN FEB MEI ]UNI ]UL] \G US 5E PT OKT NOV DES

L

d.n KonsultasiSKPD

Pelakranaan Perjalanan 0inat

I
M€mfasllltasl Pelaksa naan Tugas

Xcdinaian

Mcnyusun Laporan Perlalanen Dlnas

2 untukASN yang ditunjuk (Kons€p

Sulat Tugas, dan Xonsep SPPD)

Rp 189,339,0@

flp 189,339,000

Benteng, 4 Januari 2023

SEKRETARIS BAOAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN KASUBAG UMUIV, (EPEGAWAIAN DAN HUKUM BADAN

SUMBER KEPE6AWA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NU S.So5

NtP. 19780520 200604 2036 NtP. 19761231 200701 2 040

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN sEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN sUMBER DAYA MANUSIA



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO SUBKEGIATAN IND IKATOR AKT'VITA5 RENCANA AKSI ANGGARAN
WAfiU PELAKSANMN

JAN FE8 MEI ]UNI ]ULI \GUS SEPT OKT NOV DE5

Fasilitasi Penyusu nan Adminlrtrasl surat 1 Memfasilitasi Pemb€lian Alat Tulis

2 Mengkonseg sur.t teluardibidang

3 Memeriksa dan mensortir suraty.ng
masuk dan rurat keluar

4 Menyus!n Laporan PenanggunS

laweban lase Su.at M€nyural
(Konsep Nota Pesanan, BeritaAcara

S€rah Tenma Barang, dan (witansl)

Rp 26,935,000

RD 26,935,0m

BentenS, 4.lanuari 2023

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM SADAN

SUMBER DA KEPEGAWA N DAN PENGEIVBANGAN SUMEER DAYA MANUSIA

AN

NtP. 19780520 2 NtP. 19761231 200701 2 040

1

llll



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO SU BKEGIATAN INDIKATOR AfiIVITAS RENCANA AKSI ANGGARAN
WAKTU PELAKSANAAN

]AN FEB ME ,IUN ]ULI \GU5 SEPT Ol(T NOV oEs

1

Komunikasl, Sumber

Pembayaran Jasa Komunikasi

Pembayaranlasa Sumb€r oaya Air

Pembayaran lasa Listrik

1 Memfasllitari Penyedlaan iasa
(omunikasi, Sumber Daya alr, dan

Iistrlk

2 Mrnerlma T.gihan xomunik si, Ak,

den Ustnk

3 Menyusun LaPoran P€rtangSunS

Jawaban Jasa Komunlkasl, Alr, dan

listrik (Kons€p (witan5i)

Rp A2,716,fiO

Rp 82,776,000

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM BADAN

SUMgER DAY KEPEGA N DAN PENGEIT,lBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NtP. 19780520 200604 2036 NrP. 19761231 200701 2 040

Benteng, 4lanuari 2023



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANU5IA

NO SUBKEGIATAN INDI(ATOR AKTIVITAS RENCANA AKSI ANGGARAN
WAfiU PELAKSANAAN

IAN FEB MEI ]UNI JULI \GUS SEPT OKT NOV DE5

I Pengadaan Mabel Pengadaan Mabel 1 Membuat data kebutuhan kanror

2 M€mverifika si dat. kebutuh.n
kantor darl maslnS-maslnS kantor

3 PenSadran mabel

Rp 15,140,500

Rp r5,14o,5m

Eenteng, 4lanuari 2023

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN KASUBAG UMUM, XEPEGAWAIAN DAN HUKUM BADAN
SUMBER IA, KEPEGAWAI N DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NU S.Sos
NtP. 19780520 2 NtP. 19761231 200701 2 040



NO SIIBKFGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS RENCANA AKSI ANGGARAN
WAKTU PELAKSANAAN

FEB MAR ME ]UNI ]ULI \GUS SEPT ofi NOV DES

1

Pemeliharaen, Biaya

Pemellharaan, Pajak,

(endaraan Dlhas

Operasional atau

Lapang6n

Pemeliharaan, Paiak,

ODerasionalatau

Lapangan

P€meliharaan Kendaraan Dlnas

Pembayara. Pajak (end...an Dinas

Pembayaraf Paj.k Kendaraan Dinas

Op€rasional

1 Mendata (endar&n Dinas y.ng akan

dibayarkan pajaknya

2 M€ndata (endaraan Dinas yang akan

dlperb.ikilservlce

Rp 50,55O,m0

Rp 50,560,000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KER'A ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BentenE, 4lanuari 2023

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA

NrP. 19780520 200604 2

KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM BADAN

XEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMgER DAYA MANUSIA

NtP. 19761231 200701 2 040

Nb
ruu#dr toe, s.sot



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
RENCANA KERJAANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO SUEKEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS RENCANA AKSI ANGGARAN
WA(TU PELA(SANMN

]AN FEB MEI ]UNI ]ULI \GUS S€ PT OKT NOV DES

1 Pemelih.r.anlRehabilit

asiGedung Kantor dan

Sansunan Lrlnoya

Pemeliharaan Gedung
(antor dan Eangunan

Pemeliharaan Gedun8 (antor 1 Mengecekgedungyangakan
diperbalki

2 (onsultasl den8an rekananyanS akan

mengerjakan perbalkan gedunS

Rp 49,951,000

Rp 49,951,000

Eenteng, 4 Januari 2023

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMEER
DAYA MA

NtP. 19780520 200604

KASU8A6 UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM BADAN

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUVIgER DAYA MANUSIA

NU

NlP. 19761231 200701 2 040



PEM ERINTAH I(ABUPATEN KEPUTAUAN SELAYAR

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor l Benten& 92812, Sulawesi Selatan

Telepon (0414) 21118, Faxlmile (0414) 21118

PERJANJIAN KINERIA TAHUN 2023

Dalam rangka mewu.ludkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Ja batan

Sela nj utnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

NUR SURYA NINGRAT, S.E

Kepala Sub Bagian Program BKPSDM

ANDI TRIYANTI MUSDAUFAH, SE, M.M
Sekretaris Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjan.jian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
diteta pkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasrlan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sa nksi.

Benteng, 4 Januari 2023

Piha k Kedua, Pihak Pertama,

ANDI TRIYANTI M FAH NUR SUR S.EA NIN

NtP. 19780520 200604 2 036
SE M.M

NrP. 19770815 701.410 2 001



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERIA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA.2023

Benteng, 04 Januari 2023

Sekretaris Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

ANDI TRIYANTI M AL FAH

Kepala Sub Baglan Program,

NUR SUR SE

NO SUB KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN

1 Penyusu nan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Dokumen Perencanaan a. Penyusunan Dokumen RENJA Pokok

b. Penyusunan Dokumen RENIA Perubahan

c Penyusunan Dokumen Stnadar Operasional

Prosed ur {SOP )

Rp 72.372.O00

2

3

4

5

Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA - SKPD

Dokumen RKA
Penyusunan Dokumen RKA Rp 2.458.000

Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA SKPD

Dokumen Perubahan RKA
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Rp 1.542.000

Koordinasi dan Penyusunan DPA

SKPD

Dokumen DPA
Penyusunan Dokumen DPA Rp 2.134.100

Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA SKPD

Dokumen Perubahan DPA
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Rp 2.814.0m

6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah ( LAKIP )

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah (LAKIP )

Rp 3.353.000

TOTAL Rp 24.673.100

I

NlP. 19780520 200504 2 036

SE MM
NtP. 1977 815 201410 2 001

AKTIVITAS



I

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KER,IA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA. 2023

NO. INDIKATOR AKTIVITAS ANGGARAN OUTPUT

L Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Dokumen Perencanaan a Penyusu nan Dokumen RENJA Pokok

b. Penyusunan Dokumen RENJA

Perubahan
c. Penyusunan Dokumen Standar

Ooerasional Prosedur ( SOP )

Rp L2.37Z.OOO Dokumen

Dokumen

Dokumen

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

RKA - SKPD

Penyusunan Dokumen RKA
Rp 2.458.000 Dokumen

3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA SKPD

Dokumen Peru bahan RKA
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Rp 1.542.000 Dokumen

4 Koordinasi dan Penyusunan DPA

SKPD

Dokumen DPA
Penyusu nan Dokumen DPA Rp 2.134.100

5 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA SKPD

Dokumen Peru bahan DPA
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Rp 2.814.000 Dokumen

6

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah ( LAKIP )

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah ( LAKIP )

Rp 3.353.000

TOTAL Rp 24.673.1OO

Sekretaris Badan Kepegawaian

dan Penge mban gan Sumber Daya Man usia,

ANDI TRIYANTI USDALIFAH

Kepala Sub Bagian Program

NUR SU SEANI

NtP. 19780s20 200604 2 035
SE. MM

NtP. 197 08L5 201 10 2 001

SUB KEGIATAN

Dokumen RKA

Dokumen

Dokumen

Benteng, 4 Januari 2023



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERIAANGGARAN SEKREIARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA. 2023

WAKTU PELAKSANAAN

JULI \GUS' SEPT OKT NOV DES

ANGGARAN

JAN FEB MAR APR MEI ]UNI
INDIKATOR AKTIVITASNO

Rp 12.372.OOO

Dokumen Perencanaan a. Penyusunan

Dokumen RENiA

Pokok

b. Penyusunan

Dokumen REN.IA

Perubahan
c. Penyusunan

Dokumen Stnadar

Operasional

7 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah

Rp 2.458.000
2 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA - SKPD

Dokumen RKA

Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA 1.542.000Rp

3 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA

SKPD

Dokumen Perubahan RKA

Penyusunan Dokumen

DPA
Rp 2.134.100

Dokumen DPA4

Dokumen Perubahan DPA Penyusunan Dokumen

Perubahan DPA
Rp 2.814.000

5 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA SKPD

Rp 3,353.000

Laporan Akuntabilitas
Kinerja lnstansi

Pemerintah ( LAKIP )

Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah (

LAKIP )

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Rp 24.673.L@TOTAL IIIIIIITIIII

sekretaris Badan Kepegawaian

dan Penge mban Sumber Daya Manusia,

ANDI TRIYANTI U5 FAH

Benteng, 4 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Program,

NUR SU SEA NIN

NrP. 19780520 200604 2 036

SE MM
NtP. 197 t5 20t41 2 001

SUB KEGIATAN

Penyusunan Dokumen

RKA

Koordinasi dan Penyusunan

DPA SKPD

6



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA.2023

NO SUBKEGIATAN IN D IKATOR AKTIVITAS RENCANA AKSI ANG6ARAN
WATTI] PELAIGANAAN

FEB Mtl JUN JUL \GUS SEP] OKT NOV DES

1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen RENIA

Pokok

Penyusunan Dokumen RENJA

Perubahan

1 Pembentukan Tim Penyusun Dokumen

RENJA

2 Melakukan Rapat Penyusunan RENJA

3 Menyusun Draft RENJA

4 Melakukan Koordinasi Draft REN.IA

5 MenSoreksi Hasil Draft Renja

6 lvlemperbaiki dan N4enyusun Hasil

Koreki Draft RENJA

1 Melakuk n Rapat Penyusunan RENJA

Perubahan

2 Menyusun Draft REN.,A Perubahan

3 Melakukan Koordinasi Draft RENJA

Perubahan

4 MengoreksiHasil Draft Renja Perubahah

5 Memperbaikidan Menyusun Hasil

Koreksi Draft RENJA Perubahan

Rp 12.372.000



Penyusunan Dokumen

Standar Operasional Prosedur

(soP)

1 Membuat SK Tim Penyusunan SOP

2 Menyusun Data KeSiatan dafl MasinS -

Masing BidanS

3 Menghitung Jumlah Kegiatan yanS akan

dilaksanakan

4 Menyusun Format SOP Sesuai Data

Kegiatan Dari Masing Masing BidanB'

5 Melakukan Asistensi Kebagian Orpeg

S€tda

Rp 72.372.@0

dan Penge

ANDITRIYA U FAH SF.MM
NtP 19780520 2m604 2 036

BentenS, 4lanuari 2023

Kepala Sub Bagian Program

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia,

SU SE

NIP, 1 15 20 1 2 001

/
ANI

Sekretaris Badan Kepe8awaian

Sumber Daya Manu5ia,



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA. 2023

NO SUEKEGIATAN IN DIKATO R AKTIVITAS RFNCANA AKSI ANGGARAN
WAKTU PELAKSANAAN

JAN FEB MAR APR MEI ]UNI .JULI AG Us'I SEPT OKT NOV DES

1 Koordinasidan
Penyusunan

Dokumen RKA - SKPD

Dokumen RKA Penyu5unan

Dokumen RXA

1 Penyusunan RKA Sesuai PPAS

2 Memfasilitasi PenSinputan RKA

Pada Aplikasi

3 Asistensi RKA oleh TAPD

4 Reviu RKA oleh lnspektorat

Daerah

5 Pembahasan KUA PPAS

6 Penetapan RKA

Rp 2.458.000

Rp 2.458.000

Sekretaris Badan KepeSawaian

dan PengembanSan Sumber Daya Manusia,

ANDI TRIYANTI M SDALIFAH SE

NrP. 19780520 2m604 2 036

Benten& 4 Januari 2023

Kepala Sub Ba8ian Program,

NUR SU SE

NrP. 197 15 2014 2 001

NING



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
RENCANA KER.IA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA. 2023

AKTIVITAS RENCANA AKSI ANGGARAN
]AN FEB MAR APRIT MEI JUNI IULI \GUS SEPT OKT NOV DES

1
Koordinasidan
Penyusunan DPA SKPD

Dokumen DPA Penyusunan Dokumen OPA 1 Penyusunan DPA Sesuai PPAS

2 MemfasilitasiPenSinputan
DPA Pada Aplikasi

3 Asistensi oPA oleh TAPD

4 Reviu DPA oleh lnspektorat
5 Pembahasan KUA PPAS

6 Penetapan DPA

Rp 2.1.34.100

Rp 2.134.100

8enten8, 4 Januari 2023

Sekretaris Badan Kepegawaian

dan PengembanSan S!mber Daya lvlanusia
Kepala Sub Bagian Program,

NTI SE
NUR SE

NtP. 19780520 200604 2 036
NIP,:1. 1.5 20 10 2 001

NO, SUBKEGIATAN IN DIKATO R WAKTU PELAKSANAAN



PROGRAM PENUN]ANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
RENCANA KERJA ANGGARAN SEKREIARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA. 2023

SUBKEGIATAN IN D IKATOR AKTIVITAS RENCANA AKSI ANGGARAN
WAKTU PELAKSANAAN

JAN FEB MAR APRIL MEI JUNI .lu U \G US SEPT OKT NOV DES

Xoordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA SKPD

Dokumen

Perubahan DPA

Penyusunan Dokumen

Perubahan DPA

L Pehyusunan DPA Pokok

SesuaiPPAS

2 SinkronisasiAnSgaran

DAK

3 Memfasilitasi
Pentinputan DPA pada

4 Asistensl DPA oleh TAPD

5 Reviu DPA oleh
lnspektorat

6 Pembaharan PPAS

7 Penetapan DPA

Rp 2.814.000

Rp 2.814.000

BentenS, 4.ranuari 2023

S€kretaris Badan Kepegawaian

dan PengembanSan Sumber Daya Manusia, Kepala 5ub gaSian Program,

M
SE

NrP. 19780520 200604 2 036 NIP. 1 15 20141 2 001

NO.

1



PROGRAM PENUN.]ANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA. 2023

WAKTU PELAKSANPAN

FE8 r\,lEr ]UN ]UL AGUSI SEPT oKI NOV DE5
RENCANA AKSI ANGGARAN

JAN
IN D IKATO R AKTIVITASNO. SUBKEGIATAN

L N-4enyusun SK Tim

Penyusunan LAKIP

2 Melakukan Rapat

3 Penyusunan LAKIP

4 Menyusun Data Semua

Bidane
5 Menyusun Draft IAKIP

6 Men8oreksi Hasll Draft LAKIP

7 Menyusun Dokumen LA(IP

Rp 3.353.0mLaporan Akuntabilltas

Kinerja lnstansi Pemerintah (

LA|(P )

Penyu5unan La pora n

Akuntabilitas Kinerja

lnstansiPemerintah

LAKIP )

1 EvaluasiKinerja

Perangkat

Daerah

Rp 3.353.000

I

IIII

III

I III
I IIIIIII llIT
Sekretaris Badan Kepegawaian

dan PengembanSan r Daya Manusia,

AH SE M

NtP. 19780520 200604 2 036

Benten8,4 Januarl2023

Kepala Sub Bagian Program,

SE

NIP 1 75 2074 2 001

N ING



Benteng,4 lanuari 2023

Sekretaris Badan Kepe8awaian

dan Pengem ns mber Daya Manusia,

ANDITRIY
2

NUR S

NtP. 19 t5 2014 2 001

NO SUBKEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS RENCANA AKSI ANGGARAN
WA(TU PE LAXSA}IAAN

FEB MEI ]UNI JULI AGUS] SEPT OKT NOV OES

1 Koordinasidan

Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA SKPD

Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA

1 Penyusunan RKA Pokok Sesuai

PPAS

2 Sinkronisasi AnSgaran DAK

3 MenBkoordinir Penginputan

RKA pada Aplikasi

4 Asi5tensi RXA oleh TAPD

5 Reviu RKA oleh lnspektorat

6 Pembahasan PPAS

7 Penetapan R(A

Rp 1.542.000

Rp 1.s42.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA. 2023

Kepala Sub Bagian Pro8ram

Badan KepeSawaian dan Sumber Daya lManusia,

NrP. 19780520

Dokumen

Perubrhan RKA



PER'ANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabata n

Sela n.iutnya disebut pihak pertama

Nama

Ja bata n

ANDI NURWALIYAH, SE

Kepala Sub Bagian Keuangan

ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, SE, M.M
Sekretaris Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepertr yang telah
diteta pkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjan.lian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan san ksi.

Benteng, 4 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

ANDI TRIYAN MUSDALIFAH, SE, M.M ANDI NURWALIYAH SE

NrP. 19780520 200604 2 036 NrP. 19760201 200502 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SETAYAR

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Telepon (0414) 21118, Faximile (Ol14127718



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA. 2023

Sekretaris Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Kepala Sub Bagian Keuangan,

ANDI TRIYANTI M IFAH ANDI NURWALIYAH SES

NO IN DIKATOR AKTIVITAS ANGGARAN

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tambahan

Penghasilan Pegawai

Rp 3.530.883.925

2 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Proses Ad ministrasi Pelaksanaan Tugas

ASN

Pengelolaan Administrasi Keuangan Rp 47.099.000

Rp3 Koordinasi dan Pelaksanaan

Aku ntansi SKPD

Laporan Keuangan / Akuntansi SKPD Penyusunan Laporan Keuangan /
Akuntansi SKPD

4 Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKP D

Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Rp 2.755.000

5 Penyusu nan Pelaporan dan

Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran

Lapotan Realisasi fisik Kegiatan ( RFK )

Bulanan

Penyusunan Laporan Realisasi fisik

Kegiatan ( RFK )Bulanan

Rp 11.100.000

Total 3.602.855.925

sE. MM
NtP. 19760201 200502 2 005

Benteng, 04 Januari 2023

SUB KEGIATAN

11.008.000

Rp

NtP. 19780520 200604 2 036



BentenS,4lanuari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,

dan Pen mber Daya Manusia,

IAH INURWALI H, SE

NO. 5UB KEGIAIAN INDIKATOR AKTIVITAS ANGGARAN OUTPUT

1 Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tambahan

Penghasilan Pegawai

Rp 3.530.883.925 Laporan / Dokumen

2 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Proses Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Pelaksanaan Tugas ASN

Rp 47.099.000 Laporan

3 Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD

Laporan Keuangan / Akuntansi SKPD Penvusunan Laporan Keuangan /
Akuntansi SKPD

Rp 11.008.000 Laporan

4 Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD

Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Rp 2.765.000 Laporan

5 Penyusunan Pelaporan dan

Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran

Lapotan Realisasi fisik Kegiatan ( RFK )

Bulanan

Penyusunan Laporan Realisasi fisik

Kegiatan ( RFK )Bulanan

Rp 11.100.000 Laporan

Total Rp 3.602.855.925

NtP. 19780520 200604 2 036 NtP. 19760201 200502 2 005

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SU MBER DAYA MANUSIA TA, 2023

Sekretaris Badan Kepegawaian



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 14.2023

Sekretaris Badan Kepegawaian

Benteng,4 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,

dan Penge mber Daya Manusia,a

ANDI TRIYANTI AH ANDI NURWALIYAH, SE

NO SUB KEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS ANGGARAN
WAKTU PELAKSANAAN

FEB MAR APRIL MEI ]UNI IULI qGUSI 5E PT OKT NOV DES

t Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Pembayaran Gaji dan

Tunjangan ASN

Pembayaran Ga.ji dan

Tambahan Penghasilan

Pegawai

Rp 3.530.883.925

Penyediaan Administrasi

Pelakanaan Tugas ASN

Proses Administrasi

Pelaksanaan Tugas

ASN

Pengelolaan Administrasi

Keuangan

Rp 47.099.000

3 Koordinasi dan

Pelaksanaan Akuntansi

SKPD

Laporan Keuangan /
Akuntansi SKPD

Penyusunan Laporan

Keuangan / Akuntansi SKPD

Rp 11.008.000

4 Koordinasi dan

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahu n

Laporan Keuangan

Akhir Tahu n

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Rp 2.765.000

5 Penyusunan Pelaporan

dan Analisis Prognosis

Realisasi Anggaran

Lapotan Realisasi fisik

Kegiatan ( RFK )

Bu lana n

Penyusunan Laporan

Realisasi fisik Kegiatan ( RFK

)Bulanan

Rp 11.100.000

TOTAL Rp 3.502.855.925

NtP. 19780520 200604 2 036

5E. MM
NtP. 1 9760201 200502 2 005

IAN

2



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA. 2023

ErsNMAR m MH lI!I] \GUS SEPT OKTFEB
RENCANA AKSIINDIKATORSUBKEGIATANNO

Rp 3.530.883.925Pem bayaran 6aji

dan Tambahan

Penghasilan

Pegawai

l Memfasilitasi
penyediaan Ga.1i dan

Tunjangan ASN

2 Meneliti dan

mengoreksi daftar gaji

3 [,'lengajukan surat
permintaan

pem bayaran SPP gaji

/TPP kepada pengguna

angSaran, PPK untuk
dlbuatkan SPM

4 Menyampaikan dan

membuat laporan
pemotongan pajak

sesuai dengan
ketentuan

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Pem bayaran Gaji

dan Tunjangan ASN

Rp 3.530.883.925 lIIrIIlll

@EM@N@

Sekretaris Badan Kepegawaian

dan Penge nga umber Daya Man usia,m n

ANDI TRIYANTI M SDA IFAH

Benteng,4 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,

ANDI NURWALIYAH SE

NtP. 19780520 200604 2 036

sE. MM
NtP. 1976020L 200502 2 005

AKTIVITAS ANGGARAN
WAKTU PETAKSANPAN

JAN

L



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJAANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA.2023

Sekretaris Badan Kepegawaian Kepala Sub BaBian Keuangan,

dan Penge mban Sumber Daya Manusia,

ANDI TRIYANTI FAH

] UNI IULI rG US SEPT OKT NOV DES
ANGGARAN

]AN MAR APRII
INDIKATOR AKTIVITAS RENCANA AKSI

Rp 11.008.000Laporan

Keuangan /
Akuntansi SKPD

Penyusunan

Laporan Keuangan

/ Akuntansi sKPD

l Melakukan

Penatausahaan KeuanBan

2 Melakukan

Pengadministrasian

Keuangan

3 Menyusun Data Laporan

Keuangan

4 Memeriksa berkas

Laporan Keuangan

5 Menyusun Laporan

Pelaksanaan tugas
pengadministrasian

keuangan

Koordinasi dan

Pelaksanaan

Akuntansi SKPD

Rp 11.008.000 IIIIrrIII

NtP. 19780520 200604 036

MM

Benteng, 4 Januari 2023

ANDI NURWALIYAH, SE

NtP. 19760201 200s02 2 005

NO. SUBKEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN

FEB MEI

1



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAN USIA TA. 2023

Sekretaris Badan Kepegawaian

Benteng, 4 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,

dan Pengemb mber Daya Manusia,n

ANDI TRIYANTI M FAH

NO SUBKEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS RENCANA AKSI ANGGARAN
WAKTU PEI.AKSANAAN

MAR APRII MEI JUNI luU \G US SEPT o(T NOV DES

1 Proses Administrasi

Pelaksanaan Tugas

ASN

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan

1 Menyusun Perencanaan

Administrasi Pelaksanaan

Tugas ASN

2 Mengonsep administrasi

keuangan pelaksanaan

Tugas ASN

3 Meneliti dan mengoreksi

konsep administrasi

keuangan pelaksanaan

tugas ASN

4 Menyusun Administrasi

Keuangan Pelaksanaan

Tutas ASN

5 N4emfinalkan administrasi

keuangan pelaksanaan

tugas ASN

Rp 47.099.OOO

l l l

Rp 47.099.000

NtP. 19780520 200604 2 036

sE. MM ANDI NURWALIYAH, SE

NrP. 19760201 200502 2 005

JAN

Penyediaan

Administrasi

Pelaksanaan Tugas

ASN

JAN I iEB



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERIA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TA,2023

Benteng,4lanuari 2023

Sekretaris Badan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Keuangan,

dan Pengemba mber Daya Manusia,

ANDI TRIYANTI M AH

NO SUBKEGIATAN INDIKATOR RENCANA AKSI ANGGARAN
WAKTU PETAKSANAAN

JAN FEB MAR APR II MEI JUNI JULI \G US SEPT OKT NOV DES

1 Penyusunan Pelaporan

dan Analisis Prognosis

Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi

fisik Kegiatan ( RFK )

Bulanan Yant

tersusun

Penyusunan Laporan

Realisasi fisik

Kegiatan ( RFK )

Bulanan Yang

tersusun

1 Menyusun data laporan

realisasi kegiatan

2 Meneliti dan

mengoreksi laporan

realisasi

3 Menyiapkan laporan

realisasifisik
pelaksanaan kegiatan

4 Memfinalkan Laporan

Realisasi Fisik

Rp 11.100.000

Rp 11.10o.0o0

NrP. 19780520 200604 2 036

sE. M ANDI NURWALIYAH, SE

NrP. 19760201 200502 2 005

AKTIVITAS



Sekretaris Badan Kepegawaian

Benteng,4 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,

dan Pengem Sumber Daya Manusia,

ANDI TRIYANTI M SDALIF ANDI NURWALIYAH, SE

SUBKEGIATAN IN D IKATO R AKTIVITAS RENCANA AKSI ANGGARAN
WAKTU PELAKSANAAN

]AN FEB MAR APRI( MEI JU NI ,IULI \GU5 SEPT OKT NOV DES

1, Koordinasi dan

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

SKPD

Laporan

Keuangan Akhir

Tahun

Penyusunan

Laporan Keuangan

Akhir Tahun yang

tersusun

1. Mengumpulkan dan

mencatat transaksi
pada jurnal

2 Memposting jurnal

kedalam buku besar

3 Menyusun neraca

saldo
4 Menyusun data

untuk membuat
jurnal pengeluaran

5 Menyusun Neraca

lajur

6 Menyusun Laporan

Keuangan

Rp 2.765.000

Rp 2.765.000

NtP. 19780520 200604 2 036

s MM
NtP. 19760201 200502 2 005

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 14,2023

NO,



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAI\I SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. I Telp. (0414) 2rrlE Fax (0414) 2lll8
BENTENG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, traJrsparan dan
akuntabet serta b€rorientasi pada hasil, k"-i yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALEKSANDER, ST., MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIEAr PERIAUA.

Nama : PATIA AMIR, SP

Jabatan : Kepala Badan Kepega*raian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Selaku atasan pihak pertsma, selanjutnya disebut PIEAN BEDUA.

Pihak pertama be{anji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalan rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan p€ncapaian target
kinerja Grs€but menjadi tanggung jawab karni.

Pihak kedua akar melakukan supervisi yang diperlukan s€rta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka prsmberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 4 Januari 2O23

Pihak Kedua,

uu
NIP. 1 964 9871 1 1003 NIP. 197605092006041015

PERJANJIAIY XII{ERJA TAHUN 2023



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEIVERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KER'A"/ANGGARAN BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI (EPEGAWAIAN TA 2023

NO SUBKEGIATAN INDIXATOR AKTIVITAS ANG6ARAN OUTPUT

1 Penyusunan rencana kebutuhan, ienis
dan jumlah jabatan untuk pelakranaan

pengadaan ASN

Data kebutuhan ASN dan Formasi

Pengadaan ASN

Penyusunan Data kebutuhan ASN dan

Formasi Pengadaan ASN.

41.A10.300 Laporan

2 Koordinasi dan fasilitasi pen8adaan PNs

dan PPPK

Dokumen kepegawalan Pengusulan Karis Karsu 35.060.000 Laporan

Pengusulan dan penerbitan S(

Kepegawaian.

Laporan

3 Evaluasi pengadaan ASN dan penSadaan

ASN

Seleksi pengadaan ASN Koordinasl dengan lnstansi terkait 22.503.000 Iaporan

Pelaksanaan Seleksi

4 Koordinasi pelaksanaan administrasi
pemberhentiah

Terbitnya SK Pensiun Pengurulan dan Penerbitan 5K Pensiun 13.246.000 Laporan

Sosia isasi tentanB ketaspenan Laporan

5 Fasilitasi lembaga profesi ASN Kemitraan lembaga dan profesi

ASN

Pen8ukuhan PenSurus dan AngSota

KORPRI

19.965.000 Laporan

Pelaksanaan Upacara HUT (ORPRI

tintkat Kabupaten KepulaLran Selayar

Laporan

Fasllitasi Kelembagaan Profesi ASN

Melalul Pemutakhiran oata Peserta

Tapera

Perlindungan ASN melalui Fasilita5i

KelembaSaan BP.IS Ketenagakerjaan

Laporan

Perlindungan ASN melalui Pemutakhiran

Data Peserta BPls Kesehatan

Laporan

Farilitasi ASN dengan PT Taspen Laporan

7 PenSelolaan data kepegawaian Updating Data pada Aplikasi

Kepegawaian

Pengelolaan informasi kepegawaian
pada SIASN dan SIMPEG

49.142.N0 Laporan

Sinkronisasi data kepeSawaian Laporan

Laporan



NO SUBKEGIATAN INDIXATOR AKTIVITAS ANGGARAN OUTPUT

8 Evaluasi data, Informasi dan sistem

informasi kepegawaian

Dokumen Evaluasi Data, lnformasi

dan Sistem lnrorma5i
(epegawaian.

Pemeliharaan dan pengembangan

Aplika5iSimpeg.

Laporan

Evaluasi dan Pelaporan Data lnformasi

Kepegawaian

9 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Arsip dokumen ASN yanS tertata
dentan baik

Penatausahaan arsip fisik ASN 12.990.000 Laporan

10 Dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada

SKPD

PenSSunaan aplikasi berbasis

elektronik dalam bidang

kepeSawaian

Penyiapan sarana penyimpanan

database kepegawaian.

38.573.000 [aporan

Sosialisasi penggunaan aplikasi

kepegawaian.

Laporan

PIHA( KEDUA,

NI L27 19A7 117003

Benteng, 4 Januari 2023

T

NtP. 197605092006041015

12.153.000



PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/(OTA

RENCANA KERJA/ANGGARAN 8lDAN6 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN TA 2023

WAKTU P€TAKSANAAN

FEB MEI JUN JUt AUG SEPT OKT NOV oEs
OUTPUTANGGARANAKTIVITASINDIKATORNO SUBXEGIATAN

LaporanPenyusunan Data kebltuhan ASN

den Formasi Pengadaan ASN.
Data kebutuhan AsN dan

Formasi Pengadaan ASN
1 Penyusunan rencana

kebutuhan, jenls danlumlah

iabatan untuk Pelaksanaan
LaporanPengusulan (aris (arsu

Laporan
35.060.000

PenSusulan dan penerbitan SK

KepeBawaian.

Dokumen kepegawa an2 Xoordinasi dan fasilitasi
penSadaan PNS dan PPPK

[aporanKoordinasi den8an lnstans terkaltSeleksi pengad.an ASNEvaluasi pengadaan ASN dan
pengadaan AsN

3

[aporanPenBUsulan dan Penerbitan SK

[aporan

13.245.000

Sosiallsasl tentang ketaspenan

Terbitnya SK PensiunXoordinasi pelaksanaan

admlnistrasi pemberhentian

Pengukuhan Pengurus dan

Anggota KORPR

LaporanPelaksanaan Upacara HUT

KORPRI tinBkat Kabupaten

LaporanFasilitasi Kelerhbagaan Profesi

ASN Melalui Pemutakhiran Data

Peserta Tapera

[aporanPerlindungan ASN melalui

Fasilitasi KelembaBaan EPJs

LaporanPerlind!n8an ASN melalui

Pemutakhkan oata Peserta EPJS

19 965.000

LaporanFasilitasiASN den8an PT TasPen

Kemitraan lembaga dan profesi

ASN

Fasilltasi lembaBa profesi AsN5

LaporanPengelolaan lnformasi

Kepe8awaian pada SIASN dan

SIMPEG

49 742.000

Sinkronisasi Data (epe8awaian

Updating oata pada APlikasl

xepegawaian
PenseloLaan data kepegawalan1

LaporanPemeliharaan dan
penBembangan APlikasi SimPeg

12.153.000

Evaluasi dan Pelaporan Data

lnformasiXePegawaian

ookumen Evaluasioata,

lnformasi dan Sistem lnformasi

Kepegawaian.

Evaluasi data. informasi dan

sistem inforrnasi kepegawaian

IITIITTIIIIIIIIIIIIIIITIITIITTIIIIIIII I

ltr
ll
ltII

47.870.300

22.s03.000

Laporan

8



5UBKEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS ANGGARAN OUTPUT
WAfiU PETAKSANAAN

FEB MEI IUN IJUL AUG SEPT OKT NOV DES

Penatausahaan arslp dinamis
pada SKPD

Penataan Arsip aSN Penatausahaan arsip fisik ASN 12.q90.OOO

10 DLrkunSan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis

elektronik pada SKP0

Pengtunaan aplikasi berbasis

elektronik dalam bidang

kepegawaian

Penyiapan sarana penyimpanan

database kepegawaian.

Laporan

Soslalisasi penggunaan aplikasi

kepegawaian.

[aporan

Benteng, 4 Januari 2023

PIHA( KEDUA,

N 11271987111003 NIP 19 006041015

NO

9 laporan

38.573.000



PEMIRINTNI KABUPATEN KEPULAUAIT STLAYAR
BADAIT XEPEGAWAIAN DAI| PENGETIBAITGAIT ST'If,BER DAYA UA.ITUSIA

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812,Sulawesi Selatan
Telepon (04'14)22333, Faximile lO4l41 21463

PER.'ANJIAN KIT{ER^IA TAIIIIT{ 2023

Dalam rangka mewujudkan mEmajemen pemerintalian yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Hasniati, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Patta Amir, S.P

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Surnber Daya

Manusia.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran pe{anjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen pereilcanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab karrri.

Pihak kedua akan melakukaa supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dan pe{anjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam ralgka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Jaruari 2023

Pihak Pertama,

W
s.P IIIIR EASTYIATI, S,Sos.,U.Si

NIP tt27 t987tt t oo3 NrP. 19710623 201001 2 003

Pihak Kedua,



NO. INDIKATOR AXTIVITAS ANGCARAN

I PENGELOLAAN PEN DIDIKAN
LAN'UTAN ASN

FASILITASI ASN YANG MENIRIMA
BANTUAN TUGAS BELA'AR DAN
PENYELESAIAN PENDIDIKAN

1 FASILITASI ASN YANG MENERIMA
BANTUAN TUGAS BELA'AR DNA
BANTUAN PENYELESAIAN PENDIDIKAN

Rp 271.196.000

2 MONITORINGDAN EVALUASI ASN YANC

SEDANG MELAXUKAN TUGAS BELAIAR
DAN IZIN BELA'AR

FASILITASI PENERBITAN SK TUGAS
BELA'AR, SURATIZIN BELAJAR DAN SURAT
KETERANGAN PENINCKATAN PENDIDIKAN

1 FASIUTASI PENERBITAN SK TUGAS
BEI.A'AR, SURAT IZIN BELA'AR DAN
SURAT KETERANGAN PENINGKATAN
PENDIDIKAN

z XOORDINASI DAN KERJASAMA

PELAKSANAAN DIKLAT
KOORDINASI DAN KERIASAMA

PELAKSANAAN DIKLAT
1 KOORDINASI DAN XERIASAMA

PELAKSANAAN DIKLAT DENCAN

BPSDMA PROVINSI DAN PUSLATBANG
KMP LAN

Rp 95.500.000

PENYELENCGAR.AAN PELATIHAN.
SOSIALISASI/ BIMBINGAN TEXNIS,
WORXSHOP PENGEMBANCAN
KOMPE]ENSI ASN

1 PELAKSANAAN BIMTTK PENGENALAN
APLIKASI PENGEMBANGAN
I(OMPE'TENSI

3 KOORDINAST DAN IGR'ASAMA
PELAKSANAAN DIIGAT
FUNCSIONAL

FASIUTASI ASN YANG AKAN MENGIKI,TI
DIKLAT IAEATAN FUNCSIONAL

FASILITASI ASN YANG AKAN
MENGIKUTI DIKLAT JABATAN
FUNGSIONAL

Rp 10.000.000

4 PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KOMPEIENSI
TEKNIS UMUM,INTI DAN PILIHAN
BACI IABATAN ADMINISTRASI
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KONKUREN,
PERANG(AT DAERAH PENUNIANC
DAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

FASILITASI PELAKSANAAN BIMTEK BAGI

,ABATAN TEXNIS FUNGSIONAL
1 TASILITASI PELAKSANAAN BIMTEK

BACI IABATAN TEKNIS FUNGSIONAL
Rp 436752.000

FASILITASI PELAKSANAAN BIMTEK BAGI

]AEATAN ]EKNIS NON FUNGSIONAL
2 FASUTASI PELAKSANAAN BIMTEK

EAGI IABATAN TEKNIS NON

TUNGSIONAL

s PENYELENC,GARAAN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

BAGI PIMPINAN DAERAH,

JABATAN PIMPINAN TINGCI,

IABATAN FUNCSIONAL,
KEPEMIMPINAN DAN
PRAIABATAN

FASILITASI PELAKSANAAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL BAGI PEJABAT
ESELON II

1 FASILIIASI PEIArcANAAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL BAGI

PEIABAT ESELON II

Rp 365.883.mo

FASILITASI PET,AKSANAAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR BACI
PEIABATESELON IIIA DAN IIIB

2

FASILITASI PELAKSANAAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR BAGI
PEIABATESELON IIIA DAN IIIB

TOTAL Rp 1.179.331.000

Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawalan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Benteng. 4Januarl 2023

Kabid. Pentembangan SDM Aparatur

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJA/ANGGARAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM APARATUR TA 2023

NUn HASNIATI, 5.503..M.Sl

NtP. 19710523 201@1 2 @3Pelhbina Utama Muda

NIP 127 198711 1m3

SUBKECIATAN



NO SUBKEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS ANGGARAN OUTPUT

1 PENGELOLAAN PENDIDIKAN

LANJUTAN ASN
FASILITASI ASN YANG MENERIMA BANTUAN

TUCAS BELA]AR DAN PENYELESAIAN

PENDIDIKAN

1 FASILITASI ASN YANG MENERIMA BANTUAN
TUGAS BELA'AR DNA BANTUAN
PENYELESAIAN PENDIDIKAN

Rp 271.t96.000

2 MONITORING DAN EVALUASI ASN YANG
SEDANG MELAKUKAN TUGAS BELA'AR DAN
IZIN BELAIAR

1 FASILITASI PENERBITAN SK TUGAS

EELAIAR, SURAT IZIN BELAJAR DAN SURAT
KETERANGAN PENINCKATAN PENDIDIKAN

LAPORAN

LAPORAN

LAPORAN

LAPORAN

LAPORAN

LAPORAN

LAPORAN

LAPORAN

FASILITASI PENERBITAN SK TUCAS BELA'AR,
SURAT IZIN BELAJAR DAN SURAT KETERANCAN
PENI NGKATAN PENDI DI KAN

2 KOORDINASI DAN KERJASAMA

PELAKSANAAN DIKLAT
KOORDINASI DAN KERJASAMA PELAKSANAAN

DIKLAT
1 KOORDINASI DAN KERIASAMA

PELAKSANAAN DIKLAT DENGAN LEMBAGA
PELAKSANA DIKLAT PROVINSI

Rp 95.500.000

PENYELENGCARAAN PELATIHAN, SOSIALISASI/

BIMBINGAN TEKNIS. WORKSHOP

PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

3 KOORDINASI DAN KERIASAMA

PELAKSANAAN DIKLAT FUNGSIONAL
FASILITASI ASN YANG AKAN MENCIKUTI
DIKLAT ]ABATAN FU NGSIONAL

1 FASILITASI ASN YANG AKAN MENCIKUTI
DIKLAT IABATAN FUNCSIONAL

Rp 10.000.000

4 PENYELENGCARAAN
PENCEMBANGAN KOMPETENSI

TEKNIS UMUM, INTI DAN PILIHAN
BAGI IABATAN ADMINISTRASI
PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN KONKUREN,
PERANCKAT DAERAH PENUNJANG

DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

FASILITASI PELAKSANAAN BIMTEK BACI

JABATAN TEKNIS FUNCSIONAL
1 FASILITASI PELAKSANAAN BIMTEK BAGI

IABATAN TEKNIS FUNGSIONAL

Rp 436.752.000

FASILITASI PELAKSANAAN BIMTEK BAGI

IABATAN TEKNIS NON FUNGSIONAL
1 FASILITASI PELAKSANAAN BIMTEK BACI

)ABATAN TEKNIS NON FUNGSIONAL

PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJA/ANGGARAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM APARATURTA 2023

1 PELAKSANAAN BIMTEK PENGENALAN
APLIKASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI



5 PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI EACI
PIMPINAN DAERAH,'ABATAN
PIMPINAN TINGCI, ]ABATAN
FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN
PRA'ABATAN

FASI LITASI PELAKSANAAN PELATI HAN

KEPEMIMPINAN NASIONAL BAGI PEJABAT

ESELON II

1 FASILITASI PELAKSANAAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL BACI PEJABAT

ESELON II

Rp 365.883.OOO LAPORAN

LAPORANFASILITASI PELAKSANAAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR BAGI

PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB

2 FASILITASI PELAKSANAAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR BACI
PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB

TOTAL Rp 1.179.331.000

Mengetahui,
PengembanSan Sumber Daya

Pa

NIP

Pembina Utama Muda

1127 198711 1 003

Benten& 4 Januari 2023

Kabid. Pengembangan SDM Aparatur

NUR HASNIATI, S.Sos.,M.Si

NlP. 19710623 201001 2 003



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERIA/ANGCARAN KEPALA EIDANC PENGEMBANGAI{ SDM APARATUR TA 2023

INI)I(A1'OR

PINGELOLTAX
PEXDTDI(IN llN|m x

FASII ITASI ASll YANC I{ENIRIMA
BAIITUAN TUGAS AEI]\IAtr DTIi
PENYELf, SATAN PENDIDIXAN

I I F,ASILITASI ASN YANG MTNIRIM.A SANIUAN
lruces ret-erlr oNa sarrulx
t".*,,-,.trD!trn,nPrN
MOMTOruNG DAI{ FIr'ALUASI ASN YANG

SEDAIiG MEI,AXUXAN TUGAS BEI,AIAR DAN

fASILITASI PININBNAN S( TUCAS

BII"AIAR, SURTT T'IN AEL TR DAN

S0RAT(!TEn XGTX

PENIN6XATAN PENDIDIXAN

FASILITASI PGI{EiBITAN SK TUGAS

afl-ala& SuR TIztNaEL lAf,DAri SUI T
(EIIRANGAN PEIIINGX-^TAN PENDIOIXAIi

2 (OORDINA' DTX xooRDlxlsl Drlx xrRlASAMr I XOORDIll}tSl D,{li I(IRIASAT,I^

PEI.A(SANAAI{DIXLATDENGANBPSDMA

PEIIIYEf,ENESBAII PIT'ItMN,
sosuus^g/ BIvBrNGaN TEKilt
WOil(sHOP PENGEMBANCAN
I(oMPETENSI ASN

I PE|A(S NAAN EIIITEK PENGENAI.AIi

lru&tslPENGEME IICAI{ l(OvPET[NSl

{OONDINASI DAN

N'NGgONrI

FA9I,ITASI AsN YANG A(^N
ltEr{crl(uTl DlxLaT IAB TAN

FUNGSIOI{AL

I FASILITASI ASII YANG A(AN MENGIKUTI

DII(LATIABATA FUNGSIONAL

PENYELEI{CCARIAN

(OMPETENSI TIXNIs
UMUM, INTI DAN

ADMINISIIIASI

unlsA'l PEU[nima$AN
l(ONKUTIN- PERANGYdT
DAESAII PENUNIANG

PEMEIINTATI^N U llf

[AS[,ITA5I PE|-ll6At{llr{ BItf lEl(
BAGI 

'AAATAN 

IIXN'S
I FASILIIAsI PEI,AXSAI{A,iN AIi,iTEX 846I

IAAATAIi TEKNIS FUNCSIONAL

,136.752000

FASIUTASI PELArcAIAAN EIMTIX
B^GI IABATAII TEXIIIS NOI{

astui^sr PELA(saliA r EIMTEK BAc,

|AAITAN TE(NIS NON FUNGSIONAI-

PENYELEN(.GANTAN
PENGEI{EAN6AI{
I(OIIPTTENSI BACI

T|i{6CI,I B TAN
N'NCsIONAL
XEPEMll,lPll{Al{ DAI{

FAgLTIASI PtrI,^XSANIA'I
PET.ATIIIAN (EPEYIXPIXA'{

NASIONAL B,{GI PEIA&{T ESILON II

I f ASILTIASI PEIAXSANAAIi PELATIHAX
xlPELllr{Pl&tx l{a9otial AACI PEI B T
ESELOT{ ll

r sn_rrAst pElll(s t{llr{
PEL{IIHA}I KIPEMIMPIIIAX
ADMINISIRATOT BAGI PEIABAT

IS€LON IIlr DAN IIIB

FASIIIIAST P€LJTXSAXAAN PELATIBAN

K;PEMIMPINAN AOI{IMSTNATOR 8A6I
PEIABAT ESELOI{ lll^ DAN llla

q 1.179.331.000

B.nl.n&4l qn2023

N 1271987111m3

illri H^st{un- s.s4.iaJl
Nrp 1s710623 201m1 2 003
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I

PROCRAM PENUN}ANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KER'A/ANGGARAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM APARATUR TA 2023

NO SUBXECIAIAN INDIXNlOR

F NI'ITA9 ASI{ YANG XEIIEIJXA
BAITTIJAX TUCAS A'LA'TR DAN

PEIYELESAIAI{ PEI{DIDIX X

I
rUC/IS BELAJAI DNA B^!{NJAN
P€}TYET.ESAIAN PENDIDIXAN

t. HENCII(ITNTARIS|R ASN Y IC lX lr
ME ENIMA BAIIIIJAX TUGAS BELAAR DAX
MIITUA'I Pf, XYELXS^IAII PETIDIDIXATI.

2, MENVERITIXASI AENXAS USULAII ASN

YAXG AXAII MENERIIIA BAXTUAX TUC.{S

AELAIAR &'EI{IPLESAIAI.I PEI{DIDITIAN

MONIIORIIIT; DAII $VALOASI I, IIEIAKU(AII I'OI{ITORII{G I(E TTUPAT
ASN iIELII(S,{NAXAN TUGAS AELAAR

2 MEITIIO&{N EVALUASI TIRHADAP ASN

YAiC raEr-AjcrxAxax Tucas BEl,{t i

fA9LITAsl PtrITESBIIAI{ SX fUGAS
BELA]A& SUNAT T'IX BELAIAR DAII

TEIIIiCICATAX PEXDIDIXAT

F/ISILITA T PEXERBTIAX S( TUCAS

B3I-AIA& SU IiAT T'IX BEITIAR DAX sI'RAT
KETER !{6AII PENINC&qT,AiI PEI{DIDIMX

I MEN6INVD'TTAI{ISIRASN IAI( AI(AN

MEI,II{'UTXAX PEXDIDIXAII

2 MEMP'NOSES PEI{ERIIITAN SI( IUOAS
Bsl-Al^& rz[r BILA|AR DAN srrf,r r

&JNiRANCAJ{PTXINCKATAX PE DILNX1X

3. MEIIVETIIIXASI SX TUGAS BET.AIAN,

$IRAT rrlx a€L^ltt DAx sut^T
ff TXn]1N'AN P[I{IIICXATAX P[I{DIDIXAN

FASIUTASI ASI{ YA'IG AXAN
raExclruTl Dlxr-Al laB,rTAl{

fASII,ITASI ASN YANC AXAN MENIiII(ON
DIC-AT AAIT X f UNCSIOIi I

1, I{EIIGINVEIITARISIR DAFIAR
XEBUIUHAII DII(AT IABA1 I TUTCSIOtAT

2. XEI{GXOORDIXASIXAI{ D X t(IRlAS lt^
DENCAII LEXEAGA PELA'(SAI{A DIXI.^T

3 rE 6t Sl,l,( X AsX UilTUt( taaxcllftTr
IABATAN TUNSIOIIAI SESUII I(EAIILIAII

a r{El-axsaxax x fasrr-rTAsr /\sN YAxc

^xAN 
MnNCIXl,ll DIt\:l.Al IAI,AIAN

Bdt n& ,t leErl 2023

Yqbid P.rambcig.n SDM Ap.r.tur

1271!47111@3

NUR tl^Sr{lAn S.5or. .51

NrP 19710623 201m12 03



PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KER]A/ANGGARAN KEPALA BIDANG PENCEMBANGAN SDM APARATUR TA 2023

IIJIJ
INDIXATOR Al(TIVITAS RENCANAAKSINO, SUBKEGIATAI{

1 MENGINI'ENTARISIR PENDIDIKAN DAN
. LA1THAN YANG DII]UIUH(AN OLEH PNS

1 XOORDINASI DAN XI:R'ASAMA
PEI"A(SANAIN DIKIJ1TDENCAN LEMBACA
P[LAXSANA DIXLAI'

2 MILAXSANAXAN XOORDINASI DAN
KER'ASA!{A DENcAN PEI,AXSANA DIKLAT

I(OORDINASI DAN

PELAIGANAAN DI(LAT

XOORDIN SI I)AN (ERIASAMA

PEIAXS NANN DIKLI'I'

I MSNGINVEI{TAflSIR DATA PNS YA'{6 AIir{N
MENGIX1,n BIMIEI(PiI,IGENAA{
APUXASI PENGTMAANGAN I(OMPEIINSI

Rp ,136.752.000

2 MEMBUAT I(ONSIP PENYEIENGGARAAN

AIMTE( PENGENAI,AN APLIKASI
PENGEMBANGAN KOMPETENN

3 MENCANALI SI5 METODE YANIIC AIGI{
DICUNAI(AN UNTUK PI'NYELENGGARAAN

BIMTEK PENGENAIAN APUKASI
PENCf, MAANGAN KOMPETENSI

.t PEI{YELEN66AIIAANAIMTE(PENCENAIAN
IPUI(A9 PENGEMBAJ{GAII KOMPEI'NS

PEI{YELf, NGcARMII PELATIHAI.I.
SOSI USASI/ BIMAINGAN TEKNIS,

WORI$HOP PENGEI'TBANGTIN

I(OI'PETENS ASI,{

t PELARSAI{AAN BIMTEK PENCf,NAIIN
APLII(^SI PENGEMAANGAN ROMPEIENSI

5 PEI-ArcAXAAI{ EVAI,OASI DAI{ PELAMIAN

I MIN6INWN'IARISIR DA'TAASN YANC AKAN
MENGIKIM BIMTE( DACI IABATAN IIXNIS
FIINGSIONAI

2 MENGUSIJIJGN ASN UNTUX Mf,NGIKlTr
,AEATAN Tf, XNIS N'NGNONAL

FASII.ITA$ PTJIr'lXSANAAN 8IMl'I:I(
BAGI JAEATAN TIKNIS FUNGSrcNAL

I IASIUTASI PELAIGANAAN AIMTT( BAGI

JABATAN TIKNIS FUNGS]ONAI

MFI'rGfi{VEnTlRlsIR D TA ASN Y J{CAX J{

MENGIK.ITI BIT,OEX BAcl hAATAN TEI(NIS
NON FUNGSIONAI,

2 MENCUSULXIN ASN I'NTU( MENGI(UTI

JAAATAN Tf,KNIS NON FIINCSIONAI

2 PETIYELENGGAS/IAI{

PENGEMAANGAN

XOMPETf,NSI T!(NIS
UMUi,I,INTI DAN PIUHAN

ADMINISTNASI
PENYEI,'NGCAiAAN
URUSAN PEMEruNTAHAN
I(OIiKUREN, PERAT{GXAT

DAf,RAH PENUN]AT{G

DAN URUSA'{
PEMERIII^IIAN UMUM

[AgUTAsl PELA(SANMII EIMTEX
BAd 

'AAATAN 

TEKNIS NON

F1JNCSIONAL

I fASIUI'A9 PELA(IiANAAN BII{TE( BACI

JAAATAN TII(NIS NON FI'NGSIONAL

ip 532.25?.000
IIIIIIIm

IIIII

r
T

Kepala Badan

Strterg 4 laDrari 2023

Kabid. PenS.mbarSan SDM Aparatur

NI 12719871110O3

ItUl tlAS An. S,sor..M,g
NtP.19710623 201@12 @3
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJA/ANGGARAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM APARATUR TA 2023

NO SI]BXEGIATAN INT)IKATOR AI(TIVITAS
WA(TU PEI-A(SANA4N

IAN II]NI ILII,I stiPl' 0I(T NOV

1 PENYELENCGARAAN

PENGEMBANGAN
(OMPETENSI BAGI

PIMPINAN DAf,RAH.

JAAATAN PIMPINAN
TINGGI, IABATAN
FUNGSIONAI,

KEPEMIMPINAN DAN

FASILITASI PELA(SANAAN
PEt.lTIHAN KIPOMIMPINAN
NASIONAI BAGI PE'ABAT ESELON II

I FASIT 
'ASI 

PEI.A(SANAAN PEI,AT'HAN

ICPEMIMPINAN NASIONALBACI PE'ABAT
ESELONII

1 MENCINWNTARISIR DATA PEJAtsA I ESELON

II YANG BELUM MENGIKUTI PELATIHAI{
XIPIjMIMPINAN NASIONA!BAGI PE'ABAT
ESEI-ONII

? MENGUSULKAN CAI,ON PESERI'A

PELATI HAN KEPEMIMPINAN N SIONAL

Rp 355.843 00O

TA9LITAg PELA(SANAAN
PEI.ATIHAN KEPEMIMPINAN
ADMINISTNATOR BACI PEIABAT
ESTLON IIIA DAN IIIA

I FASIUTASI PELAXSANAAN PEI-A'IIHAN
KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR BACI
PEJAAAT ESELON IIIA DAN IIIB

I MNNGINWNTARISIR DATA PEJAAAT ESELON

II YANG BELUM MENGIKU I1 PELATIIIAN
I JPEMI MPINAN ADMINISTRATOR BACI
PIJAIAT ESELON III

2 MTNCUSUL(AN'ALON I'ESERTA

PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ADMINISTRAMR

Kepala Badan Kep

B€nten& 4 ,anuari 2023

Kabid. Pedg€mbegan SDM Aparatur

s.P

1271947111m3

l{UR HASI{lAn, S.S.s..M.Sl

NtP.19710623 201001 2 003
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SETAYAR

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JIn.lend. Ahmad Yani No. 1Benteng,92812 Sulawesi Selatan

Telp (0414 ) 22333, Faximile (0414) 21453

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Na ma :ANDI BERLIAN EVAWANI, S.T

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Na ma : PATTA AMIR, S.P

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berlanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepertr yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Benteng,4 nuari 2023J

Pihak Kedua,

PA s.P

Pihak Pe ma

ANI S.ST

NI 1.1.2119811.t1OO3 NrP. 197203181993032007



NO SUBKEGIATAN IN D IKATO R AKTIVITAS ANGGARAN

t

2

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Pengelolaan Mutasi ASN

Penyelengaraan Kenaikan Pangkat, .labatan

Fungsional dan Pencantuman Gelar PNS

Jumlah ASN yang dimutasi

1 Melaksanakan pemrosesan kenaikan

pangkat PNS periode April dan Oktober 2023

2 Melaksanakan pemrosesan SK jabatan

Fungsional

3 Melaksanakan pemrosesan pencatuman

gelar PNs

1 Penyusunan SK penempatan ASN selesai

tugas belajar

2 Pelaksanaan pelantikan pejabat yang

dimutasi, rotasi dan promosi

3 Penyusunan SK jabatan

4 ldentifikasi usulan penempatan ASN

5 Fasilitasi permohonan ASN pindah masuk

dan keluar

Rp 140.325.200

Rp 43.279.400

PROGRAM PENU NJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KER'A/ANGGARAN BIDANG MUTASI, PROMOSI, PENILAIAN KINER.JA DAN PENGHARGAAN TA 2023



3

4

5

Pengelolaan Promosi ASN

Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Pelaksa naa n Penilaia n dan

Eva luasi Kinerja Apa ratur

lumlah ASN yang dipromosi

Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian ljazah ASN

Jumlah ASN yang MemenuhiSyarat Untuk
Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Laporan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja

Apa ratur Ya ng Tersusu n

1 ldentifikasi jabatan pimpinan tinggi pratama

yang lowong

2 Penyusunan dokumen perencanaan seleksi

terbuka
3 Koordinasiterkait pelaksanaan seleksi

terbuka

4 Pengiriman dokumen/kelengkapan berkas

melalui aplikasi SUAPTI

5 Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

1 ldentifikasi Calon Peserta Ujian Dinas/Ujian

Penyesuaian l.iazah

2 Koordinasi Terkait Pelaksanaan /Fasilitasi
Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian ljazah

Penyelenggaraan/Fasilitasi Pelaksanaan Ujian

3 Dinas/Ujian Penyesuaian ljazah

Penerimaan surat tanda lulus ujian

4 dinas/ujian penyesuaian ijazah

1 Fasilitasi pembuatan surat
pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

1 Sosialisasi Dan Pendampingan

Penyusu nan Sasaran Kinerja Aparatur
Laporan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja

Apa rat u r
2

Rp 239.301.200

Rp 9.388.000

Rp 8.006.100



6

1

8

9

10

Pengelolaan Pemberian

Pegha rgaa n Bagi Pegawai

Eva luasi Pelaksa naan Pemberian

Pengha rgaan dan Tanda Jasa

Apa ratur

Pembinaan Disiplin ASN

Pengelolaa n Penyelesa ia n

Pe la ngga ra n Disiplin ASN

Monitoring Evaluasi dan

Penilaian Kinerja ASN

ASN Berprestasi yang Diberika n

Pengha rga a n

ASN yang Menerima Penghargaan Satya

Lencana Karya Satya

ASN yang Mendapatkan Pembinaan

J u mlah Pelanggaran Disiplin yang

Dikelola/Ditindaklanjuti

Pengelolaan Data Kinerja ASN

1 Pelaksa naan Pemberian Penghargaan

ASN Berprestasi

Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Satya Lencana Karya Satya
L

1 Pelaksanaan pembinaan Disiplin ASN

1
Pela ksa naa n Penyelesaian Pelanggaran

D isip lin

1
Pela ksa naa n monitoring dan eva luasi

SKP

Rp 34,316.000

Rp 18.402.000

Rp 72.734.600

Rp 12.575.000

Rp 2.201.900

Total Rp 520.530.40O

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia,

Benten& 4lanuari 2023

Kepala Bidan8 Mutasi, Promosi, Penilian Kinerja

dan Penghargaan,

ANDI BERLIAN EVAWANI, 5.ST

NtP. 197203181993032007
P s.P

NI 1t27 BA7 711003



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KER-]A/ANGGARAN BIDANG IVlUTASI, PROMOSI, PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN TA 2023

NO SUBKEGIATAN IN DIKATOR AKTIVITAS ANGGARAN OUTPUT

1

2

Pengelolaan Kenaikan PanSkat ASN

Pengelolaan MutasiASN

Penyelengaraan Kenaikan PanBkat, Jabatan

Fungsional dan Pencantuman Gelar PNS

Jumlah ASN yang dimutasi

1 Melaksanakan pemrosesan kenaikan
pangkat PNS periode April dan Oktober 2023

2 Melakanakan pemrosesan sKjabatan
Fungsional

3 Melaksanakan pemrosesan pencatuman

Belar PNS

1 Penyusunan SK penempatan ASN selesai

tugas belajar

2 Pelakanaan pelantlkan pejabat yanS

dimutasi, rotasi dan promosi

3 Penyusunan SK jabatan

4 ldentifikasi usulan penempatan ASN

5 Fasilitasipermohonan ASN pindah masuk

dan keluar

Rp 145.325.200

Rp 43.279.4@

SK Pangkat

SK FunBsional

SK Penempatan

Laporan

SK labatan

Surat Perintah

Rekomendasi Pindah

Masuk Keluar

SK Pencantuman
gelar



3

4

5

Pengelolaan Promosi ASN

Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi

Kinerja Aparatur

Jumlah ASN yang dipromosi

Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian ljazah AsN

Jumlah ASN yang Memenuhi syarat Untuk

Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Laporan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja

Aparatur Yang Tersusun

1 ldentifikasi jabatan pimpinan tinBgi pratama

yang lowong

2 Penyusunan dokumen perencanaan seleki
terbuka

3 Koordinasiterkait pelaksanaan seleksi

terbuka

4 Pengiriman dokumen/kelengkapan berkas

melalui aplikasi SIJAPTI

5 Penyusunan laporan pelaksanaan ke8iatan

1 ldentifikasi Calon Peserta Ujian Dinas/Ujian

Penyesuaian ljazah

Koordinasi Terkait Pelaksanaan /Fasilitasi
Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian ljazah

Penyelenggaraan/Fasilitasi Pelaksanaan

Ulian Dinas/Ujian Penyesuaian ljazah

Penerimaan surat tanda lulus ujian

2

3

4

1 Fasilitasi pembuatan surat
pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

1 Sosialisasi Dan Pendampingan

Penyusunan Sasaran Kinerja Aparatur
Laporan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja

Aparatu r
2

Rp 239.301.200

Rp 9.388.000

Rp 8.006.100

La poran

Laporan

Dokumen

Laporan

Data calon peserta

Laporan

Laporan

Sertifikat

Surat pemberitahuan

KGB

Laporan SKP

Laporan penilaian ASN

Dokumen
perencanaan



6

7

8

9

10

Pengelolaan Pemberian

Peghargaan BaSi Pegawai

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian

Penghargaan dan Tanda Jasa

Aparatur

Pembinaan Disiplin AsN

Pengelolaan Penyelesaian

Pelanggaran Disiplin ASN

Monitoring Evaluasi dan Penilaian

Kinerja ASN

ASN Berprestasi yang Diberikan

Penghargaan

ASN yang Menerima Penghargaan Satya

Lencana Karya Satya

ASN ya ng Mendapatkan Pembinaan

lumlah Pelanggaran Disiplin yang

Dikelola/Ditindaklanjuti

Pengelolaan Data Kinerja ASN

L Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

ASN Berprestasi

Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Satya Lencana Karya SatYa
1

L Pelaksanaan pembinaan Disiplin ASN

1
Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran

Disiplin

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

l SKP

Rp 34.315.000

Rp 18.402.000

Rp 12.134.&0

Rp 12.576.000

Rp 2,201.900

SK PNS Berprestasi

Piagam penghargaan

Berita acara
pemeriksaan

Surat Keputusan

Laporan penilaian

kinerja PNs

Total Rp 525.530.400

Kepala Badan Kepegawaian dan PenBembangan

Sumber Daya N.4anusia,

S.P

NIP 121 1987 1.1.1.003

Benteng, 4 Januari 2023

Kepala Bldang Mutasi, Promosi, Penilian Kinerja

dan Penghargaan,

ANDI BERLIAN EVAWANI, S.ST

NtP. 197203181993032007



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA

RENCANA KERJA/ANGGARAN BIDANG MUTASI, PROMOSI, PENILAIAN KINERIA DAN PENGHARGAAN TA 2023

WAKTI] PFIA(SANAAN

NOV DE5

AKTIVITASINDIKATORSUBKEGIATANNO.

745.325.2@

Rp 43,219.4@

239.301.200Rp

Rp1 Melaksanakan pemrosesan kena kan

pan8kat PNS periode Aprildan Oktober 2023

3 Meiaksanakan pemrosesan pencantuman

Selar PNS

1 Penyusunan SK penempatan ASN selesai

tuSas bela.jar

2 Pelaksanaan oelantikan peiabat yang

dimutasi, rotasi dan Promosi

3 Penyusunan SK labatan

4 ldentifikasi usulan penempatan ASN

5 Faelitasi permohonan ASN pindah masuk

dah keluar

6 Penyusunan SK pindah masuk dan keluar

1 ldentifikasi jabatan pimpinan tin88i pratama

yanS lowong

2 Penyusunan dokumen perencanaan seleksi

terbuka

3 Koordinasi terkait pelaksanaan seleksi

terbuka

4 Pengiriman dokumen/kelenSkapan be.kas

melalui aplikasi SUAPTI

5 Fasilitasi permohonan ASN pindah masuk

dan keluar

Penyelengaraan Kenaikan PanSkat,

Jabatan FunSsionaldan

Pencantuman Gelar PNS

Jumlah ASN yanS dimutasi

Jumlah ASN yang dipromosi

2

3

Pengelolaan Kenaikan

Pangkat ASN

Pengelolaan MutasiASN

Pen8elolaan Promosi ASN

EE@@E@@@@E
ANGGARAN

L

2 Melaksanakan pemrosesan SK jabatan

FunBsional



4

5

5

7

8

Penrngkatan Kapasitas

Kinerja ASN

Pelakanaan Penilaian
dan EvaluasiKinerja

Aparatur

Pengelolaan Pemberian

PeShargaan Bagi

Pegawai

EvaluasiPelaksanaan

Pemberian

Penghargaan dan Tanda

.lasa Aparatur

Pembinaan Disiplin ASN

Penyeleng8araan Ujian Onas dan
Ujian Penyesuaian llazah ASN

.Jumlah ASN yanS Memenuhi
Sya rat Untuk Mendapatkan
Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Laporan Penilaian Dan Evaluasi

Kinerja Aparatur Yang Tersusun

ASN Berprestasi yanB Diberikan
Penghargaan

ASN yang Menerima
Penghargaan Satya Lencana

Karya Satya

ASN yang Mendapatkan
Pembinaan

1 ldentifikasi Calon Peserta Ujian Dinas/Ujjan
Penyesuaian ljazah

2 Koordrnasi Terkatt Pelaksanaan /Fagt,tasi
Ujian Dinavujian Penyesuaian ljazah

3 Penyelenggaraan/Fasilitasl Pelaksanaan
Ullan Dinayulian Penyesuaian ljazah

4 Penerimaan surat tanda lulus ujian
dinas/ujian penyesuaian ilazah

1 Fasilitasi pembuatan surat
pemberitahuan Kenaikan caji Berkala

1 Sosialisasi dan Pendampingan
Penyusunan 5asaran Kinerja Aparatur

2 Laporan Penilaian Dan EvaluasiKinerja
Aparatur

I Pelaksanaan Pemberian Penghargaan
ASN Berprestasi

1 Pelaksanaan pemberian Penghargaan
Satya Lencana Karya Satya

Pelaksanaan Pembinaan Disiplin ASN
1

9.388.0m

8.006.100

34.316.000

18.402.000

!2.734.6d]

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
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10

Pengelolaan

Penyelesaian

Pelanggaran Disiplin

ASN

Monitoring Evaluasi dan

Penilaian Kinerja ASN

Jumlah Pelanggaran Disiplin yang

Dikelola/Ditindaklanjuti

Pengelolaan Data Kiner.ia ASN

1 Pelalcanaan Penyelesaian Pelanggaran
Disiplin

1 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKP

Rp 12.576.000

Rp 2.201.900

Total Rp 525.530.400

Kepala Badan Kepe8awaaan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia,

NI

Benteng, 4lanuari 2023

Kepala Bidang Mutasl, Prgmosi, Penilian Kinerja

dan Pen8hargaan,

ANDI BERLIAN EVAWANI. S.ST

NtP. 1972031819930320071271987111003



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJA,,/ANGGARAN BIDANG MUTASI. PROMOSI, PENILAIAN KINER'A DAN PENGHARGAAN TA 2023

NO. INDIKATOR AKT]VITAS RENCANA AKSI ANGGARAN
WAKIU PELAKSANAAN

FEB ME ]UN AGUST SEPT orT NOV 0Es

I PenyelenSaraan Kenarkan

Pangkat, Jabatan FunBsional

dan Pencantuman Gelar PNS

1

2

Melaksanakan pemrosesan

lkenartan 
panttat PNs peflode

lApfll dan Oktoer 2023

Melaksanakan pemrosesan sK

jabatan Fun8sional

Menyusun jadwal penSsusulan

kenaikan pangkat PNS periode April
dan Oktober 2023

Melaksanakan pembagian tutas
kepada bawahan dalam rangka

kelancaran pemrosesan usul

kenaikan panSkat PNs periode April

dan Oktober tahun 2023

Melaksanakan pemantauan kepada

bawahan terhadap pelaksanaan

k€glatan pentelolaan kenai*an
pantkat

melalsanakan coadlint terhadap

bawahan

Melaksanakan evaluasi pentelolaan

kenaikan pangkat

Melalukan Paraf S( (enaikan

Pantkat PNS

Rp 145.325.200

SUBKEGIATAN

PenSelolaan Kenaikan

PanBkat ASN

1 Menerima dan menelaah disposisi

usul jabatan fungsional dari
pimpinan

2 m€ndisposisi usul Jabatan funBsional

kepada ba\i/ahan yanS membidanti
3 Melaksanakan pemantauan kepada

bawahan terhadap pemrosesan

berkas usul jabatan fun8slonal
4 melaksanakan coachinS terhadap

bawahan
5 Melaksanakan evaluasi pemrosesan

berkas usul jaatan fungsional
6 Me akukan Paraf SKjaatan

funEsionalPNS



3 Melaksanakan pemrosesan

pencatuman Selar PNS

1 Melaksanakan pemantauan kepada

bawahan terhadap pemrosesan usul

Pencatuman Selar dariunit kerja

terkait
2 melaksenakan chocint terh6d6p

3 Melaksanakan evaluasi pemro5esan

usul pencatuman Selar

2 Pentelolaan Mutasi

ASN

lumlah ASN yanS dimutasi I

2

3

Pelaksanaan pelantikan pejabat
yant d mutasi, rotasr dan promosl

Penyusunan SKjabatan

ldentifi kasi usulan penempatan

ASN

1 Mengidentifikasi usulan yanS

diberikan dari bidanSyanS
menantani tutas belajar

2 Menyusun SK Penempatan ASN

selesai tugas belajar berdasarkan
usulan dari bidanS yanB menanSani

1 Mentidentifikasi data Pejabat dari
bedasarkan usulan dari OPD

2 Menyusun konsep pej6batyang akan

di miJtasi, rotasidan promosi

3 Melaksanakan pelantikan pelabat

berdasarkan Peraturan perundanS-

undanBan yanS berlaku

4 Membuat Laporan Pelak5anaan

Mutas, rotasi dan Promosi

1 Meyus!n SK Jabatan berdasarkan
kolektif S( Pelantikan

Menyusun Surat Pernyataan

Pelantikan dan Surat Pernyataan
Melaksanakan TuSas peJabat yang

dilant k

Menyusun Berita Acara Pelant kan

untuk ditandatanEani oleh Pelabat
yang drlantik

Mengidentifikasi Usulan

Penempatan ASN berdasarkan
kebutuhan OPD

Rp 43.279.400
I

Penyusuoan 5K penempatan ASN
gelesai t'./8as belajar
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2 Menyusun Surat Perintah/SK

Penempatan ASN

L MenBidentifikasi berkas usulan ASN

3 PenSelolaan Promosr

ASN

umlah ASN yanS dipromosi

Penyelengtaraan Ujian Dnas
dan Ujian Penyesiraian ljazah

ASN

1

3

5

1

3

ldennfikasi Ja batan pimprnan

tingg pratama yanS lowong

Penvu5unan dokumen
perencanaan seleksi terbula

Koordinasi terke t pelaksanaan

seleksiterbuka

Pengirimarl

dokumen/kelengkapan berkas
melalui aplikasi SUAPTI

Penyusunan laporan pelaksanaan

keSiatan

ldentifikasi C.ilon Peserta Ujian

DinaYUjian Penyesuaian ljarah

lKoordinasi Terkait Pelaksanaan

/Fasilrtasi Ulran Dnayujran
Penyesuaian liazah

PenyelengSaraan/Fasilitasi

Pelaksanaan Ujian DinaVUjaan

Penyesuaian ljazah

Penerirnaan surat tanda lulus Lljian

d nas/ujian penyesuaran rjazah

1 MenBrdentrfikasi alasan jabatan
pimpinan tingg pratama lowonS

1 Menyusun ookumen Perencanaan

Seleksi Terb u k./Uji Kompetensi
berdasarkan identiflkasi I PTP

2 Menyusun kelenSkapan berkas
uslrlan Perencanaan Seleksr

Terbuka/Uji Kompetensl

3 Melakukan persiapan pelaksanaan

seleksi terbuka sesuai peraturan
perundan8-undahtan yang berlaku

1 melakukan koordinasi kepada pihak

terkart untul persiapan pelaksanaan

seleksiterbuka

1 Memantau proses pengiriman

dokumen/kelenSkapan berkas

1 Menyusun laporan pelaksanaan

keSiatan geleksr terbuka

I meniddentifikasidata ASN yanS

akan mengikutiUjian Dnasdan Pt

sesusi denSan persyaratan yant
1 Melakukan koordinasi kepada

lnstansi te*ait untuk fasilitasi
pelaksanaan Ujian Oinas dan Pt

1 Menyusun surat penBantar Sebatai
persyaratan menSikuti lJjian 0inas
dan Pl

2 Melakukan fasilitasl pelaksanaan

Ujian Dinasdan Pl bagi lnstansr yang

melaksanakan secara daring
1 MonitorinS kes€suaian Surat Tanda

Lulus Ujian Dinas dan Pl sesuai

denSan data AsN

Rp 239.301.200

Fas rtasr permohonan ASN pindah



4 Peningkatan Kapasitas

Kinerja ASN

lumlah ASN yang Memenuhi

Syarat Untuk Mendapatkan

Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

1 Fasilitasi pembuatan surat
pemberitahuan Kenaikan Gaji

Berkala

I Membagikan TuSas Kepada

Bawahan

2 MenSoreksidan Memaraf Draf
Surat Pemberitahuan KGB

3 Mendokumentasikan Surat
Pemberitahuan KGB

9.388.000Rp

5 Pelalganaan Penilaian

dan EvaluasiKinerja

Aparatur

Laporan Penilaian Dan

Evaluasi Kinerja Aparatur Yang

Tersusu n

I Sosialisasi Dan PendampinSan

Penyusunan Sasaran Xinerja

Aparatur

2 Pelaksanaan Penilaian Dan

Evaluasi (inerja Aparatur

I Mengadakan rapat internallerkart
pelaksanaan kegiatan

2 Melaksanaan Sosialisasi

3 PendampinSanpenyusunan

Sasaran Kanerja PeSawai

a L-aporan Pelaksanaan Ke8latan

8.006.100

6 Pengelolaan

Pemberian

Pethargaan Bagi

Pegawai

ASN Eerprestasiyans

Diberikan PenSharSaan

Pelaksanaan Pemberian

PengharSaan ASN Berprestasi

1 Mengadakan rapat internalterkait
pelaksanaan IeSiatan

2 Melaksanakan KeSaatan Sehksi
Administrasi dan Penilaian ASN

Berprestasi
3 Mengoreksi konsep Surat

Keputusan Terkait Pelaksanaan
(egiatan

a Penyerahan pnSharSaan ASN

Berprestasi

5 Menyediakan Laporan ASN

Berprestasi

Rp 34,316.000

ll
TIIIII
T

I
I

I
T I

rIIII
T IIII

TI

1 xonsultasi Ke Badan Kepegawaian

Negara
2 KonsultasiKe Badan Kepegawaian

Daerah ProvinsiSulsel



ASN yanB Menerima

Penthargaan Satya Lencana

Kerya Satya

Pelaksanaan Pemberian

PenBhargaan Satya Lencana

Karya Satya

1 MenSadakan rapat internal terkait
pelaksanaan ke8iatan

2 Memverifikasi Berkas Dokumen

Usulan PenShargaan Satya

Lencana Karya Satya
3 Melak5anakan penyerahan

penghargaan Satya Lencana Karya

Satya
4 Menyediakan Laporan ASN yang

Menerima Satya Lehcana l(arya

Satya

18.402.000Rp7 EvaluasiPelaksanaan

Pemberian

Pengharyaan dan

Tanda.lasa Aparatur

Pelaksanaan pemblnaan dlsiplin

ASN

1 MenSadakan rapat internal terkait
pelaksanaan kegaatan

2 Memaraf Surat TuSas Tim

Pemeriksa Pelanegaran Disiplin

3 Melaksanakan pengambilan BAP

terhadap pelapor dan terlapor

8 Melaksanakan Koord inasi Terlait
pelaksanaan Kegiatan

Rp 12.734,6@I Pembinaan Di5iplin

ASN

ASN yang Mendapatkan

Pembinaan

II

II I

a MenSorelsi dan Memaraf Surat

KeteranSan Tidal Pernah 0ijatuhi
Hukuman Disiplin sedang/Berat

s N4enSoreksi dan Memaraf Surat

Keterantan Tidak Pernah Drjatuhi

Hukuman Pidana
6 N4enSoreksidan Memaraf Konsep

Surat Keputusan terkart
Pemberian CutiASN

7 l,renyiapkan Laporan Pelaksanaan

KeBiatan



9 Pengelolaan

Penyelesaian

PelanSgaran Disiplin

ASN

Ju mlah PelanSgaran Disiplin

yanS Dikelola/Dirindaklanjuti

Pelaksanaan Penyelesaian

Pelanggaran 0isiplin

I Mengadakan rapat internal terkait
pelaksanaan kegiatan

Menindaklanjuti hasil laporan
pembinaan disiplin ASN

Mengoreksi dan Memaraf Surat

Panggalan Disiplln terhadap
pelapor dan terlapor
Mengoreksi dan Memaraf Surat

Tim Pemeriksa PelanSSaran

Disiplin

Men8oreksi, lvlemaraf dan

Menandatangani Berita Acara

Pelaksanaan SidanS Disiplin

Mentoreksi dan Memaraf Surat

Keputusan Bupata terkait
penjatuhan sanksi disiplin

Menylapkan Laporan Pelaksanaan

Ketlatan

Melalsanakan Koord inasi Te rka it
pelaksanaan Ke8iatan

Rp 12.S76.000

10 Monitoring Evaluasi

dan Penilaian Kinerja

ASN

Pen8elolaan Data Kinerja ASN Pelaksanaan monitoring dan

evaluasiSKP

I Melalsanakan Monev

menggunalan Aplilasi E-Kinerja

BKN
2 Laporan capaian kinerja orSanisasi

3 Melalsanakan Koord inasi Terka it
pelaksanaan Kegiatan

Rp 2.201.900

TOTAT Rp 525.530.4m

Kepala Bad6n Kepe8awaian dan PenSembangan

Sumber Daya M !5 a,

S.P

Eenten& 4lanuari 2023

Kepala BidanS Mutasi, Promosr, Penilian Kinerja

dan PengharSaan,

ANDI BERLIAN EVAWANI, S,ST

NP 1271987111003 NiP. 197203181993032007
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai  misi dan 

tujuan yang ingin dicapai perangkat daerah dalam rangka perwujudan 

good governance dalam memenuhi kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu 

kesatuan yaitu : 1) perencanaan stratejik, 2) perencanaan kinerja, 3) 

pengukuran kinerja, dan 4) pelaporan kinerja  

 
A. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran Kinerja Kegiatan merupakan sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian 

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. 

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, 

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023, dan Rencana Aksi  Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kepulauan Selayar tahun 2023 maka diperoleh data-data akurat 

mengenai perkembangan kinerja Badan Kepegawaian dan 



 

50 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu 1 tahun 

yaitu 2023.  

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari evaluasi program 

yang telah dilakukan secara berkala agar hasil yang diberikan dapat 

dijadikan acuan dan pedoman dalam memberikan rekomendasi-

rekomendasi peningkatan kinerja, perbaikan dan pengembangan 

perencanaan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia. 

Dalam pengukuran dan pelaporan kinerja dilakukan 

pengumpulan data kinerja atas Rencana Kerja Tahunan, Rencana 

Aksi yang dilakukan secara berkala dengan memperhatikan Indikator 

Kinerja Utama (IKU). Selain itu, dalam pengukuran dan pelaporan 

kinerja juga menyajikan pembandingan data kinerja ynag memadai 

antraa realisasi tahun 2023 (tahun ini) dengan tahun 2022 (tahun 

sebelumnya. Data-data tersebut digambarkan secara rinci dalam 

tabel-tabel berikut. 
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KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2023 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET PROGRAM KEGIATAN SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
SUB 

KEGIATAN 

TARGET REALISASI 
2022 

WAKTU 
PELAKSANAAN 

REALISASI CAPAIAN 

I II III IV 

1 Meningkat-
kan 
akuntabili-
tas kinrja 
pemerintah 
daerah 

Meningkat-
nya kualitas 
pelayanan 
kepegawaian 

Indeks 
Kepuasan 
layanan 

 

100 % Program 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 
kabupaten/ 
kota 

Administrasi 
umum 
perangkat 
daerah 

Penatausahaan 
barang milik 
daerah 

Jumlah 
laporn hasil 
pengelolaan 
dan 
penataan 
barang milik 
daerah pada 
SKPD yang 
tersusun 

1 laporan 11.109.000 √   √ 1 laporan 100 % 

Administrasi 
Kepegwaian 
Perangkat 
Daerah 

Pendataan 
dan 
pengolahan 
administrasi 
kepegawaian 

Jumlah DUK 
PNSD 
Kabupaten 
Kepulauan 
Selayar 
yang 
tesusun 

1 
dokumen 

13.736.000   √ √ 1 dokumen 100 % 

Administrasi 
Umum 
perangkat 
daerah 

Penyediaan 
komponen 
instalasi 
listrik/pnenera
ngan 
bangunan 
kantor 

Jumlah 
komponen 
instalasi/pene
rangan 
bangunan 
kantor yang 
tersedia 

62 Unit 7.846.000  √   62 Unit 100 % 

Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

Jumlah 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
tersedia 

11 unit 44.146.000 √ √ √ √ 11 unit 100 % 

Penyediaan 
barang 
cetakan  dan 
penggandaan 

Tersedianya 
bahan cetak 
dan 
penggandaan 

12 bulan 17.119.700 √ √ √ √ 12 bulan 100 % 

Penyediaan 
bahan bacaan 

Jumlah bahan 
bacaan dan 

4 media 
cetak 

14.570.000  √   4 media 
cetak 

100 % 
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dan peraturan 
perundang-
undangan 

peraturan 
perundang-
undangan 
yang 
isediakan 

       Penyediaan 
bahan/material 

Jumlah 
bahan/ 
material yang 
tersedia 

12 bulan 14.069.000  √   12 bulan 100 % 

Penyelenggara-
an rapat 
koordinasi dan 
konsultasi 
SKPD 

Terselenggar
anya 
perjalanan 
dinas 

12 bulan 470.803.000 √ √ √ √ 12 bulan 100 % 

Penatausahaan 
arsp dinamis 

Jumlah arsip 
dan tata 
naskah 
kepegawaian 
yang tersedia 

1 
dokumen 

12.990.000 √ √ √ √ 1 dokumen 100 % 

Dukungan 
pelaksanaan 
sistem 
pemerintaha 
berbasis 
elektronik pada 
SKPD 

Jumlah 
absensi online 
ASN yang 
terselenggara 

3700 
orang 

39.673.000 √ √ √ √ 3392 orang 87,99 % 

Pengadaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

Pengadaan 
mebel 

Tersedanya 
mebeleur 
kantor 

3 unit 14.372.500  √ √  3 unit 100 % 

Penyediaan 
jasa 
penunjang 
urusan 
pemerintaha
n daerah 

Penyediaan 
jasa surat 
menyurat 

Terlaksana-
nya 
administrasi 
surat 
menyurat 

12 bulan 24.937.000 √ √ √ √ 12 bulan 100 % 

 Penyediaan 
jasa 
komunikasi, 

Terpenuhinya 
penyedaan 
jasa 

12 bulan 86.088.000 √ √ √ √ 12 bulan 100 % 
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sumber daya air 
dan listrik 

komunikasi, 
sumber daya 
air dan listrik 

      Pemeliharaan 
brang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

Penyediaan 
jasa 
pemeliharaan, 
biaya 
pemeliharaan, 
pajak dan 
perizinan 
kendaraan 
dinas 
operasional 
atau lapangan 

Jumlah 
kendaraan 
dinas 
operasional 
yang 
terpelihara 
dan terbayar 
pajaknya 

27 unit 92.830.000 √ √ √ √ 27 unit 100 % 

Pemeliharan/ 
rehabilitasi 
gedung kantor 
dan bnagunan 
lainnya 

Jumlah 
gedung 
perkantoran 
dalam kondisi 
baiik yang 
terpelihara 

1 
Bangunan 

49.951.000  √   1 Bangunan 100 % 

Program 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 
kabupaten/ 
kota 

Monitoring, 
evaluasi dan 
penilaian 
kinerja 
pegawai 

Monitoring, 
evaluasi dan 
penilaian kinerja 
pegawai 

Jumah data 
kinerja ASN 
yang dikelola 

3700 data 2.201.900 √ √ √ √ 3908 data 106 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Pengadaan, 
pemberhen-
tian dan 
informasi 
kepegawaian 
ASN 

Koordinasi dan 
fasilitasi 
pengadaan 
PNS dan PPK 

- Jumlah 

pengurusan 

dan 

penerbitan 

KARIS/KAR

SU  

- Jumlah 

pengurusan 

dan 

penerbitan 

Kartu 

Pegawai 

bagi PNS 

250 kartu 
 
 
 
 
 
 

250 kartu 
 
 
 
 
 
 
 

35.060.000 √ √ √ √ 133 
 
 
 
 
 
 

81 kartu 
 
 
 
 
 
 
 

53,20 % 
 
 
 
 
 
 

32,40 % 
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- Jumlah 

pengurusan 

dan 

penerbitan 

kart peserta 

taspen 

(KPT) 

- Jumlah 

pengurusan 

dan 

penerbitan 

SK CPNS  

- Jumlah 

pengurusan 

dan 

penerbitan  

SK PNS 

- Jumlah ASN 

yang 

terpenuhi  

200 kartu 
 
 
 
 
 
 
 

91 SK 
 
 
 
 
 

679  SK 
 
 
 
 
 

5200 
orang 

 
 

 

81 kartu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 SK 
 
 
 
 
 

4166 orang 
 
 
 

40,50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,40 
 
 
 
 
 

80,12 

     Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Pengadaan, 
pemberhentian 
dan informasi 
kepegawaian 
ASN 

Koordinasi 
pelaksanaan 
administrasi 
pemberhentan 

Jumlah PNS 

yang 

memasuki 

masa 

pensiun 

120 orang 16.552.100 √ √ √ √ 101 84,17 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Pengadaan, 
pemberhentian 
dan informasi 
kepegawaian 
ASN 

Fasilitasi 
lembaga 
profesi ASN 

HUT KORPRI 

yang 

terselenggara 

1 kegiatan 73.794.000    √ 1 kegiatan 100 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Pengadaan, 
pemberhentian 
dan informasi 
kepegawaian 
ASN 

Pengelolaan 
data 
kepegawaian 

Persentase 

data pegawai 

dalam aplikasi 

SIMPEG yang 

terpelihara 

100 % 46.435.900 √ √ √ √ 88 % 88 % 
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Pengadaan, 
pemberhentian 
dan informasi 
kepegawaian 
ASN 

Evaluasi data, 
informasi, dan 
sistem 
informasi 
kepegawaian 

Jumlah 

laporan 

evaluasi data, 

informasi dan 

sistm 

informasi 

kepegawaian 

yang tersusun 

1 laporan 12.153.000    √ 1 laporan 100 % 

     Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Mutasi dan 
promosi 

Pengelolaan 
mutasi ASN 

Jumlah ASN 

yang 

dimutasi, 

rotasi dan 

promosi 

300 orang 66.643.200 √ √ √ √ 402 orang 134 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Mutasi dan 
promosi 

Pengelolaan 
kenaikan 
pangkat ASN 

Terselengga-

ranya ASN 

yang 

mendapatkan 

kenaikan 

pangkat 

550 orang 140.325.200  √ √ √   823 orang 150 %  

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Mutasi dan 
promosi 

Pengelolaan 
promosi ASN 

- Jumlah 

peserta 

seleksi 

terbuka 

pejabat 

pimpinan 

tinggi 

pratama 

yang 

terselengga

ra 

- Jumlah 

peserta 

ujian dinas 

dan ujian 

penyesuaia

n ijazah 

ASN yang 

5 orang 295.597.400 √ √ √ √ 3 orang 60 % 
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terselengga

ra 

     Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Pengembangan 
kompetensi 
ASN 

Peningkatan 
Kapasitas 
Kinerja ASN 

Jumlah ASN 
yang 
mendapatkna 
KGB 

600 orang 12.788.000 √ √ √ √ 788 orang 131 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Penilaian dan 
evaluasi kinerja 
aparatur 

Pelaksanaan 
penilaian dan 
evaluasi kineja 
Aparatur 

Jumlah 
laporan 
penilaian dan 
evaluasi 
kinerja 
Aparatur 

1 laporan 7.146.100    √ 1 laporan 100 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Penilaian dan 
evaluasi kinerja 
aparatur 

Pengelolaan 
pemberian 
penghargaan 
bagi pegawai 

Jumlah ASN 
berprestasi 
yang diberi 
penghargaan 

8 orang 33.116.000  √ √ √ 6 orang 75 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Penilaian dan 
evaluasi kinerja 
aparatur 

Evaluasi 
pelaksanaan 
pemberian 
penghargaan 
dan tanda jasa 
Aparatur  

Jumlah ASN 
ynag 
menerima 
penfghargaan 
Satya 
Lencana 
Karya Satya 

50 orang 18.402.000  √  √ 104 orang 208 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Penilaian dan 
evaluasi kinerja 
aparatur 

Pembinaan 
disiplin ASN 

Jumlah ASN 
ynag 
mendapatkan  
pembinan 

35 orang 21.734.600 √ √ √ √ 9 0rang 25 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Penilaian dan 
evaluasi kinerja 
aparatur 

Pengelolaan 
penyelesaian 
pelanggaran 
disiplin ASN 

Jumlah 
pelanggaran 
disiplin yang 
dikelola/ditind
aklanjuti 

35 laporan 12.576.000 √ √ √ √ 9 laporan 25 % 

Persentase 
pemenuhan 
ASN  

90,40 % Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Pengadaan, 
pemberhentian 
dan informasi 
kepegawaian 
ASN 

Penyusunan 
rencana 
kebutuhan, 
jenis dan 
jumlah jabatan 
untuk 
pelaksanaan 
pengadaan 
ASN 

Jumlah 
formasi 
pengadaan 
ASN ya g 
tersusun 

2555 
formasi 

44.041.300  √   314 formasi 123,14 % 

       Evaluasi - Jumlah ASN 314 orang 147.607.000    √ 258 orang 82,16 % 
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pengadaan 
ASN dan 
Pengadaan 
ASN 

yang 

terpenuhi 

Jumlah 
laporan hasil 
evaluasi 
pengadaan 
ASN yang 
tersusun 

 
 

1 Laporan 

Meningkat
nya nilai 
SAKIP 

- Perencanaan 

kinerja 

- Pengukuran 

kinerja 

- Pelaporan 

kinerja 

- Evaluasi 

internal 

- Capaian 

kinerja 

 
 
 
 
 
 

B (65) 

Program 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 
kabupaten/ 
kota 

Perencanaan, 
penganggaran, 
dan evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah 

Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
prangkat 
daerah 

- Jumlah 

dokumen 

renja yang 

tersusun 

- Jumlah 

dokumen 

renstra yang 

tersusun 

- Jumlah 

dokumen 

SOP yang 

tersusun 

3 
dokumen 

13.352.000 √ √   3 dokumen 100 % 

Koordinasi 
dan 
penyusunan 
dokumen 
RKA-SKPD 

Jumlah 

dokumen 

RKA yang 

tersusun 

1 
dokumen 

2.458.000   √ √ 1 dokumen 100 % 

Koordinasi 
dan 
penyusunan 
dokumen 
perubahan 
RKA-SKPD 

Jumlah 

dokumen 

perubahan 

RKA yang 

tersusun 

1 
dokumen 

1.542.000   √ √ 1 dokumen 100 % 

Koordinasi 
dan 
penyusunan 
dokumen 
DPA-SKPD 

Jumlah 

dokumen 

DPA yang 

tersusun 

1 
dokumen 

2.134.100   √ √ 1 dokumen 100 % 

       Koordinasi 
dan 
penyusunan 

Jumlah 

dokumen 

perubahan 

1 
dokumen 

2.814.000   √ √ 1 dokumen 100 % 
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dokumen 
perubahan 
DPA-SKPD 

DPA yang 

tersusun 

Evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah 

Jumlah 

LAKIP yang 

tersusun 

1 
dokumen 

3.353.000 √ √ √ √ 1 dokumen 100 % 

Meningkat-
nya tertib 
administrasi 
pengelolaan 
keuangan 
dan aset 

Laporan 

keuangan OPD 

yang sesuai 

SAP 

Sesuai Program 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 
kabupaten/ 
kota 

Administrasi 
keuangan 
peangkat 
daerah 

Penyediaan 
gaji dan 
tunjangan 
ASN 

Jumlah ASN 

yang 

menerima 

gaji, 

tunjangan 

PNS dan 

TPP 

43 Orang 3.323.000.000 √ √ √ √ 43 Orang 100 % 

Penyediaan 
administrasi 
pelaksanaan 
tugas ASN 

Persentasi 

pengelolaan 

administrasi 

perkantoran 

yang 

terselenggara 

100 % 49.818.000 √ √ √ √ 100 % 100 % 

Koordinasi 
dan 
pelaksanaan 
akuntansi 
SKPD 

Terlaksana-

nya pelaporan 

keuangan/ 

akuntansi 

SKPD 

12 laporan 14.747.000 √ √ √ √ 12 laporan 100 % 

Koordinasi 
dan 
penyusunan 
laporan 
keuangan 
akhir tahun 
SKPD 

Jumlah 

laporan 

keuangan 

akhir tahun 

yang tersusun 

1 laporan 2.765.000 √   √ 1 laporan 100 % 

       Penyusunan 
pelaporan dan 
analisis 
prognosis 
realisasi 
anggaran 
 

Jumlah 

laporan RFK 

bulanan yang 

tersusun 

12 laporan 11.100.000 √ √ √ √ 12 laporan 100 % 
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2 Meningkat
kan 
kualifikasi 
Pendidikan 
dan 
keahlian 
aparatur 

Rasio   
pegawai   
Pendidikan  
tinggi dan  
menengah/ 
dasar (%) 
(tidak  
 termasuk  
 guru dan  
 tenaga  
Kesehatan) 

 

Jumlah 

pegawai yang 

telah mengikuti 

pengembangan 

SDM melalui 

peningkatan 

penidikan 

lanjutan 

100 % Program 
kepegawaian 
daerah 

Pengemba-
ngan 
kompetensi 
ASN 

Pengeloaan 
pendidikan 
lanjutan ASN 

- Jumlah SK 

tugas 

belajar, 

surat izin 

belajar, dan 

surat 

keterangan 

peningkatan 

pendidikan 

yang 

diterbitkan 

- Jumlah 

ASN yang 

menerima 

bantuan 

tugas 

belajar dan 

penyelesai-

an 

pendidikan 

10 orang 273.197.000 √ √ √ √ 10 orang 100 % 

Koordinasi 
dan kerjasama 
pelaksanaan 
diklat  

Terseleng-

garanya 

pelatihan/ 

Sosialisasi/

bimbingan 

teknis/ 

workshop  

ASN 

 

1 Kali 95.500.000 √ √ √ √ 1 kali 100 % 

     Program 
pengemba-
ngan sumber 
daya manusia 

Pengembangan 
Kompetensi 
teknis 

Penyelengga-
raan 
pengemba-
ngan 
kompetensi 
teknis umum, 
inti, dan 
pilihan bagi 

Jumlah 

ASN yang 

lulus diklat 

kepemimpin

an, diklat 

fungsional, 

diklat sosio-

105 orang  234.792.000 √ √ √ √ 76 orang 72,38 % 
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jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, 
perangkat 
daerah 
penunjang dan 
urusan 
pemerintahan 
umum 
 

kultural dan 

diklat tekns  

Sertifikasi, 
kelembagaan, 
pengembangan 
kompetensi 
majerial dan 
fungsional 

Penyelenggar
aan 
pengemba-
ngan 
kompetensi 
bagi pimpinan 
daerah, 
jabatan 
pimpinan 
tinggi, jabatan 
fungsionl, 
kepemimpinan
dan 
prajabatan 
 

Jumlah 

pejabat JPT 

dan pejabat 

administrasi 

yang 

mengikuti 

diklat 

kepemim-

pinan yang 

sesuai 

kualifikasi 

15 orang 
 

336.276.000 √ √ √ √ 15 orang 100 % 

Rasio  
pegawai 
fungsional 
(%) (tidak 
termasuk 
guru dan 
tenaga 
Kesehatan) 

Jumlah 

pegawai yang 

telah mengikuti 

Uji kompetensi 

100 % Program 
pengemba-
ngan sumber 
daya manusia 

Pengembangan 
Kompetensi 
ASN 

Koordinasi 
dan kerja 
sama 
pelaksanaan 
diklat jabatan 
fungsional 

Jumlah 

pejabat 

fungsional 

yang 

mengikuti uji 

kompetensi 

 

 

16 orang 8.000.000 √ √ √ √ 16 orang 100 % 
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PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN 2023 
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) 
 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET PROGRAM KEGIATAN SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
SUB 

KEGIATAN 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 

1 Meningkat-
kan 
akuntabili-
tas kinrja 
pemerintah 
daerah 

Meningkat-
nya kualitas 
pelayanan 
kepegawaian 

Indeks 
Kepuasan 
layanan 

 

100 % Program 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 
kabupaten/ 
kota 

Administrasi 
umum 
perangkat 
daerah 

Penatausahaan 
barang milik 
daerah 

Jumlah 
laporan hasil 
pengelolaan 
dan 
penataan 
barang milik 
daerah pada 
SKPD yang 
tersusun 

1 laporan 100 % 1 laporan 100 % 

Administrasi 
Kepegwaian 
Perangkat 
Daerah 

Pendataan 
dan 
pengolahan 
administrasi 
kepegawaian 

Jumlah DUK 
PNSD 
Kabupaten 
Kepulauan 
Selayar 
yang 
tesusun 

1 dokumen 100 % 1 dokumen 100 % 

Administrasi 
Umum 
perangkat 
daerah 

Penyediaan 
komponen 
instalasi 
listrik/pnenera
ngan 
bangunan 
kantor 

Jumlah 
komponen 
instalasi/pene
rangan 
bangunan 
kantor yang 
tersedia 

62 Unit 100 % 62 Unit 100 % 

Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

Jumlah 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
tersedia 

2 unit 100 % 11 unit 100 % 

Penyediaan 
barang 
cetakan  dan 
penggandaan 

Tersedianya 
bahan cetak 
dan 
penggandaan 
 
 

12 bulan 100 % 12 bulan 100 % 
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Penyediaan 
bahan bacaan 
dan peraturan 
perundang-
undangan 

Jumlah bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan 
yang 
isediakan 

4 media cetak 100 % 4 media 
cetak 

100 % 

       Penyediaan 
bahan/material 

Jumlah 
bahan/ 
material yang 
tersedia 

12 bulan 100 % 12 bulan 100 % 

Penyelenggara-
an rapat 
koordinasi dan 
konsultasi 
SKPD 

Terselenggar
anya 
perjalanan 
dinas 

12 bulan 100 % 12 bulan 100 % 

Penatausahaan 
arsp dinamis 

Jumlah arsip 
dan tata 
naskah 
kepegawaian 
yang tersedia 

1 dokumen 100 % 1 dokumen 100 % 

Dukungan 
pelaksanaan 
sistem 
pemerintaha 
berbasis 
elektronik pada 
SKPD 

Jumlah 
absensi online 
ASN yang 
terselenggara 

3695 orang 100 % 3392 orang 87,99 % 

Pengadaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

Pengadaan 
mebel 

Tersedanya 
mebeleur 
kantor 

27 unit 100 % 3 unit 100 % 

Penyediaan 
jasa 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

Penyediaan 
jasa surat 
menyurat 

Terlaksana-
nya 
administrasi 
surat 
menyurat 
 
 

12 bulan 100 % 12 bulan 100 % 
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 Penyediaan 
jasa 
komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik 

Terpenuhinya 
penyedaan 
jasa 
komunikasi, 
sumber daya 
air dan listrik 

12 bulan 100 % 12 bulan 100 % 

      Pemeliharaan 
brang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

Penyediaan 
jasa 
pemeliharaan, 
biaya 
pemeliharaan, 
pajak dan 
perizinan 
kendaraan 
dinas 
operasional 
atau lapangan 

Jumlah 
kendaraan 
dinas 
operasional 
yang 
terpelihara 
dan terbayar 
pajaknya 

26 unit 100 % 27 unit 100 % 

Pemeliharan/ 
rehabilitasi 
gedung kantor 
dan bnagunan 
lainnya 

Jumlah 
gedung 
perkantoran 
dalam kondisi 
baiik yang 
terpelihara 

1 Bangunan 100 % 1 Bangunan 100 % 

Program 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 
kabupaten/ 
kota 

Monitoring, 
evaluasi dan 
penilaian 
kinerja 
pegawai 

Monitoring, 
evaluasi dan 
penilaian kinerja 
pegawai 

Jumah 
laporan 
kinerja ASN 
yang dikelola 

3454 data 94 % 3908 data 106 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Pengadaan, 
pemberhen-
tian dan 
informasi 
kepegawaian 
ASN 

Koordinasi dan 
fasilitasi 
pengadaan 
PNS dan PPK 

- Jumlah 

pengurusan 

dan 

penerbitan 

KARIS/KAR

SU  

- Jumlah 

pengurusan 

dan 

penerbitan 

Kartu 

150 kartu 
 
 
 
 
 
 

0 kartu 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 
 

0 % 
 
 
 
 

133 kartu 
 
 
 
 
 
 

81 kartu 
 
 
 
 

53,20 % 
 
 
 
 
 
 

32,40 
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Pegawai 

- Jumlah 

pengurusan 

dan 

penerbitan 

kart peserta 

taspen 

(KPT) 

- Jumlah 

pengurusan 

dan 

penerbitan 

SK CPNS  

- Jumlah 

pengurusan 

dan 

penerbitan  

SK PNS 

- Jumlah ASN 

yang 

terpenuhi 

 
150 kartu 

 
 
 
 
 
 
 

82 SK 
 
 
 
 
 

0 SK 
 
 
 
 
 
0 
 

 

 
100 % 

 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 
 

0 % 
 
 
 
 
 

0 % 
 
 

 
81 kartu 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

220 SK 
 
 
 
 
 

4166 orang 

 
40,50 % 

 
 
 
 
 
 
 

0 % 
 
 
 
 
 

32,40 % 
 
 
 
 
 

80,12 % 

     Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Pengadaan, 
pemberhentian 
dan informasi 
kepegawaian 
ASN 

Koordinasi 
pelaksanaan 
administrasi 
pemberhentan 

Jumlah PNS 

yang 

memasuki 

masa 

pensiun 

138 orang 138 % 101 orang 84,17 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Pengadaan, 
pemberhentian 
dan informasi 
kepegawaian 
ASN 

Fasilitasi 
lembaga 
profesi ASN 

HUT KORPRI 

yang 

terselenggara 

1 kegiatan 100 % 1 kegiatan 100 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Pengadaan, 
pemberhentian 
dan informasi 
kepegawaian 
ASN 

Pengelolaan 
data 
kepegawaian 

Persentase 

data pegawai 

dalam aplikasi 

SIMPEG yang 

terpelihara 

100 % 100 % 88 % 88 % 
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Pengadaan, 
pemberhentian 
dan informasi 
kepegawaian 
ASN 

Evaluasi data, 
informasi, dan 
sistem 
informasi 
kepegawaian 

Jumlah 

laporan 

evaluasi data, 

informasi dan 

sistm 

informasi 

kepegawaian 

yang tersusun 

1 laporan 100 % 1 laporan 100 % 

     Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Mutasi dan 
promosi 

Pengelolaan 
mutasi ASN 

Jumlah ASN 

ynag 

dimutasi, 

rotasi dan 

proosi 

550 orang 81,4 % 402 orang 134 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Mutasi dan 
promosi 

Pengelolaan 
kenaikan 
pangkat ASN 

Terselengga-

ranya ASN 

yang 

mendapatkan 

kenaikan 

pangkat 

848 SK 100 % 823 SK 150 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Mutasi dan 
promosi 

Pengelolaan 
promosi ASN 

- Jumlah 

peserta 

seleksi 

terbuka 

pejabat 

pimpinan 

tinggi 

pratama 

yang 

terselengga

ra 

- Jumlah 

peserta 

ujian dinas 

dan ujian 

21 orang 100 % 3 orang 60 % 
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penyesuaia

n ijazah 

ASN yang 

terseleng-

gara 

     Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Pengembangan 
kompetensi 
ASN 

Peningkatan 
Kapasitas 
Kinerja ASN 

Jumlah ASN 
yang 
mendapatkna 
KGB 

487 orang 81,2 % 788 orang 131 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Penilaian dan 
evaluasi kinerja 
aparatur 

Pelaksanaan 
penilaian dan 
evaluasi kineja 
Aparatur 

Jumlah 
laporan 
penilaian dan 
evaluasi 
kinerja 
Aparatur 

0 0 % 1 laporan 100 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Penilaian dan 
evaluasi kinerja 
aparatur 

Pengelolaan 
pemberian 
penghargaan 
bagi pegawai 

Jumlah ASN 
berprestasi 
yang diberi 
penghargaan 

6 orang 75 % 6 orang 75 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Penilaian dan 
evaluasi kinerja 
aparatur 

Evaluasi 
pelaksanaan 
pemberian 
penghargaan 
dan tanda jasa 
Aparatur  

Jumlah ASN 
yang 
menerima 
penfghargaan 
Satya 
Lencana 
Karya Satya 

260 orang 130 % 104 orang 208 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Penilaian dan 
evaluasi kinerja 
aparatur 

Pembinaan 
disiplin ASN 

Jumlah ASN 
ynag 
mendapatkan  
pembinan 

125 orang 357 % % 9 orang 25 % 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Penilaian dan 
evaluasi kinerja 
aparatur 

Pengelolaan 
penyelesaian 
pelanggaran 
disiplin ASN 

Jumlah 
pelanggaran 
disiplin yang 
dikelola/ditind
aklanjuti 

125 
pelanggaran 

100 % 9 
pelanggaran 

25 % 

Persentase 
pemenuhan 
ASN  

90,40 % Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Pengadaan, 
pemberhentian 
dan informasi 
kepegawaian 
ASN 

Penyusunan 
rencana 
kebutuhan, 
jenis dan 
jumlah jabatan 

Jumlah 
formasi 
pengadaan 
ASN ya g 
tersusun 

364 formasi 18,2 % 314 formasi 100 % 
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untuk 
pelaksanaan 
pengadaan 
ASN 

       Evaluasi 
pengadaan 
ASN dan 
Pengadaan 
ASN 

- Jumlah ASN 

yang 

terpenuhi 

- Jumlah 

laporan hasil 

evaluasi 

pengadaan 

ASN yang 

tersusun 

364 orang 
disusun dalam 

1 laporan 

100 % 258 orang 
Disusun 
dalam 1 
laporan 

82,16 % 

Meningkat
nya nilai 
SAKIP 

- Perencanaan 

kinerja 

- Pengukuran 

kinerja 

- Pelaporan 

kinerja 

- Evaluasi 

internal 

- Capaian 

kinerja 

 
 
 
 
 
 

B (65) 

Program 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 
kabupaten/ 
kota 

Perencanaan, 
penganggaran, 
dan evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah 

Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
prangkat 
daerah 

- Jumlah 

dokumen 

renja yang 

tersusun 

- Jumlah 

dokumen 

renstra yang 

tersusun 

- Jumlah 

dokumen 

SOP yang 

tersusun 

3 dokumen 100 % 3 dokumen 100 % 

Koordinasi 
dan 
penyusunan 
dokumen 
RKA-SKPD 

Jumlah 

dokumen 

RKA yang 

tersusun 

1 dokumen 100 % 1 dokumen 100 % 

Koordinasi 
dan 
penyusunan 
dokumen 
perubahan 
RKA-SKPD 

Jumlah 

dokumen 

perubahan 

RKA yang 

tersusun 

1 dokumen 100 % 1 dokumen 100 % 
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Koordinasi 
dan 
penyusunan 
dokumen 
DPA-SKPD 

Jumlah 

dokumen 

DPA yang 

tersusun 

1 dokumen 100 % 1 dokumen 100 % 

       Koordinasi 
dan 
penyusunan 
dokumen 
perubahan 
DPA-SKPD 

Jumlah 

dokumen 

perubahan 

DPA yang 

tersusun 

1 dokumen 100 % 1 dokumen 100 % 

Evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah 

Jumlah 

LAKIP yang 

tersusun 

1 dokumen 100 % 1 dokumen 100 % 

Meningkat-
nya tertib 
administrasi 
pengelolaan 
keuangan 
dan aset 

Laporan 

keuangan OPD 

yang sesuai 

SAP 

Sesuai Program 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 
kabupaten/ 
kota 

Administrasi 
keuangan 
peangkat 
daerah 

Penyediaan 
gaji dan 
tunjangan 
ASN 

Jumlah ASN 

yang 

menerima 

gaji, 

tunjangan 

PNS dan 

TPP 

42 Orang 100 % 43 Orang 100 % 

Penyediaan 
administrasi 
pelaksanaan 
tugas ASN 

Persentasi 

pengelolaan 

administrasi 

perkantoran 

yang 

terselenggara 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Koordinasi 
dan 
pelaksanaan 
akuntansi 
SKPD 

Terlaksana-

nya pelaporan 

keuangan/ 

akuntansi 

SKPD 

12 laporan 100 % 12 laporan 100 % 

Koordinasi 
dan 
penyusunan 
laporan 
keuangan 
akhir tahun 
SKPD 

Jumlah 

laporan 

keuangan 

akhir tahun 

yang tersusun 

1 laporan 100 % 1 laporan 100 % 



 69 

       Penyusunan 
pelaporan dan 
analisis 
prognosis 
realisasi 
anggaran 

Jumlah 

laporan RFK 

bulanan yang 

tersusun 

12 laporan 100 % 12 laporan 100 % 

2 Meningkat
kan 
kualifikasi 
Pendidikan 
dan 
keahlian 
aparatur 

Rasio   
pegawai   
Pendidikan  
tinggi dan  
menengah/ 
dasar (%) 
(tidak  
 termasuk  
 guru dan  
 tenaga  
Kesehatan) 

 

Jumlah 

pegawai yang 

telah mengikuti 

pengembangan 

SDM melalui 

peningkatan 

penidikan 

lanjutan 

100 % Program 
kepegawaian 
daerah 

Pengemba-
ngan 
kompetensi 
ASN 

Pengeloaan 
pendidikan 
lanjutan ASN 

- Jumlah SK 

tugas 

belajar, 

surat izin 

belajar, dan 

surat 

keterangan 

peningkatan 

pendidikan 

yang 

diterbitkan 

- Jumlah 
ASN yang 
menerima 
bantuan 
tugas 
belajar dan 
penyelesai-
an 
pendidikan 

7 orang 70 % 10 orang 66,7 % 

Koordinasi 
dan kerjasama 
pelaksanaan 
diklat  

Terseleng-

garanya 

pelatihan/ 

Sosialisasi/

bimbingan 

teknis/ 

workshop  

ASN 

1 kali 100 % 1 kali 100 % 

     Program 
pengemba-
ngan sumber 
daya manusia 

Pengembangan 
Kompetensi 
teknis 

Penyelengga-
raan 
pengemba-
ngan 
kompetensi 
teknis umum, 

Jumlah 

ASN yang 

lulus diklat 

kepemimpin

an, diklat 

31 orang 100 % 15 orang 100 % 
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inti, dan 
pilihan bagi 
jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, 
perangkat 
daerah 
penunjang dan 
urusan 
pemerintahan 
umum 

fungsional, 

diklat sosio-

kultural dan 

diklat tekns  

Sertifikasi, 
kelembagaan, 
pengembangan 
kompetensi 
majerial dan 
fungsional 

Penyelenggar
aan 
pengemba-
ngan 
kompetensi 
bagi pimpinan 
daerah, 
jabatan 
pimpinan 
tinggi, jabatan 
fungsionl, 
kepemimpinan
dan 
prajabatan 

Jumlah 

pejabat JPT 

dan pejabat 

administrasi 

yang 

mengikuti 

diklat 

kepemim-

pinan yang 

sesuai 

kualifikasi 

82 orang 90 % 76 orang 72,4 % 

Rasio  
pegawai 
fungsional 
(%) (tidak 
termasuk 
guru dan 
tenaga 
Kesehatan) 

Jumlah 

pegawai yang 

telah mengikuti 

Uji kompetensi 

100 % Program 
pengemba-
ngan sumber 
daya manusia 

Pengembangan 
Kompetensi 
ASN 

Koordinasi 
dan kerja 
sama 
pelaksanaan 
diklat jabatan 
fungsional 

Jumlah 

pejabat 

fungsional 

yang 

mengikuti uji 

kompetensi 

40 orang 100 % 17 orang 113 % 
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B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Capaian Kinerja  Tahun 2023 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dan setiap 

kegiatan terdiri dari satu atau beberapa sub kegiatan. Indikator 

capaian dalam program ini ada dua yaitu persentase capaian 

kinerja dengan target kinerja 100 % dan persentase capaian kinerja 

keuangan dengan target kinerja 100 %. Kedua target tersebut 

dapat terealisasi sebesar 99,83 %. Secara terperinci dijabarkan 

sebagai berikut : 

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase ketersediaan 

dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah dengan target capaian 100 % dan terealisasi 

sebesar 100 % karena setiap sub kegiatan dari kegiatan ini 

telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri 

dari 6 (enam)sub kegiatan  yaitu : 
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a. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat 

daerah dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 

tiga dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu satu 

dokumen Rencana Kerja, satu dokumen Rencana Strategis 

dan satu dokumen Standar Operasional Prosedur. 

Penyusunan ketiga dokumen tersebut terealisasi 100 %. 

b. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-

SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 

satu dokumen RKA-SKPD. Penyusunan dokumen tersebut 

terealisasi 100 %. 

c. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen 

perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja/output 

berupa penyusunan satu dokumen RKA-SKPD perubahan. 

Penyusunan dokumen tersebut terealisasi 100 %. 

d. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-

SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 

satu dokumen DPA-SKPD. Penyusunan dokumen tersebut 

terealisasi 100 %. 

e. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen 

perubahan DPA-SKPD dengan indikator kinerja/output 

berupa penyusunan satu dokumen DPA-SKPD perubahan. 

Penyusunan dokumen tersebut terealisasi 100 %. 
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f. Sub kegiatan kinerja perangkat daerah dengan indikator 

kinerja/output berupa penyusunan satu Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dapat 

terealisasi 100 %. 

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan 

administrasi keuangan dan ketersediaan dokumen keuangan 

perangkat daerah dengan target capaian 100 % dan terealisasi 

sebesar 100 % karena setiap sub kegiatan dari kegiatan ini 

telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri 

dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu : 

a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan 

indikator kinerja/output berupa sebanyak 43 orang pegawai 

yang bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dapat menerima gaji dan tunjangan 

PNS, serta tambahan penghasilan pegawai (TPP) dalam 

kurun waktu 12 bulan di tahun 2023 dapat terealisasi 100 %. 

b. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas 

ASN dengan indikator kinerja/output berupa persentase 

pengelolaan administrasi perkantoran yang terselenggara 

dapat terealisasi 100 %. 
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c. Sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 

dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 12 

laporan keuangan/akuntansi SKPD  dapat terealisasi 100 %. 

d. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan 

akhir tahun SKPD dengan indikator kinerja/output berupa 

penyusunan 1 laporan keuangan akhir tahun SKPD  dapat 

terealisasi 100 %. 

e. Sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis 

realisasi anggaran dengan indikator kinerja/output berupa 

penyusunan 12 laporan realisasi fisik kegiatan (RFK) 

bulanan   dapat terealisasi 100 %. 

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan 

administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 

dengan target capaian 100 % dan terealisasi sebesar 100 % 

karena sub kegiatan dari kegiatan ini telah memenuhi target 

yang telah ditetapkan. Kegiatan ini memiliki satu sub kegiatan 

yaitu penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan 

indikator kinerja/output berupa penyusunan 1 laporan hasil 

pengelolaan dan penataan barang milik daerah pada SKPD 

dapat terealisasi 100 %. 
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4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan 

administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 

capaian 100 % dan dapat terealisasi sebesar 100 % karena 

tidak semua sub kegiatan dari kegiatan ini dapat memenuhi 

target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub 

kegiatan yaitu : 

a. Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi 

kepegawaian dengan indikator kinerja/output berupa 

penyusunan satu dokumen daftar urut kepangkatan (DUK) 

PNSD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dapat 

terealisasi 100 %. 

b. Sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja 

pegawai dengan indikator kinerja/output berupa pengelolaan 

3675 data kinerja ASN tahun 2023 dapat terealisasi 101 %, 

karena dari 3700 data yang menjadi target pada tahun 2023, 

sebanyak 3908 data kinerja yang telah dikelola dan 

dilaporkan. 

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan 

administrasi umum perangkat daerah dengan target  capaian 

100 %  dan  dapat  terealisasi sebesar 98,49 % karena setiap 

sub kegiatan dari kegiatan ini telah memenuhi target yang telah 
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ditetapkan. Kegiatan ini terdiri  dari 8 (delapan) sub kegiatan 

yaitu : 

a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor  dengan indikator 

kinerja/output berupa penyediaan instalasi dan 

pemasangan 62 unit bola lampu untuk penerangan kantor 

pada tahun 2023 dapat terealisasi 100 %. 

b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan 

kantor sebanyak 11 unit dengan indikator kinerja/output 

berupa tersedianya peralatan rumah tangga pada tahun 

2023 dapat terealisasi 100 %. 

c. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan dalam waktu 12 bulan dengan indikator 

kinerja/output berupa tersedianya bahan cetak dan 

penggandaan pada tahun 2023 dapat terealisasi 100 %. 

d. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan dengan indikator kinerja/output 

berupa penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan sebanyak 4 media cetak dalam waktu 

12 bulan pada tahun 2023 dapat terealisasi 100 %. 

e. Sub kegiatan penyediaan bahan/material dengan indikator 

kinerja/output berupa jumlah bahan/material ynag tersedia 

waktu 12 bulan pada tahun 2023 dapat terealisasi 100 %. 
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f. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD  dengan indikator kinerja/output berupa 

terselenggaranya perjalanan dinas dalam kurun waktu 12 

bulan  pada tahun 2023 dapat terealisasi 100 %. 

g. Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD  

dengan indikator kinerja/output berupa penyediaan arsip 

dan tata naskah kepegawaian yang disusun dalam satu 

dokumen  dapat terealisasi 100 %. 

h. Sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik pada SKPD dengan indikator 

kinerja/output berupa terselenggaranya absensi online ASN 

dengan target 3700 orang, terealisasi sebanyak 3392 orang 

ASN pada tahun 2023 dapat terealisasi 87,99 %. 

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pengadaan 

barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 

dengan target  capaian 100 %  dan  dapat  terealisasi sebesar 

100 % dengan sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang 

milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yaitu 

pengadaan meubel  dengan indikator kinerja/output berupa 

penyediaan 3 unit  mebeleur kantor dapat terealisasi 100 %.  
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7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase penyediaan jasa 

penunjang urusan pemerintah daerah dengan target  capaian 

100 %  dan  dapat  terealisasi sebesar 100 % karena setiap sub 

kegiatan dari kegiatan ini telah memenuhi target yang telah 

ditetapkan. Kegiatan ini terdiri  dari 2 (dua) sub  kegiatan yaitu : 

a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan 

indikator kinerja/output berupa terlaksananya administrasi 

surat menyurat selama 12 bulan pada tahun 2023 dapat 

terealisasi 100 %. 

b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, 

dan listrik dengan indikator kinerja/output berupa 

terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik dalam waktu 12 bulan pada tahun 2023 dapat 

terealisasi 100 %. 

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pemeliharaan 

barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 

dengan target  capaian 100 %  dan  dapat  terealisasi sebesar 

100 % karena tidak semua sub kegiatan dari kegiatan ini dapat 

memenuhi target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri  dari 

2 (dua) sub  kegiatan yaitu : 
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a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas 

operasional atau lapangan dengan indikator kinerja/output 

berupa 27 unit kendaraan dinas operasional yang terpelihara 

dan terbayar pajaknya pada tahun 2023 dapat terealisasi 

sebanyak 100 %. 

b. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan 

bangunan lainnya dengan indikator kinerja/output berupa 1 

unit gedung perkantoran dalam kondisi baik yang terpelihara 

pada tahun 2023 dapat terealisasi 100 %. 

b) Program Kepegawaian Daerah 

Program Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 

(empat) kegiatan dan setiap kegiatan terdiri dari satu atau beberapa 

sub kegiatan. Indikator capaian dalam program ini ada dua yaitu 

persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah 

dengan target kinerja 100 % dan persentase pegawai berkinerja 

baik dengan target kinerja 100 %. Kedua target tersebut dapat 

terealisasi sebesar 88,16 %. Secara terperinci dijabarkan sebagai 

berikut : 

1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian 

ASN 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pengadaan, 

pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dengan target  
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capaian 100 %  dan  dapat  terealisasi sebesar 88,16 % karena 

tidak semua sub kegiatan dari kegiatan ini dapat memenuhi 

target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri  dari 7 (tujuh) 

sub  kegiatan yaitu : 

a. Sub kegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan 

jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dengan 

indikator kinerja/output berupa target formasi sebanyak 314 

formasi pengadaan ASN pada tahun 2023 yaitu terealisasi 

sebesar 123 % atau melebihi target. Hal ini terjadi karena dari 

sebanyak 255 formasi yang telah disusun dalam rangka 

pengadaan ASN, ternyata dapat terealisasi atau disetujui 

sebanyak 314 formasi. 

b. Sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan 

PPPK dengan indikator kinerja/output berupa pengurusan dan 

penerbitan Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU), Kartu 

Pegawai (Karpeg), Kartu Peserta Taspen (KPT), SK PNS, SK 

CPNS, serta jumlah ASN yang terpenuhi. Dari seluruh 

indikator/output sub kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 88,3 

%.  Hal ini terjadi karena dari 250 kartu KARIS/KARSU yang 

ditargetkan, hanya terealisasi sebanyak 133 kartu atau dalam 

persentase sebesar 53,20 %. Dari 200 Kartu peserta taspen 

yang ditargetkan, hanya terealisasi sebanyak 81 kartu atau 

dalam persentase sebesar 40,50 %.  Penerbitan SK CPNS 
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yakni dari 91 SK yang ditargetkan tidak dapat terealisasi 

karena tidak ada seleksi penerimaan CPNS sehingga tidak 

ada penerbitan SK CPNS. Pengurusan dan penerbitan SK 

PNS terealisasi sebanyak 220 SK dari 679 SK yang 

ditargetkan atau terealisasi sebesar 32,40 %. Penerbitan 

Kartu Pegawai pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 81 kartu 

dari 250 kartu yang ditargetkan atau 32,40 %. Sedangkan 

jumlah ASN yang terpenuhi sampai tahun 2023 terealisasi 

sebanyak 4166 orang dari 5200 orang yang ditargetkna atau 

sekitar 80,12 %. 

c. Sub kegiatan evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN 

dengan indikator kinerja/output berupa pemenuhan 258 orang 

ASN dan penyusunan 1 laporan hasil evaluasi pengadaan 

ASN  dapat terealisasi sebesar 82,16 %. Persentase 

pemenuhan ASN tahun 2023 tidak mencapai target disebakan 

oleh dari 314 formasi PPPK yang tersedia hanya terealisasi 

atau terpenuhi sebanyak 258 formasi yang terdiri dari tenaga 

guru sebanyak 153 orang, tenaga teknis sebanyak 35 orang 

dan tenaga kesehatan sebanyak 70 orang. Dari 314 formasi 

yang tersedia, ada formasi yang memiliki pendaftar yang 

kurang bahkan ada formasi yang tanpa pendaftar. 

d. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi 

pemberhentian dengan indikator kinerja/output berupa 
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pelayanan administrasi pensiun bagi PNS yang memasuki 

masa pensiun. Pada tahun 2023 ditargetkan 120 orang yang 

memasuki   masa  pensiun  dan  dapat terealisasi  sebesar 

101 orang atau 84,17 %. Secara keseluruhan, jumlah PNS 

yang pensiun pada tahun 2023 terdiri dari 101 orang yang 

terbagi menjadi 98 orang bagi yang memasuki masa pensiun 

(BUP), 2 orang yang pensiun karena meninggal dunia, dan 1 

orang adalah yang pensiun atas permintaan sendiri. 

e. Sub kegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN dengan indikator 

kinerja/output berupa penyelenggaraan HUT KORPRI dapat 

terealisasi sebesar 100 %. 

f. Sub kegiatan pengelolaan data kepegawaian dengan indikator 

kinerja/output berupa persentase data pegawai dalam aplikasi 

SIMPEG yang terpelihara sebanyak 88 %.  

g. Sub kegiatan evaluasi data, informasi dan sistem informasi 

kepegawaian dengan indikator kinerja/output berupa 

penyusunan laporan evaluasi data, informasi dan sistem 

informasi kepegawaian  dan  dapat terealisasi sebesar 100 %. 

2) Mutasi dan Promosi ASN 

Indikator kegiatan ini adalah persentase mutasi dan 

promosi ASN dengan target  capaian 100 %  dan  dapat  

terealisasi sebesar 114,5 % karena setiap sub kegiatan dari 
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kegiatan ini telah memenuhi bakan melebihi target yang telah 

ditetapkan. Kegiatan ini terdiri  dari 3 (tiga) sub  kegiatan yaitu : 

a. Sub kegiatan pengelolaan mutasi ASN dengan indikator 

kinerja/output berupa jumlah ASN  yang dimutasi, rotasi dan 

promosi. Pada tahun 2023 pengelolaan mutasi ASN dapat 

terealisasi sebesar 134 % karena dari 300 orang yang 

ditargetkan namun dapat terpenuhi atau terealisasi sebanyak 

402 orang. 

b. Sub kegiatan pengelolaan pengelolaan kenaikan pangkat ASN 

dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya ASN 

yang mendapatkan kenaikan pangkat. Pada tahun 2023 

ditargetkan sebanyak 550 orang yang menerima SK Kenaikan 

Pangkat dan dapat terealisasi 149,6 %. Jumlah ASN yang 

mendapat SK Kenaikan Pangkat pada tahun 2023 adalah 

sebanyak 823 orang pada periode april dan oktober, dengan 

rincian sebagai berikut : 

a. Periode April sebanyak 413 orang 

b. Periode Oktober  sebanyak 410 orang. 

c. Sub kegiatan pengelolaan promosi ASN dengan indikator 

kinerja/output berupa jumlah peserta seleksi terbuka pejabat 

pimpinan tinggi pratama yang terselenggara serta jumlah 

peserta ujian dinas dan ujian penysuaian ijazah ASN. Pada 

tahun 2023, jumlah peserta seleksi terbuka pejabat pimpinan 
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sebanyak 3 orang dari 5 orang yang ditargetkan sehingga 

persentase realisasi sub kegiatan ini sebesar 60 %. 

3) Pengembangan Kompetensi ASN 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pengembangan 

kompetensi ASN dengan target  capaian 100 %  dan  dapat  

terealisasi sebesar 86 % karena tidak semua sub kegiatan dari 

kegiatan ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan. 

Kegiatan ini terdiri  dari 4 (empat) sub  kegiatan yaitu : 

a. Sub kegiatan peningkatan kapasitas kinerja ASN dengan 

indikator kinerja/output berupa jumlah ASN  yang 

mendapatkan kenaikan gaji berkala (KGB). Pada tahun 2023, 

sebanyak 788 orang ASN yang mendapatkan kenaikan gaji 

berkala dan menerima SK KGB. Oleh sebab itu, sub kegiatan 

ini dapat dikatakan terealisasi 131 % karena dari 600 orang 

yang menjadi target kinerja dapat terpenuhi dan terealisasi 

melebihi target yaitu sebanyak 788 orang. 

b. Sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dengan 

indikator kinerja/output berupa persentase SK tugas belajar, 

surat izin belajar, dan surat keterangan peningkatan 

pendidikan yang diterbitkan dan jumlah ASN yang menerima 

bantuan tugas belajar dan penyelesaian pendidikan. Pada 

tahun 2023, dapat terealisasi 100 %  karena dari 10 orang 
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yang ditargetkan menerima bantuan tugas belajar dan 

penyelesaian pendidikan, semuanya dapat terpenuhi. 

c. Sub kegiatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat 

dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya 

pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/workshop PNS. Pada 

tahun 2023, sub kegiatan ini dapat terealisasi 100 %.   

d. Sub kegiatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat 

jabatan fungsional dengan indikator kinerja/output berupa 

jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 

teknis/fungsional dan bimtek khusus ASN. Pada tahun 2023 

terdapat 17 orang ASN yang mengikuti pengembangan 

kompetensi teknis/fungsional dan bimtek khusus ASN dari 15 

orang yang menjadi target awal. Dengan demikian, sub 

kegiatan ini pada tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 113 %. 

4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

Indikator kegiatan ini adalah persentase penilaian dan 

evaluasi kinerja aparatur dengan target  capaian 100 %  dan  

dapat  terealisasi sebesar 86,6 % karena tidak semua sub 

kegiatan dari kegiatan ini telah memenuhi target yang telah 

ditetapkan. Kegiatan ini terdiri  dari 5 (lima) sub  kegiatan yaitu : 

a. Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan 

dan tanda jasa aparatur dengan indikator kinerja/output 

berupa jumlah ASN  yang menerima penghargaan Satya 
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Lencana Karya Satya. Pada tahun 2023, terealisasi 208 % 

yaitu sebanyak 104 orang ASN yang menerima penghargaan 

Satya Lencana Karya Satya dari 50 orang yang menjadi 

target awal. Secara rinci dijaarkan sebagai berikut: 

- 74 orang yang menerima penghargaan Satya Lencana 

Karya Satya X Tahun; 

- 12 orang yang menerima penghargaan Satya Lencana 

Karya Satya XX Tahun; 

- 18 orang yang menerima penghargaan Satya Lencana 

Karya Satya XXX Tahun. 

b. Sub kegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi 

pegawai dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN  

yang berprestasi yang mendapatkan penghargaan. Pada 

tahun 2023, sub kegiatan ini terealisasi sebesar 75 % karena 

dari 8 orang yang menjadi target indikator sub kegiatan, 

namun hanya dapat terpenuhi sebanyak 6 orang, yaitu 3 

orang yang mendapatkan penghargaan berprestasi dan 3 

orang yang mendapatkan penghargaan pengabdian. 

c. Sub kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja 

aparatur dengan indikator kinerja/output berupa 1 laporan 

penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Pada tahun 2023, 

terealisasi sebanyak 100 % dengan tersedianya laporan 
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penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang terdiri dari 3695 

orang. 

d. Sub kegiatan pengelolaan penyelesaian penyelenggaraan 

disiplin ASN dengan indikator kinerja/output berupa jumlah 

pelanggaran disiplin yang dikelola/ditindaklanjuti. Pada tahun 

2023, dari 35 kasus pelanggaran yang menjadi taget 

indikator kinerja sub kegiatan, dapat terealisasi sebanyak  9 

kasus pelanggaran yang telah ditindaklanjuti dan dituangkan 

dalam laporan. Dengan demikian persentase  realisasi 

penylesaian penyelenggaraan disiplin ASN sebesar 25 %. 

e. Sub kegiatan pembinaan disiplin ASN dengan indikator 

kinerja/output berupa jumlah ASN  yang medapatkan 

pembinaan disiplin. Pada tahun 2023, dari 35 orang yang 

menjadi taget indikator kinerja sub kegiatan, dapat terealisasi 

sebanyak  9 orang  atau  dengan  persentase  sebesar 25 %. 

9 orang ASN yang mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin 

terdiri dari : 

c) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 

Indikator capaian dalam program ini yaitu persentase cakupan ASN 

yang lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Sosio-

Kultural dan Diklat Teknis yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang 

masing-masing memuat 1 (satu) sub kegiatan dengan target kinerja 
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100 % dan dapat terealisasi sebesar 73,28 %. Secara terperinci 

dijabarkan sebagai berikut : 

1) Pengembangan Kompetensi Teknis 

Indikator kegiatan ini adalah penyusunan kebijakan teknis 

peningkatan kualitas SDM Aparatur berbasis tupoksi dengan 

target  capaian 100 %  dan  dapat  terealisasi sebesar 74,78 %. 

Kegiatan ini terdiri  dari satu sub  kegiatan yaitu: Sub kegiatan 

penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum,inti, 

dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaran urusan 

pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan 

pemerintahan umum dengan indikator sub kegiatan yaitu 

persentase cakupan ASN yang lulus diklat kepemimpinan, 

diklat fungsional, iklat sosiokultural dan diklat teknis. Pada 

tahun 2023, persentase cakupan ASN yang lulus diklat adalah 

sebesar 74,16 % dari target 80 %.  

2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional 

Indikator kegiatan ini adalah terselenggaranya pemetaan 

dan evaluasi kompetensi jabatan pengawas dengan target  

capaian 100 %  dan  dapat  terealisasi sebesar 72,4 %. 

Kegiatan ini terdiri  dari satu sub  kegiatan yaitu: Sub kegiatan 

penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan 

daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, 
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kepemimpinan dan prajabatan dengan indikator kinerja/output 

berupa jumlah pejabat JPT dan pejabat administrasi yang 

mengikuti diklat kepemimpinan yang sesuai kualifikasi dapat 

terealisasi sebesar 76 orang dari 105 orang yang telah 

ditargetkan yakni terdiri dari 5 orang mengikuti bimtek 

fungsional dan 71 orang mengikuti bimtek non fungsional. 

Dengan demikian sub kegiatan ini dapat terealisasi sebesar  

72,4 %.  

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap efisiensi penggunaan 

sumber daya yang ada pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar tahun 2023. Kesediaan Sumber Daya Aparatur bila ditinjau 

dari segi kuantitatif dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 

Tenaga Kontrak/Honorer/PHL (Non PNS) Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun Anggaran 2023 dengan klasifikasi sebagai berikut :  

Tabel. 3.1  Sumber Daya Aparatur BKPSDM T.A 2023 

NO PEGAWAI 

 
PENDIDIKAN 

JUMLAH 

 
GOLONGAN 

SMA D.I 
 

D.II D.III S.1 S.2 II III.a III.b III.c III.d IV.a IV.b IV.c 

1 2 3 4 
 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
1. 

 
PEMEGANG 
ESELON: 

• Eselon II 

 

• Eselon III 

 

• Eselon IV 

• Jabatan 

Fungsional 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

1 
 
 
3 
 
9 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
  
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 
 
2              
5  

 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 



 90 

 

Ketersediaan Sumber Daya Aparatur ditinjau dari segi 

kuantitatif dalam Tahun Anggaran 2023 sudah dianggap memadai. 

Selanjutnya, ditinjau dari segi penggolongan PNSD dapat di 

kualifikasikan sebagai berikut : 

Tabel. 3.2  Penggolongan PNSD T.A 2023 

No. 
Jenis 

Kelamin 

Golongan Ruang 

Jumlah 

I II III IV 

1. Pria 10 174 930 321 1.435 

2. Wanita 0 143 2.070 470 2683 

Jumlah 10 317 3.000 791 4.117 

 
Kemudian ditinjau dari penggolongan PNSD berdasarkan  

tingkat pendidikan, dikualifikasikan sebagai berikut : 

Tabel. 3.3  Penggolongan PNSD dari Tingkat Pendidikan T.A 2023 

No. 
Jenis 

Kelamin 

Tingkat Pendidikan 

Jumlah 
SD SMP SMA D.I D.II D.III 

D.IV/ 
S.1 

S.2 S.3 

1. Pria 2 1 179 0 1 32 402 83 2 702 

2. Wanita 0 0 125 2 3 34 379 83 1 627 

Jumlah 2 1 304 2 4 66 781 166 3 1329 

 

 Jumlah    3 14 6  3 7 1 3 9 3  1 

 
2. 

 
NON 
ESELON: 

• Staf 

• Kontrak 

• Sukarela 

 
 
 

8 
 

12 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
9 
 

13   
 

 

 
 

 

  
 
 

10 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Jumlah 
 

20  
 
 3 22   10 4 4 1   

 
 

 
 

Total 
 

20  
 
 6 40 4  13 6 4 5 10 3 

 
 1 
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Pengolahan data untuk tenaga PTT/PHL yang banyak 

membantu dalam kegiatan pelayanan pada instansi yang ada di 

Kabupaten Kepulauan Selayar, mulai tahun 2021 tidak lagi ditangani 

oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. Data tenaga PTT/PHL dikelola oleh masing-masing 

instansi/organisasi perangkat daerah yang ada di daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar sehingga mulai tahun 2021, tidak lagi dilampirkan 

data jumlah dan penggolongan tenaga PTT/PHL dalam Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia. 

 Berdasarkan data-data tersebut di atas maka dapat 

dikatakan bahwa Sumber Daya Aparatur masih rendah karena 

pendidikan formal masih didominasi D.II dan SLTA ke bawah yang 

tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah baik itu dinas, 

badan dan kantor serta di kecamatan-kecamatan  dan kelurahan, 

dimana 6 kecamatan terdapat di daratan serta 5 kecamatan di 

kepulauan. 

Pengadaan, penyebaran, bimbingan kedisiplinan serta 

peningkatan kapasitas adalah merupakan tanggung jawab Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran adalah merupakan ukuran kinerja aparatur lingkup Badan 
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Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 

menjalankan roda organisasi. 

 
C. REALISASI KEUANGAN 

Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Selayar mengalokasikan  anggaran  pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diitetapkan dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 6.068.502.925. 

Kemudian, terjadi perubahan anggaran yang ditetapkan dalam 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sehingga 

anggaran yang dialokasikan untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah menjadi Rp. 6.275.262.000. 

Sebagai bahan analisis akuntabilitas keuangan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, jumlah 

anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing 

program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. 

 
 

No. 

 
 
Program/Kegiatan 

 
Jumlah (Rp)  

 
Target 

(%) 

 
 

Realisasi 
Keuangan 

 
 

Realisasi 
Keu (%)  Sebelum 

Perubahan 
Setelah 

Perubahan 

1.  Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 
6.068.502.925 

 
6.275.262.000 

 
100 % 

 
6.031.789.635 

 
97,6 % 

1.1 Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Perangkat 
Daerah 

 
24.673.100 

 
25.653.100 

 
100 % 

 
25.242.100 

 
100 % 
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1.1.a Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 
12.372.000 

 
13.352.000 

 
100 % 

 
13.241.000 

 
99 % 

1.1.b Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

 
2.458.000 

 
2.458.000 

 
100 % 

 
2.458.000 

 
100 % 

1.1.c Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

 
1.542.000 

 
1.542.000 

 
100 % 

 
1.542.000 

 
100 % 

1.1.d Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD 

 
2.134.100 

 
2.134.100 

 
100 % 

 
2.134.100 

 
100 % 

1.1.e Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen Perubahan 
DPA-SKPD 

 
2.814.000 

 
2.814.000 

 
100 % 

 
2.514.000 

 
89 % 

1.1.c Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
 

 
3.353.000 

 
3.353.000 
 

 
100 % 

 
3.353.000 
 

 
100 % 

1.2 Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

 
3.602.855.925 

 
3.401.430.000 

 
100 % 

 
3.323.551.597 

 
98 % 

 
1.2.a 

 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 
 

 
3.530.883.925 

 
3.323.000.000 

 
100 % 

 
3.245.407.797 

 
98 % 

1.2.b Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

 
47.099.000 

 
49.818.000 

 
100 % 

 
49.537.800 

 
99 % 

1.2.c Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

 
11.008.000 

 
14.747.000 

 
100 % 

 
14.744.000 

 

99,9 % 
 

1.2.d Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 
 
 

 
 
2.765.000 

 
 
2.765.000 

 
 

100 % 

 
 
2.765.000 

 
 

100 % 

1.2.e Penyusunan 
Pelaporan dan 
Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

 
11.100.000 

 
11.100.000 

 
100 % 

 
11.097.000 

 
99,9 % 

1.3 Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

 
11.109.000 

 
11.109.000 

 
100 % 

 
11.109.000 

 
100 % 

1.3.a Penatausahaan 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 
 

 
11.109.000 

 
11.109.000 

 
100 % 

 
11.109.000 

 
100 % 

 

1.4 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

 
15.937.900 

 
15.937.900 

 
100 % 

 
15.931.900 

 
99,9 % 

1.4.a Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 
 

 
 
13.736.000 

 
 
13.736.000 

 
 

100 % 

 
 
13.730.000 

 
 

99,9 % 
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1.4.b Monitoring, Evaluasi 
dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

 
2.201.900 

 
2.201.900 

 
100 % 

 
2.201.900 

 
100 % 

 
1.5 

 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

 
290.364.700 

 
621.216.700 

 
100 % 

 
568.175.714 

 
98 % 

1.5.a Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

 
7.846.000 

 
7.846.000 

 
100 % 

 
7.846.000 

 
100 % 

 
1.5.b 

 
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

 
0 

 
44.146.000 
 

 
100 % 

 
44.146.000 

 
100 % 

1.5.c Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan  
 

 
17.119.700 

 
17.119.700 

 
100 % 

 
16.92.000 

 
99 % 

1.5.d Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-Undangan 

 
13.870.000 

 
14.570.000 

 
100 % 

 
12.120.000 

 
83 % 

 
1.5.e 

 
Penyediaan 
Bahan/Material 
 

 
9.527.000 

 
14.069.000 

 
100 % 

 
13.157.000 

 
93 % 

1.5.f Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
 

 
189.339.000 

 
470.803.000 
 

 
100 % 

 
470.158.514 

 
99,9 % 

 
1.5.g 
 

 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 
 

 
12.990.000 

 
12.990.000 

 
100 % 

 
12.990.000 

 
98 % 

1.5.h Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 
 

 
 
39.673.000 

 
 
39.673.000 

 
 

100 % 

 
 
34.962.200 

 
 

88 % 

 
1.6 

 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

 
 
15.140.500 

 
 
14.372.500 

 
 

100 % 

 
 
14.372.500 

 
 

100 % 

 
1.6.a 
 

 
Pengadaan Mebel 

 
15.140.500 

 
14.372.500 

 
100 % 

 
14.372.500 

 
100 % 

 
1.7 

 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

 
 
109.712.000 

 
 
111.025.000 

 
 

100 % 

 
 
151.941.584 

 
 

98  % 

 
1.7.a 

 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

 
26.936.000 

 
24.937.000 

 
100 % 

 
24.831.000 

 
99,5 % 

1.7.b Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

 
82.776.000 

 
86.088.000 

 
100 % 

 
82.964.584 

 
96 % 
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1.8 

 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

 
 
100.511.000 

 
 
142.781.000 
 

 
 

100 % 

 
 
142.635.712 

 
 

99,8 % 

1.8.a Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

 
 
 
50.560.000 

 
 
 
92.830.000 

 
 
 

100 % 

 
 
 
92.684.712 

 
 
 

99,8 % 

1.8.b Pemeliharaan/Rehabi 
litasi Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

 
49.951.000 

 
49.951.000 

 
100 % 

 
49.951.000 

 
100 % 

2. Program 
Kepegawaian 
Daerah 

 
1.095.563.800 

 
1.360.668.800 

 
100 % 

 
1.232.778.350 

 
91 % 

2.1 Pengadaan, 
Pemberhentian, dan 
Informasi 
Kepegawaian ASN 

 
200.539.300 

 
375.643.300 

 
100 % 

 
372.247.754 

 
99 % 

2.1.a Penyusunan Rencana 
Kebutuhan, Jenis, 
dan Jumlah Jabatan 
untuk Pelaksanaan 
Pengadaan ASN 

 
 
47.870.300 

 
 
44.041.300 

 
 

100 % 

 
 
43.886.200 

 
 

99 % 

2.1.b Koordinasi dan 
Fasilitasi Pengadaan 
PNS dan PPPK 

 
35.060.000 

 
35.060.000 

 
100 % 

 
34.407.054 

 
78 % 

2.1.c Evaluasi Pengadaan 
ASN dan Pengadaan 
ASN 

 
22.503.000 

 
147.607.000 

 
100 % 

 
146.407.000 

 
95 % 

 
2.1.d 

 
Koordinasi 
Pelaksanaan 
Administrasi 
Pemberhentian  
 

 
 
13.246.000 

 
 
16.552.100 
 

 
 

100 % 

 
 
16.132.900 

 
 

97 % 

2.1.e Fasilitasi Lembaga 
Profesi ASN 

19.965.000 73.794.000 100 % 73.180.500 99 % 

 
2.1.f 

 
Pengelolaan Data 
Kepegawaian 
 

 
49.742.000 

 
46.435.900 

 
100 % 

 
46.435.900 

 
100 % 

2.1.h Evaluasi Data, 
Informasi, dan Sistem 
Informasi 
Kepegawaian 

 
12.153.000 

 
12.153.000 

 
100 % 

 
11.798.200 

 
99,6 % 

2.2 Mutasi dan Promosi 
ASN 

422.905.800 502.565.800 100 % 387.701.231 77 % 

 
2.2.a 

 
Pengelolaan Mutasi 
ASN 

 
43.279.400 

 
66.643.200 

 
100 % 

 
47.767.160 

 
72 % 

2.2.b Pengelolaan 
Kenaikan Pangkat 
ASN 

 
140.325.200 

 
140.325.200 

 
100 % 

 
139.317.030 

 
99 % 

 
2.2.c 

 
Pengelolaan Promosi 

 
239.301.200 

 
295.597.400 

 
100 % 

 
200.617.041 

 
68 % 
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ASN   

2.3 Pengembangan 
Kompetensi ASN 

386.084.000 389.485.000 100 % 380.695.785 98 % 

2.3.a Pengelolaan 
Pendidikan Lanjutan 
ASN 

 
271.196.000 

 
273.197.000 

 
100 % 

 
273.034.400 

 
100 % 

2.3.b Peningkatan 
Kapasitas Kinerja 
ASN 
 

 
9.388.000 

 
12.788.000 

 
100 % 

 
12.788.000 

 
99,9 % 

2.3.c Koordinasi dan 
Kerjasama 
Pelaksanaan Diklat 

 
95.500.000 

 
95.500.000 

 
100 % 

 
86.873.385 

 
91 % 

 
2.3.d 

 
Koordinasi dan 
Kerjasama 
Pelaksanaan Diklat 
Jabatan Fungsional 
 

 
10.000.000 

 
8.000.000 

 
100 % 

 
8.000.000 

 
100 % 

2.4 Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

 
86.034.700 

 
92.974.700 

 
100 % 

 
92.133.580 

 
99 % 

2.4.a Pelaksanaan 
Peniaian dan 
Evaluasi Kinerja 
Aparatur 
 

 
8.006.100 

 
7.146.100 
 

 
100 % 

 
6.942.100 

 
97 % 

2.4.b Pengelolaan 
Pemberian 
Penghargaan bagi 
Pegawai 
 

 
34.316.000 

 
33.116.000 

 
100 % 

 
33.116.000 

 
100 % 

2.4.c Evaluasi Pelaksanaan 
Pemberian 
Penghargaan dan 
Tanda Jasa Aparatur 

 
18.402.000 

 
18.402.000 

 
100 % 

 
18.035.680 

 
98 % 

 
2.4.d 

 
Pembinaan Disiplin 
ASN 
 
 

 
12.734.600 

 
21.734.600 

 
100 % 

 
21.463.800 

 
99 % 

2.4.e Pengelolaan 
Penyelesaian 
Pelanggaran Disiplin 
ASN 
 

 
12.576.000 

 
12.576.000 
 

 
100 % 

 
12.576.000 

 
100 % 

3. Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

 
802.635.000 

 
571.068.000 

 
100 % 

 
546.051.178 

 
95,6 % 

 

3.1 Pengembangan 
Kompetensi Teknis  

436.752.000 234.792.000 100 % 211.065.720 89,9 % 
i. 0

 
% 

 
3.1.a 

 
Penyelenggaraan 
Pengembangan 
Kometensi Teknis 
Umum, Inti, dan 
Pilihan bagi Jabatan 
Administrasi 

 
 
 
 
 
436.752.000 

 
 
 
 
 
234.792.000 

 
 
 
 
 

100 % 

 
 
 
 
 
211.065.720 

ii.  

 

 

 
30 % 
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Penyelenggara 
Urusan Pemerintah 
Konkuren, Perangkat 
Daerah Penunjang 
dan Urusan 
Pemerintahan Umum 

3.2. Sertifikasi, 
Kelembagaan, 
Pengembangan 
Kompetensi 
Manajerial dan 
Fungsional 
 

 
 
365.883.000 

 
 
336.276.000 

 
 

100 % 

 
 
334.985.458 

iii.  

 
99,6 % 

3.2.a Penyelenggaraan 
Pengembangan 
Kompetensi bagi 
Pimpinan Daerah, 
Jabatan Pimpinan 
Tinggi, Jabatan 
Fungsional, 
Kepemimpinan, dan 
Prajabatan 

 
 
 
336.883.000 

 
 
 
336.276.000 

 
 
 

100 % 

 
 
 
334.985.458 

iv.  

 
 

97 % 

 

 

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 

dan pelaporan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 6.275.262.000,- dan terealisasi sebesar 6.031.789.635 

atau 96 %. Program ini terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dan setiap 

kegiatan terdiri dari satu atau beberapa sub kegiatan. Secara 

terperinci dijabarkan sebagai berikut : 

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah  

Indikator kegiatan ini adalah persentase ketersediaan 

dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah dengan alokasi anggaran Rp. 25.653.100,- 
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dan terealisasi sebesar Rp. 25.242.100,-  atau 100 %. Kegiatan 

ini terdiri dari 6 (enam)sub kegiatan  yaitu : 

- Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat 

daerah dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 

tiga dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu satu 

dokumen Rencana Kerja, satu dokumen Rencana Strategis 

dan satu dokumen  Standar Operasional Prosedur. Alokasi 

anggaran untuk sub. Kegiatan ini adalah Rp. 13.352.000,- 

dan terealisasi sebesar Rp. 13.241.000,- atau 99 %; 

- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-

SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 

satu dokumen RKA-SKPD. Alokasi anggaran untuk sub. 

Kegiatan ini adalah Rp. 2.458.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp. 2.458.000,- atau 100 %; 

- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen 

Perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja/output 

berupa penyusunan satu dokumen Perubahan RKA-SKPD. 

Alokasi    anggaran   untuk  sub.     Kegiatan      ini    adalah 

Rp. 1.542.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.542.000,- atau 

100 %; 

- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-

SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 

satu dokumen DPA-SKPD. Alokasi anggaran untuk sub. 
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Kegiatan ini adalah Rp. 2.134.100,- dan terealisasi sebesar 

Rp. 2.134.100,- atau 100 %; 

- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen 

Perubahan DPA-SKPD dengan indikator kinerja/output 

berupa penyusunan satu dokumen DPA-SKPD. Alokasi 

anggaran untuk sub. Kegiatan ini adalah Rp. 2.814.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 2.514.000,- atau 89 %; 

- Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan 

indikator kinerja/output berupa penyusunan satu Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Alokasi 

anggaran untuk sub. Kegiatan ini adalah Rp. 3.353.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 3.353.000,- atau 100 %; 

 

 

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan 

administrasi keuangan dan ketersediaan dokumen keuangan 

perangkat daerah dengan alokasi anggaran Rp. 3.401.430.000,- 

dan terealisasi sebesar Rp. 3.323.551.597,- atau 98 %. Kegiatan 

ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu : 

- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan 

indikator kinerja/output berupa sebanyak 43 orang pegawai 

yang bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
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Sumber Daya Manusia dapat menerima gaji dan tunjangan 

PNS, serta tambahan penghasilan pegawai (TPP) dalam 

kurun waktu 12 bulan di tahun 2023. Alokasi anggaran sub. 

Kegiatan ini adalah Rp. 3.323.000.000,- dan dapat terealisasi 

sebesar Rp. 3.245.407.797 atau 98 %; 

- Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas 

ASN dengan indikator kinerja/output berupa persentase 

pengelolaan administrasi perkantoran yang terselenggara.  

Alokasi anggaran sub. Kegiatan ini adalah Rp. 49.818.000,- 

dan dapat terealisasi sebesar Rp. 49.537.800,- atau 99 %; 

- Sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 

dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 12 

laporan keuangan/akuntansi SKPD. Alokasi anggaran sub. 

Kegiatan ini adalah Rp. 14.747.000,- dan dapat terealisasi 

sebesar Rp. 14.744.000,- atau 99,9 %; 

- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan 

akhir tahun SKPD dengan indikator kinerja/output berupa 

penyusunan 1 laporan keuangan akhir tahun SKPD.  Alokasi 

anggaran sub. Kegiatan ini adalah Rp. 2.765.000,- dan dapat 

terealisasi sebesar 2.765.000,- atau 100 %; 

- Sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis 

realisasi  anggaran dengan indikator kinerja/output berupa 

penyusunan 12 laporan realisasi fisik kegiatan (RFK) 
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bulanan. Alokasi anggaran  sub. Kegiatan ini  adalah          

Rp. 11.100.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 

11.097.000,- atau 99,9 %. 

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan 

administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 

Kegiatan ini memiliki satu sub kegiatan yaitu penatausahaan 

barang milik daerah pada SKPD dengan indikator kinerja/output 

berupa penyusunan 1 laporan hasil pengelolaan dan penataan 

barang milik daerah pada SKPD.  Alokasi anggaran Kegiatan 

ini  adalah Rp. 11.109.000,- dan  dapat  terealisasi  sebesar  

Rp. 11.109.000,- atau 100 %. 

 

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan 

administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 15.937.900,- dan  terealisasi sebesar 

Rp. 15.931.900,- atau 99,9 %. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) 

sub kegiatan yaitu : 

- Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi 

kepegawaian dengan indikator kinerja/output berupa 

penyusunan satu dokumen daftar urut kepangkatan (DUK) 

PNSD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023. Alokasi 
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anggaran  sub kegiatan ini  adalah Rp. 13.736.000,- dan 

dapat terealisasi sebesar Rp. 13.730.000,- atau 99,9 %; 

- Sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja 

pegawai dengan indikator kinerja/output berupa pengelolaan 

3695 data kinerja ASN tahun 2023.  Alokasi anggaran  sub 

kegiatan ini  adalah Rp. 2.201.900,- dan dapat terealisasi 

sebesar Rp. 2.201.900,- atau 100 %. 

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan 

administrasi umum perangkat daerah dengan alokasi anggaran 

Rp. 577.070.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 568.175.714,- 

atau 98 %. Kegiatan ini terdiri  dari 8 (delapan) sub  kegiatan 

yang dijabarkan sebagai berikut : 

- Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor  dengan indikator 

kinerja/output berupa penyediaan instalasi dan pemasangan 

62 unit bola lampu untuk penerangan kantor pada tahun 2023 

dengan alokasi anggaran Rp. 7.846.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp. 7.846.000,- atau 100 %; 

- Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

sebanyak 11 unit dengan indikator kinerja/output berupa 

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun  
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2023  dengan  alokasi   anggaran Rp.44.146.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 44.146.000,- atau 100 %; 

- Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

dalam waktu 12 bulan dengan indikator kinerja/output berupa 

tersedianya bahan cetak dan penggandaan pada tahun  2023 

dengan  alokasi   anggaran Rp. 17.119.700,- dan terealisasi 

sebesar Rp. 16.942.000,- atau 99 %; 

- Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan dengan indikator kinerja/output berupa 

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan dalam waktu 12 bulan pada tahun 2023 dengan  

alokasi   anggaran Rp. 14.570.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp. 12.120.000,- atau 83 %; 

- Sub kegiatan penyediaan bahan/material dengan indikator 

kinerja/output berupa jumlah bahan/material yang tersedia 

waktu 12 bulan pada tahun 2023 dengan  alokasi   anggaran 

Rp. 14.069.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.157.000,- 

atau 93 %; 

- Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD  dengan indikator kinerja/output berupa 

terselenggaranya perjalanan dinas dalam kurun  waktu   12 

bulan   pada   tahun 2023 dengan   alokasi   anggaran       
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Rp. 470.803.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 470.158.514,- 

atau 99,9 %; 

- Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD  

dengan indikator kinerja/output berupa penyediaan arsip dan 

tata naskah kepegawaian yang disusun dalam satu dokumen  

dengan   alokasi   anggaran Rp. 12.990.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp. 12.990.000,- atau 98 %; 

- Sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik pada SKPD dengan indikator 

kinerja/output berupa terselenggaranya absensi online ASN 

pada 3695   orang  ASN  pada  tahun  2023   dengan   

alokasi   anggaran  Rp. 39.673.000,- dan terealisasi sebesar  

Rp. 34.962.200,- atau 88 %. 

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pengadaan 

barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 

dengan alokasi  anggaran Rp. 14.372.500,- dan terealisasi 

sebesar Rp. 14.372.500,- atau 100 %. Kegiatan ini terdiri dari 

satu sub kegiatan yaitu pengadaan meubel. 

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase penyediaan jasa 

penunjang urusan pemerintah daerah dengan dengan alokasi  
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anggaran Rp. 155.171.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 

151.941.584,- atau 98 %. Kegiatan ini terdiri  dari 2 (duat) sub  

kegiatan yaitu : 

- Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan 

indikator kinerja/output berupa terlaksananya administrasi 

surat menyurat selama 12 bulan pada tahun 2023 dengan 

alokasi  anggaran Rp. 24.937.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp. 24.831.000,- atau 99,5 %; 

- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, 

dan listrik dengan indikator kinerja/output berupa 

terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik dalam waktu 12 bulan pada tahun 2023 dengan 

alokasi  anggaran Rp. 86.088.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp. 82.964.584,- atau 96 %; 

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pemeliharaan 

barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 

dengan alokasi  anggaran Rp. 142.781.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp. 142.635.712,- atau 99,8 %. Kegiatan ini terdiri  dari 

2 (dua) sub  kegiatan yaitu : 

- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas 
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operasional atau lapangan dengan indikator kinerja/output 

berupa 27 unit  kendaraan dinas operasional yang 

terpelihara dan terbayar pajaknya pada tahun 2023 dengan 

 alokasi  anggaran Rp. 92.830.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp. 92.684.712,- atau 99,8 %;  

- Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan 

bangunan lainnya dengan indikator kinerja/output berupa satu 

unit gedung perkantoran dalam kondisi baik yang terpelihara  

pada  tahun 2023 dengan alokasi  anggaran Rp. 49.951.000,- 

dan terealisasi sebesar Rp. 49.951.000,- atau 100 %; 

b) Program Kepegawaian Daerah 

Program Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 

(empat) kegiatan dan setiap kegiatan terdiri dari satu atau beberapa 

sub kegiatan. Indikator capaian dalam program ini ada dua yaitu 

persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah dan 

persentase pegawai berkinerja baik. Alokasi anggaran pada Program 

Kepegawaian Daerah adalah sebesar Rp. 1.360.668.800,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 1.232.778.350,- atau 91 %. Secara terperinci 

dijabarkan sebagai berikut : 

1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN 

Indikator kegiatan ini adalah persentase pengadaan, 

pemberhentian  dan  informasi  kepegawaian  ASN  dengan 

alokasi  anggaran   Rp. 375.643.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 
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372.247.754,- atau 99 %. Kegiatan ini terdiri  dari 7 (tujuh) sub  

kegiatan yaitu : 

- Sub kegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah 

jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dengan indikator 

kinerja/output berupa 314 formasi pengadaan ASN pada tahun 

2023 dengan alokasi  anggaran   Rp. 44.041.300,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 43.886.200,- atau 99 %; 

- Sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan 

PPPK dengan indikator kinerja/output berupa pengurusan dan 

penerbitan Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU), Kartu 

Pegawai (Karpeg), Kartu Peserta Taspen (KPT), SK PNS dan 

SK CPNS dengan alokasi  anggaran   Rp. 35.060.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 34.407.054,- atau 78 %; 

- Sub kegiatan evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN 

dengan indikator kinerja/output berupa pemenuhan 364 orang 

ASN dan penyusunan 1 laporan hasil evaluasi pengadaan ASN  

dengan alokasi  anggaran   Rp. 147.607,000,- dan terealisasi 

sebesar Rp. 146.407.00,- atau 95 %; 

- Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi 

pemberhentian dengan indikator kinerja/output berupa 

pelayanan administrasi pensiun bagi PNS yang memasuki 

masa pensiun. Pada tahun 2023 dengan alokasi  anggaran   
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Rp. 16.552.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.132.900,- atau 

97 %; 

- Sub kegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN dengan indikator 

kinerja/output berupa penyelenggaraan HUT KORPRI dengan 

alokasi  anggaran   Rp. 73.794.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp. 73.180.500,- atau 99 %; 

- Sub kegiatan pengelolaan data kepegawaian dengan indikator 

kinerja/output berupa persentase data pegawai dalam aplikasi 

SIMPEG yang terpelihara/terkelola adalah sebanyak 3695 data 

dan  dengan alokasi  anggaran   Rp. 46.435.900,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 46.435.900 ,- atau 100 %; 

- Sub  kegiatan  evaluasi  data, informasi  dan  sistem  informasi 

kepegawaian dengan indikator kinerja/output berupa 

penyusunan laporan evaluasi  data,  informasi  dan  sistem 

informasi  kepegawaian  dengan  alokasi  anggaran  Rp. 

12.153.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.798.200,- atau 97 

%. 

2) Mutasi dan Promosi ASN 

Indikator  kegiatan  ini  adalah persentase mutasi  dan 

promosi ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 502.565.800,-    

dan        terealisasi     sebesar Rp. 387.701.231,- atau 77 %. 

Kegiatan ini terdiri  dari 3 (tiga) sub  kegiatan yaitu : 
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- Sub kegiatan pengelolaan mutasi ASN dengan indikator 

kinerja/output berupa jumlah ASN  yang dimutasi, rotasi dan 

promosi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.643.200,- 

dan  terealisasi sebesar Rp. 47.767.160,- atau 72 %; 

- Sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN dengan 

indikator kinerja/output berupa terselenggaranya ASN yang 

mendapatkan kenaikan pangkat dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 140.325.200,- dan  terealisasi sebesar Rp. 

139.317.030,- atau 99 %;  

- Sub kegiatan pengelolaan promosi ASN dengan indikator 

kinerja/output berupa terselenggaranya seleksi terbuka pejabat  

pimpinan  tinggi  pratama  dengan   alokasi  anggaran sebesar 

Rp. 295.597.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 200.617.041,- 

atau 68 %. 

3) Pengembangan Kompetensi ASN 

Indikator  kegiatan  ini   adalah  persentase  pengembangan 

kompetensi  ASN  dengan  alokasi  anggaran sebesar 

Rp.389.485.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 380.695.785,- atau 

98%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat)                                                       

sub  kegiatan yaitu : 

- Sub kegiatan peningkatan kapasitas kinerja ASN  dengan 

indikator kinerja/output  berupa jumlah ASN  yang 

mendapatkan kenaikan  gaji  berkala  (KGB)  dengan  alokasi  
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anggaran sebesar Rp. 12.788.000,- dan  terealisasi sebesar 

Rp. 12.788.000,- atau 100 %; 

- Sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dengan 

indikator kinerja/output berupa persentase SK tugas belajar, 

surat izin belajar, dan surat keterangan peningkatan pendidikan 

yang diterbitkan dan jumlah ASN yang menerima bantuan 

tugas belajar dan penyelesaian pendidikan dengan  alokasi  

anggaran sebesar Rp.273.197.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp. 273.034.400,- atau 99,9 %; 

- Sub kegiatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat 

dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya 

pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/workshop PNS. Alokasi 

anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 95.500.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 86.873.385,- atau 91 %; 

- Sub kegiatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat 

jabatan fungsional dengan indikator kinerja/output berupa 

jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 

teknis/fungsional dan bimtek khusus ASN. Alokasi anggaran 

pada sub kegiatan ini adalah Rp. 8.000.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp. 8.000.000,- atau 100 % ; 

4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

Indikator kegiatan ini adalah persentase penilaian dan 

evaluasi kinerja aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 
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92.974.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 92.133.580,- atau 99 %. 

Kegiatan ini terdiri  dari 5 (lima) sub  kegiatan yaitu : 

- Sub kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja 

aparatur dengan indikator kinerja/output berupa satu laporan 

penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Pada tahun 2023, 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.146.100,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 6.942.100,- atau 97 %; 

- Sub kegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi 

pegawai dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN  

yang berprestasi yang mendapatkan penghargaan. Alokasi 

anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar 

Rp.33.116.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.116.000,- atau 

100 %; 

- Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan 

dan tanda jasa aparatur dengan indikator kinerja/output berupa 

jumlah ASN  yang menerima penghargaan Satya Lencana 

Karya Satya. Pada tahun 2023, dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp.18.402.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 

18.035.680,- atau 98 %; 

- Sub kegiatan pembinaan disiplin ASN dengan indikator 

kinerja/output berupa jumlah ASN  yang medapatkan 

pembinaan disiplin. Pada tahun 2023, dengan alokasi anggaran 
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sebesar Rp.21.734.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 

21.463.800,- atau 99 %; 

- Sub kegiatan pengelolaan penyelesaian penyelenggaraan 

disiplin ASN dengan indikator kinerja/output berupa jumlah 

pelanggaran disiplin yang dikelola/ditindaklanjuti. Pada tahun 

2023, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.576.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 12.576.000,- atau 100 %. 

c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 

Indikator capaian dalam program ini yaitu persentase cakupan ASN 

yang lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Sosio-

Kultural dan Diklat Teknis yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang 

memuat 2 (dua) sub kegiatan dengan dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp.571.068.000,- dan terealisasi sebesar Rp.546.051.178,- 

atau  95,6 %. Secara terperinci dijabarkan sebagai berikut : 

1) Pengembangan Kompetensi Teknis 

Indikator kegiatan ini adalah penyusunan kebijakan teknis 

peningkatan kualitas SDM Aparatur berbasis tupoksi dengan 

target  capaian 100 %. Kegiatan ini terdiri  dari 1 (satu) sub  

kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 234.792.000 dan 

terealisasi sebesar Rp. 211.065.720 atau 89,9%. Secara rinci, sub 

kegiatan dijabarkan sebagai berikut : 

- Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi 

teknis umum,inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi 
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penyelenggaran urusan pemerintah konkuren, perangkat 

daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum dengan 

indikator sub kegiatan yaitu terselenggaranya diklat teknis 

fungsional dan bimtek khusus dan ASN yang mengikuti diklat 

teknis fungsional dan bimtek khusus. Pada tahun 2023 alokasi 

anggaran sub. Kegiatan ini sebesar Rp. 234.792.000 dan 

terealisasi sebesar Rp. 211.065.720 atau 89,9 %; 

2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional 

Indikator kegiatan ini adalah terselenggaranya pemetaan dan 

evaluasi kompetensi jabatan pengawas dengan target  capaian 

100 %  dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 336.276.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 334.985.458,- atau 99,6 %. Sub kegiatan 

ini yaitu: 

- Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi 

bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan 

fungsional, kepemimpinan dan prajabatan dengan indikator 

kinerja/output berupa jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan 

Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), 

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) dan Pelatihan 

Kepemimpinan Administrator (PKA). Pada tahun 2023 dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 336.276.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp. 334.985.458,- atau 97 %. 
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